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For the last decade, how as most countries in this world, Indonesia's 
Government has already placed tax Sector as a main source of state's revenue. It 
can be seen in tax revenue role in supporti:lg APBN financing that always increase 
from year to year. Despite of tax revenue tend to increase by the year, even tax ratio 
still have low rate generally, the government recommended to hold a Tax Amnesty 
program wherein the regulation have provised by constitution itself. 

Tax provision applied in the analysis is a presidential decree number 26 year 
of 1984, execution regulation which had been based on execution of Tax Amnesty 
policy year of 1984, RUU Draft of Tax Amnesty 2001 and RUU Draft of Tax Amnesty 
2005. The research method applied in this paper is decriptive - analytic, wherein 
technique data collecting is by study bibliography and study field. 

Based on this research, it is clearly shown that RUU Draft of Tax Amnesty yet 
still have no comply the important principles in tax collecting, particularly equality 
bases, certainty, and productivity revenue. In the long run, Tax Amnesty that 
constantly incurred has a negative influence against tax acquirement. When Tax 
Amnesty applied often, the principle factor of acquirement that decrease is the 
downward against Tax Revenue. 

In the view of tax above the government is suppose to postpone Tax Amnesty 
execution earlier. While they should totally make a review of the Amnesty accurately, 
maturely, and all over, either of regulation and technical executional, by taking notice 
of Tax Collection Principles. 
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A. Latar belakang masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Sebagai Negara berkembang, saat ini Indonesia tengah berupaya 

keras melaksanakan pembangunan di berbagai bidang secara terus menerus 

dan berkesinambungan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 

1945, penyelenggaraan pembangunan nasional hatus bermuara pada 

terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. 

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sumber pembiayaan pembangunan 

yang besar dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu 

pemerintah berupaya mencari sumber-sumber penerimaan baik yang berasal 

dari dalam negeri maupun luar negeri. Ada berbagai sumber penghasilan 

suatu Negara (Public Revenues), antara lain: 

1. Kekayaan alam 

2. Laba Perusahaan Negara 

3. Royalti 

4. Retribusi 

5. Kontribusi 

6. Sea 

7. Cukai 

8. Pajak 
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Dewasa ini hampir seluruh Negara di dunia telah mengakui bahwa 

pajak dari waktu ke waktu telah menjadi sumber utama penerimaan Negara, 

dan bahwa pajak adalah alat utama untuk membiayai kegiatan pemerintah. 

Disamping itu, pajak sebagai bagian utama dari kebijakan fiskal (fiscal 

Policy), telah dijadikan pemerintah sebagai alat mencapai tujuan-tujuan 

dibidang ekonomi, budaya, dan sosial. 1 Hal tersebut merupakan realisasi dari 

fungsi budgeter dan regulerend pajak. Maka tidak mengherankan, kalau 

hampir semua Negara terdapat pungutan yang namanya pajak. 

Dalam dasawarsa terakhir, sebagaimana kebanyakan Negara didunia 

ini, pemerintah Indonesia telah menempatkan sektor perpajakan sebagai 

sumber utama penerimaan Negara. Hal ini dapat dilihat dalam peranan 

penerimaan pajak dalam mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun senantiasa meningkat, seperti 

yang terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini 

1 Safri Nurmantu, Dasar-Dasar Perpajakan, (Jakarta: Ind-Hillco, I 994), hal 7. 
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Uraian 

1 Pendapatan Negara dan Hibah 

Penerimaan Perpajakan 

Penerimaan Bukan Pajak 

Hibah 

2 Belanja Negara 

Belanja Pemerintah Pusat 

Tabell.1 
APBN Tahun 2002 - 2006 

(triliun rupiah) 

2002 2003 
(PAN) (PAN) 

298,8 341,4 

210,1 242,0 

88,4 98,9 

0,1 0,5 

322,2 376,5 I 
224,0 256,2 

3 

2004 2005 2006 
(APBN-P) (APBN-P 2) (APBN) 

403,8 516,2 625,2 

279,2 347,6 416,3 

123,8 161 ,4 205,3 

0,7 7,2 3,6 

430,0 542,4 647,7 

300,0 392,8 427,6 

* Pembayaran Bunga Utang 89,9 65,4 63,2 59,2 76,6 I 

• Subsidi I 40,0 i 43,9 I 69,9 121,9 79,5 

- Belanja Daerah 98,2 120,3 130,0 149,6 220,1 I , 

3 Keseimbangan Umum I (23,4) I (34,4) (26,3) (26,2) (22,4) J I 
14 Surat Utang Negara I I 

650,0 i 624,0 621,0 620,0 1 n.a. 

'5 Utang luar Negeri (USD milyar) I 131,3 I 135,4 ! 137,0 134,9 I n.a 

r------------------------;~----- ·r:-------r-------.r--------~:-------
- Pemerintah 74,5 I 80,9 80,7 78,3 I n.a. 

1- Swasta 55,2 51,9 52,9 52,4 ! 

Sumber: WWIN.depkeu.go.id 

n.a. 

3.040,8 

(0,7) 

Dilihat secara nominal, jumlah penerimaan pajak dalam tiga tahun 

terakhir menyamai total penerimaan pajak selama sepuluh tahun 

sebelumnya. Hal ini menunjukan kepada kita bahwa peranan pajak akan 
~ . 

semakin menentukan bagi jalannya roda pemerintahan di masa yang akan 

datang, sebagaimana tersaji dalam tabel 1.2 berikut ini. 

I 
I 
I 
! 
! 
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Tabell.2 
Penerimaan Perpajakan, 1989 - 2005 

(Miliar Rupiah) 

Pajak Oalam N.ri Pajak Perdagangan 
Tahun 

Anggaran 
PPh" PPN PBD" Cubl Pajak 

Lalnnya 

(1) 121 131 f.1 (51 (SI 

REPEUTAV 

'_'890 5,7$4.8 5,-., 804 .• ',~ ,e, ., 
,SI9O/1ii, 8,250.0 8,"9.2 785.8 ' ,m.8 2'8.5 

lii'l1!1i2 9,727.0 e,'.5.e -.. 1,9'5.0 2iI.8 

,i92Jlii3 '2,5'6.3 '0,742.3 ' .'06.8 2,24' .8 252.4 

,ggJf1- '4,758.9 '3 .~.5 ' ,_ .5 2,825.8 283.4 

REPEUTA'" 

,~,ggs 18,764. , '6,544.8 ' ,647.3 3 .'53.3 301.9 

,iiS/1_ 2' ,0'2.0 18,5'9.4 ' ,883.9 3,502.7 452.8 

'_, ii7 27.062. , 20,35'.2 2,4'3.2 4.282.8 590.7 

'ii7l1_ 34,388.3 25" e8.8 2,640.9 5, '0'.2 477.8 ,_,m 55,_ .3 27,803.2 3,585.3 7,732.9 4'3.0 

,~ 72,729.0 33,087.0 4,'07.3 '0,38,.2 6'0.9 

200Cfl 57,073.0 35,23' .8 ' .456.' 11,286.6 836.7 

200' 94,578.0 55,957.0 6 ,6112.9 17,394.' ' ,383.9 

2002 '0' ,873.5 85,' 53.0 7,827.7 23" ea.8 ' ,469.3 

2003 115,0'5.11 77,011',5 '0,_ .3 28,277.2 '.654.3 IAPIIN-P) 

2004 '33,967.6 86,272.7 8,030.7 27,87' .0 '.6'4.0 1'1-
-I 

2005 
(RAPIIN) 14' ,1I5a.5 l1li,1128.4 '0,272.2 28,933.11 2,039.9 

'I Sej8k TA '99912000 lennasulc PPh Migas 
2) Sejak TA '998I1999I_suIc BPHTB 
3) Sejak T A , IIeGt'1 ggo - , 99811999 POe Non M~, TA , 99912000 _ 2004 PDB Tolal 
.) Angka Pe_ 
S) DisesuU<an dengan kJa$if_1 baN 
8) Periode 1 April lempai dengan 31 Desember 2000 (9 b<Nn1 
Sumber: _.depkeu.go.ld 

Interna.lonal 

Bea Pajak 

Maauk Ekapor 

(7) (el 

',l1li2..2 113.3 

2,m .8 39 .8 

2,871.' 17.1 

3,223.3 8.8 

3,555.3 '3.7 

3,900.' '30.6 

3,092.4 ,ea., 

2,587.9 8' .0 

2,_ .7 '28.5 

2,305.6 4.630.2 

4,,77.0 ese.6 

8,&07.' 33' .2 

9,025.8 541.2 

'0,344.4 23' .0 

'0,1184.6 229.6 

11 ,1136.0 3'5.2 

12,017.9 344.11 

4 

Jumlah POe" Rulo 

(%1 

(91 (,01 ('1) 

'8,0&4.' '~ , 'O1.8 'o.e 
22.010.9 172,840.3 12.7 

24,9'9.3 200.102.' '2.4 

30,09' .5 236,644.4 '2.7 

36,665.' 308, '84.' 11 .9 

44 ,442.1 365,750.9 '2.2 

48.686.3 433,"0.4 11.2 

57,339.9 511 ,365.4 11 .2 

70,934.2 833,520.5 11 .2 

' 02 ,394.4 947.659.8 '0.8 

'25,95' .0 ' ,'36,"5.8 11 .' 

115.9'2.5 97' ,502.6 11.9 

'85,540.9 , ,467,654.8 12.6 

2'0,087.5 ' .6'0,565.0 '3.0 

242,0411.2 ' , 7611,690.9~ 13.5 

272,175.' ' ,lI99,663.~ '3.6 

297,5'0.0 2,187,573.52· '3,11 

Perkembangan penerimaan pajak yang tiap tahunnya semakin 

meningkat tidak terjadi begitu saja. 8erbagai upaya dikedepankan oleh 

pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak yang terus semakin 

tinggi dar; tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi yang 
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bertanggung jawab atas pengamanan penerimaan Negara dari sektor 

perpajakan. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal 

Pajak telah menyusun rencana jangka panjang untuk tahun 2001 sampai 

dengan tahun 2010, yang sasarannya adalah ekstensifikasi dan intensifikasi. 

Yang dimaksud dengan ekstensifikasi adalah meningkatkan jumlah wajib 

pajak ber-NPWP, sedangkan Intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan 

penerimaan dengan menggali objek pajak yang belum dikenakan pajak 

melalui pemeriksaan. 

Secara umum, hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia sekarang 

dilakukan berdasarkan self assessment system. Sebelumnya sistem 

pemungutan official assessment pernah dilaksanakan di Indonesia sampai 

pad a tahun 1967. Dimana inisiatif dan kegiatan dalam penghitungan dan 

pemungutan pajak sepenuhnya atau sebagian besar ada pad a fiskus? 

Sistem demikian itu baru akan membawa hasil bilamana aparatur fiskus, baik 

kualitas maupun kuantitas, sudah sepenuhnya memenuhi kebutuhan. 

Sedangkan sistem semi self assessment diterapkan bersama-sama dengan 

sistem withholding pada tahun 1968 sampai tahun 1983. 

Penerapan kedua sistem ini pad a masa tersebut dikenal dengan 

sebutan tata cara MPS (Menghitung Pajak Sendiri) dan MPO (Menghitung 

Pajak Orang) dimana besarnya angsuran pajak ditentukan oleh wajib pajak 

yang bersangkutan dan oleh pihak ketiga berdasarkan suatu anggapan, 

2 R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar IImu Hukum Pajak (Bandung: Eresco, 1990), 
hal. 66. 
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sedangkan besarnya pajak terutang yang sesungguhnya akan ditetapkan 

kemudian oleh fiskus. 

Sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia sa at ini adalah 

full self assessment system. Dalam pelaksanaan sistem tersebut 

dimasyarakat. ternyata terdapat hambatan-hambatan yang mengakibatkan 

fungsi pembinaan dan pengawasan oleh otoritas perpajakan menjadi tidak 

maksimal. Banyak faktor yang perlu mendapatkan perhatian serius dari 

pemerintah agar sistem tersebut dapat be~alan dengan baik. Bila dicermati. 

sistem self assessment yang baik memerlukan kesadaran dan kepedulian 

yang tinggi dari masyarakat Wajib Pajak sebagaimana yang sedang 

digalakkan oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini. Menurut Norman 0 

Nowak. setidaknya terdapat tiga pilar yang harus dibangun oleh pemerintah 

agar masyarakat sadar dan peduli terhadap pajak yang pada gilirannya akan 

sangat menentukan keberhasilan pemungutan pajak. 

Pertama. sistem perpajakannya itu sendiri . Sistem yang baik adalah 

yang mudah. murah dan sederhana. Kedua. masyarakat Wajib Pajaknya 

sendiri. Agar sistem self assessment be~alan dengan baik, dibutuhkan 

masyarakat yang memiliki kesadaran dan kepedulian membayar pajak yang 

tinggi. Ketiga, berhubungan dengan aparat pajaknya sendiri. Dengan sistem 

perpajakan yang baik dan masyarakat yang sadar dan peduli pajak tanpa 

diikuti dengan aparat pajak yang profesional. sulit rasanya mewujudkan 

pemungutan pajak yang berhasil. Jadi ketiga pilar tersebut baik sistem, Wajib 

Pajak maupun aparat pajaknya harus memenuhi standar kualifikasi yang 

I 
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baik. Bila tidak, maka implementasi pemungutan pajak tidak akan berhasil, 

karena ketiganya tidak bersinergi dan bahu membahu menyukseskan 

pemungutan pajak.3 

Fakta yang te~adi menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem self 

assessment di lapangan masih jauh dari yang diharapkan. Meskipun 

penerimaan pajak dari tahun ke tahun meningkat, namun secara umum tax 

ratio di Indonesia masih rendah yaitu sekitar 13,2%. Untuk menyiasati kondisi 

tersebut, pemerintGth mengusulkan mengadakan program Pengampunan 

Pajak (Tax Amnesty) yang pengaturannya ditentukan melalui undang-undang 

tersendiri. Masyarakat yang selama ini belum atau kurang patuh dalam 

membayar pajak diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini dengan 

membuka lembaran baru ke depan. Yang lalu biarlah berlalu sehingga tidak 

ada penipuan atau penggelapan pajak lagi di antara Wajib Pajak dengan 

aparat pajak. Untuk itu masyarakat harus membayar uang tebusan kepada 

Negara melalui Pengampunan pajak ini. 

Dengan mengajukan pengampunan pajak be ra rti Wajib Pajak sudah 

bertobat untuk tidak melakukan pengurangan atau penggelapan pajak 

kembali. Asumsinya pengampunan pajak ini tidak menciptakan moral hazard 

bagi masyarakat Wajib Pajak untuk mengurangkan atau menggelapkan 

pajaknya dan kemudian mengikuti pengampunan pajak. Setelah 

3 Pemak-pemik Pengampunan Pajak Saatnya Bertobat, Majalah Indonesian Tax 
Review Volume IV edisi 42 Tahun 2005, hal 4. 
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pengampunan pajak pun, masyarakat Wajib Pajak juga memiliki kesadaran, 

kepedulian dan kepatuhan yang meningkat. 

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ini dimaksudkan sebagai pangkal 

tolak yang jelas berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan 

sebagaiman mestinya, sehingga pemerintah dapat melaksanakan 

pengawasan yang berkelanjutan atas pemenuhan kewajiban perpajakan. 

Masalah pengawasan sangat penting artinya di dalam setiap kegiatan yang 

dilakukan karena dengCln pengawasan diharapkan akan dapat dicapai hasil 

yang maksimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Simbolon dimana 

pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara 

berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektff) sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan sebelumnya.4 

Demikian juga dengan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pajak 

dalam usaha untuk mencapai tujuan yaitu semakin meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak yang selanjutnya diharapkan semakin meningkatkan pula 

penerimaan pemerintah dari sektor pajak dan hal ini dapat sekaligus untuk 

menyediakan dana yang memadai untuk pelaksanaan pembangunan. 

Ketentuan perpajakan Indonesia, memberlakukan self assessment 

system sebagaimana tersirat dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 

6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 

tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Unsur yang 

.. Maringan Masry Simbolon, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: 
GhaJia Indonesia, 2003), hal. 62 ' 
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paling utama dalam menunjang keberhasilan penerapan Sistem Self 

Assessment adalah adanya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan 

kewajibannya, oleh karena itu usaha-usaha merangsang tumbuhnya 

kesadaran harus selalu dilakukan. Dengan kesadaran yang tinggi diharapkan 

dapat memupuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 

Tingkat kepatuhan wajib pajak sulit untuk diukur, tetapi dapat dilihat 

melalui indikasi tertentu, antara lain tingginya persentase Wajib Pajak 

terdaftar yang aktif, tingkat realisasi penerimaan dibanding rencana, volume 

pemeriksaan yang semakin sedikit, serta tingkat kepatuhan pengisian SPT 

secara benar. 

Dengan adanya rencana pemerintah untuk mengadakan 

pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan 

efektivitas pembayaran pajak karena daftar kekayaan wajib pajak makin 

akurat. Pengampunan Pajak idealnya akan dijadikan sebagai titik not bagi 

Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak dalam memulai kewajiban 

pajak baru secara benar, apa adanya bukan karena ada apa-apanya. 

Disamping itu, Pengampunan Pajak akan memberikan kepastian 

hukum atas asal harta yang diperoleh Wajib Pajak dari sudut pandang hukum 

perpajakan dan hukum lainnya. Wajib pajak yang melapor untuk 

mendapatkan pengampunan pajak, dibebaskan dari pengusutan fiskal dan 

laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak akan 
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dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun 

terhadap wajib pajak.5 

Kesempatan mendapatkan pengampunan pajak diberikan kepada 

semua orang pribadi atau badan usaha, baik yang telah terdaftar sebagai 

wajib pajak maupun yang belum pernah mendaftarkan diri pada kantor 

Inspeksi Pajak. Keberhasilan pelaksanaan Pengampunan Pajak akan sangat 

tergantung pada kepatuhan dan kejujuran masyarakat Wajib Pajak dan 

seberapa jauh akses Direktorat Jenderal Pajak terhadap informasi dari 

berbagai pihak terutama perbankan. Dengan begitu Direktorat Jenderal Pajak 

tidak akan mudah dibohongi oleh masyarakat dalam penghitungan pajaknya. 

Besarnya potensi penghasilan yang lolos dari sistem perpajakan, 

merupakan salah satu faktor yang mendorong banyak Negara menerapkan 

program pengampunan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa 

harus menambah beban jenis pajak baru. Pengampunan pajak 

memungkinkan Negara mengambil kembali pajak yang hilang, dengan 

memasukkan penyelundup pajak ke dalam sistem administrasi perpajakan. 

Mengingat bahwa program ini sangat signifikan bagi pelaksanaan hak 

dan kewajiban perpajakan masyarakat di masa yang akan datang, maka 

perJu dilakukan pengkajian secara seksama. Pemerintah tentu tidak 

mengharapkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak 

nantinya justru menimbulkan masalah tersendiri, baik dibidang perpajakan 

5 Eko Lasmana, Sistem Perpajakan di Indonesia, (Jakarta: Prima Kampus Grafik3, 
1992), haJ.3S. 
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maupun dibidang lainnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis menuangkan 

masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "ANALISIS KEBIJAKAN 

PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK" 

B. Pokok Permasalahan 

Dalam skripsi ini, penulis akan memfokuskan diri dalam membahas 

dan menganalisa mengenai hal-hal berikut : 

1. Apakah yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan 

Pengampunan Pajak? 

2. Apakah Kebijakan Pengampunan Pajak merupakan kebijakan yang tepat 

dalam meningkatkan penerimaan pajak? 

3. Apakah kebijakan Pengampunan Pajak dapat dijadikan upaya dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak? 

c. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan dalam merumuskan 

kebijakan Pengampunan Pajak 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan Pengampunan 

Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan Pengampunan 

Pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 
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D. Signifikansi Penelitian 

Ada 2 macam manfaat penelitian yang diharapkan dapat digali pad a 

penelitian ini, antara lain : 

1. Signifikansi Akademis atau Teorities, penelitian ini dibuat untuk 

memperluas pengetahuan dan pengalaman penulis tentang kebijakan 

Pengampunan Pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

2. Signiftkansi Praktis, Penelitian diharapkan dapat memberi saran serta 

masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan terhadap perumusan 

kebijakan Pengampunan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. 

E. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah tata cara untuk dapat memahami objek yang 

dibahas. Oleh karenanya pemilihan suatu metode haruslah memperhatikan 

dan menyesuaikan objek yang bersangkutan. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini penulis 

mencoba menggambarkan secara jelas mengenai tujuan dan manfaat dari 

kebijakan Pengampunan Pajak di Indonesia terutama implikasinya terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif seperti yang 

dirumuskan oleh Norman K. Denzin: 

-'"The word qualitatives implies an emphasis on the qualities of entities 
and on processes and meaning that are not experimentally examined 
or measured (if measured at all) in terms of quantity, amount, intensity, 
or frequency. Qualitative researchers stress the socially constructed 
nature of reality, the intimate relationship between the researcher and 
what is studied and the situational constraints that shape inquiry. Such 
researcher emphasize. The value-laden nature of inquiry.6 

Dari penelitian ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran 

secara jelas mengenai rencana pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak 

di Indonesia. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan tipe penelitian dan agar tujuan dari penulisan skripsi ini 

dapat tercapai, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui cara, 

antara lain : 

a. Studi Kepustakaan; yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, 

majalah-majalah, skripsi-skripsi dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan 

dengan permasalahan skripsi. Hal ini bertujuan untuk membantu penulis 

dalam merumuskan permasalahan, serta menentukan arah dari 

penelitian, serta bagaimana menganalisnya. 

6 Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research, Sage 
Publications, Inc. International Educational and Professional Publisher, Thousand Oaks 
"London" New Delhi. 
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b. Studi Lapangan; yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi 

serta wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak yang 

berkompeten salah satunya dengan Kasub Oit Peraturan Perpajakan di 

Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kismantoro Petrus, yang juga salah 

seorang dalam tim penyusun RUU Pengampunan Pajak, untuk lebih 

memahami situasi dan kondisi serta untuk mencari kejelasan atas data-

data tertulis yang kurang dipahami. 

G. Sistematika Penulisan 

Agar dapat mencapai suatu pembahasan atas permasalahan pokok 

dengan lebih mendalam dan mudah diikuti, maka penelitian ini disusun 

dengan sistematika sebagai berikut: 

SASI PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah , 

pokok permasaJahan, tujuan peneJitian, signifikansi penelitian , 

metode penelitian dan sistematika penelitian . 

.BAS II KAJIAN LITERA TUR 

Dalam bab ini penuJis akan m 
embahas mengenai kajian literatur 

yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. 
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GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai gambaran 

umum Pengampunan Pajak serta perkembangan rancangan 

undang-undang Pengampunan Pajak. 

ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK 

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

Dalam bab ini penulis akan membahas serta menganalisis 

mengenai kebijakan Pengampunan Pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan 

berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian yang disesuaikan 

dengan permasalahan dan tujuan penelitian, serta akan 

mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat 

dipergunakan sebagai masukan yang positif dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
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KAJIAN LlTERATUR 

A. Pengertian Pajak 

Berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini, berikut paparan 

konsep dan teori mengenai pajak. 

Rochmat Soemitro, guru besar dalam Hukum Pajak pad a Universitas 

Pajajaran, Bandung, merumuskan: 

"Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan 
kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah 
berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak 
mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat 
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum,,7 

P.J.A Adriani merumuskan : 

"Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) 
yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut 
peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, 
yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 
dengan tug as negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."s 

C.F. Bastable, menyatakan bahwa pajak adalah: a compulsory 

contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the 

public powers. 9 

7 Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (8andung: 
Eresco, Cetakan ke IX, 1979), hal. 23. 

8 R. Santoso 8rotodiharjo, Op.cit, hal. 2. 

If) 

Analisis kebijakan ..., Diah Novita, FISIP UI, 2006.



17 

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: 10 

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang 

serta aturan pelaksanaannya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. 

4. Pajak diperuntukkan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai public investment. 

Untuk mengoptimalisasikan pemasukan dana ke kas negara melalui 

pajak, terdapat beberapa faktor penentu sebagai berikut : 11 

a. Falsafah Negara 

Negara yang mempunyai ideologi yang berorientasi kepada kepentingan 

kesejahteraan rakyat banyak, akan mendapat dukungan dari rakyatnya 

dalam bentuk pembayaran pajak. Negara yang demokratis akan selalu 

memberi kesempatan kepada rakyatnya untuk ikut menentukan jumlah 

pajak yang akan dipungut dalam periode tertentu. Rakyat yang secara 

sadar diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan berbagai 

kebijaksanaan negara akan ikut berpartisipasi pula dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan. Indonesia yang berideologi Pancasila menjunjung 

tinggi hak dan kewajiban warga negara, termasuk hak dan kewajiban 

9 C.F. Bastable, Public Finance (London: cetakan ke-3, 1993), hal. 263. 
10 Siti Resmi, Perpajakan: Teori & Kasus, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003), 

hal. 2. 
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untuk membayar pajak. Penempatan hak dan kewajiban perpajakan 

sedemikian rupa ini diharapkan akan menimbulkan kegotongroyongan 

nasional untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. 

b. Kejelasan Undang-undang dan peraturan perpajakan. 

Undang-undang dan peraturan perpajakan yang jelas, mudah dan 

sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda baik 

bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak, akan menimbulkan kesadaran dan 

kepatuhan perpajakan yang sekaligus akan memperlancar arus dana ke 

kas negara. 

c. Tingkat pendidikan penduduk I Wajib Pajak. 

Secara umum dapat dikatakan, bahwa makin tinggi pendidikan wajib 

pajak, maka makin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan 

perpajakan. Wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan 

terrnasuk memahami sanksi administrasi dan pidana fiskal, diharapkan 

akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi di lain pihak tidak 

semua orang yang mempunyai pendidikan tinggi mempunyai moral yang 

baik, masih banyak di antaranya yang melakukan tax evasion 

(penyeJundupan pajak). 

d. KuaJitas dan kuantitas petugas pajak. 

KuaJitas petugas pajak sang at menentukan efektivitas undang-undang 

dan peraturan perpajakan. Petugas pajak atau fiskus yang profesional 

tidak mudah percaya begitu saja atas keterangan atau pembukuan wajib 

J J Safri Nurmantu, Op. cit, haI.29-31 . 
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pajak. Fiskus yang profesional akan konsisten menggali obyek-obyek 

pajak yang menurut ketentuan perundangan harus dikenakan pajak. Oi 

samping tingkat intelegensia yang tinggi dan cerdas, fiskus juga harus 

mempunyai sifat pengabdian dan integritas serta moral yang tinggi. 

Selanjutnya kuantitas fiskus yang sesuai dengan volume pekerjaan yang 

makin meningkat, akan ikut memperlancar arus dana masuk ke kas 

negara. Kuantitas fiskus yang berlebihan akan menimbulkan kesulitan 

dalam optimalisasi penerimaan pajak. Jumlah petugas yang memadai dan 

berkualitas akan lebih berhasil apabila dilengkapi dengan peralatan yang 

cukup seperti komputer dan alat komunikasi. 

B. Asas-asas Pemungutan Pajak 

Oalam pemungutan pajak, dikenal prinsip yang dikemukakan oleh 

Adam Smith yang dinamainya The Four Maxims12 dengan uraian sebagai 

berikut: 

1. Equality 

Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing 

hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang 

dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, dibawah 

perlindungan pemerintah (asas pembagian atau asas kepentingan). 

Oalam asas equality ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan 

diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Oalam keadaan yang sarna 

12 R. Santoso Brotodiharjo, Op.cit, hal. 27. 

Analisis kebijakan ..., Diah Novita, FISIP UI, 2006.



20 

wajib pajak harus dikenakan pajak yang sarna pula. Prinsip keadilan 

merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. 

2. Certainty 

Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (certain). Dalam 

asas certainty ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang 

mengenai subjek, objek, besamya pajak, dan juga ketentuan mengenai 

waktu pembayarannya. 

3. Convenience of Payment 

Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini menetapkan bahwa pajak 

hendaknya dipungut pad a saat yang paling baik bagi para wajib pajak. 

yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang 

bersangkutan. 

4. Efficiency 

Prinsip efisiensi ini men&tapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya 

dilakukan sehemat-hematnya; jangan sekali-kaJi biaya pemungutan 

meJebihi pemasukan pajaknya. 

C. Fungsi Pajak 

Fungsi pajak daJam masyarakat suatu Negara terbagi daJam 2 jenis 

(ungsi yaitu :1 3 
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1. Fungsi Budgeter 

Pajak mempunyai fungsi budgeter artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah 

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. 

Upaya terse but ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi 

pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak 

seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain. Fungsi 

budgeter ini berlaku baik penerimaan pajak pusat dalam APBN, maupun 

untuk penerimaan pajak daerah dalam APBD. Tujuan secara budgeter 

yaitu supaya terdapat posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang 

berimbang (balanced-budget). 

2. Fungsi Regulerend 

Pad a kenyataannya, pajak bukan hanya berfungsi untuk mengisi kas 

Negara. Pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk 

mengatur (regulating/regulerend) guna mencapai tujuan-tujuan tertentu 

yang telah dtetapkan oleh pemerintah. Kebijakan pajak tersebut tidak 

terlepas dari kerangka teori fungsi-fungsi ekonomi yang harus 

dilaksanakan oleh Negara.14 

13 Imam Wahyutomo, Pajak, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1994, hal.7. 
(4 Haula Rosdiana, Pajak : Teori dan Kebijakan, Depok : Divisi Administrasi Fiskal, 

Pusat Kajian IImu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, 2004, ha1.32. 
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Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah: 15 

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) dikenakan pada saat terjadi 

transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka 

tarit pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal 

harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar masyarakat tidak 

berlomba-Iomba untuk mengkonsumsi barang mewah. 

b. Tarif progresif dikenakan atas penghasiian, dimaksudkan agar pihak 

yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi 

(membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan 

pendapatan. 

c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha 

terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga 

akhirnya dapat memeperbesar devisa Negara. 

d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri 

tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain

lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri 

tersebut karena dapat mengganggu Iingkungan atau polusi. 

e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang 

diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, 

dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. 

15 Siti Resmi, Op.cit, hal. 3. 
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f. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing 

agar menanamkan modalnya di Indonesia. 

D. Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam menetapkan jumlah pajak terutang, terdapat tiga sistem 

pemungutan pajak, antara lain sebagai berikut16 
: 

1. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besamya pajak 

yang harus dibayar. 

Contohnya : Di Indonesia yang menggunakan sistem ini adalah Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi dan Badan 

2. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang 

kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang. Ciri-ciri sistem Official Assessment: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada di 

tangan fiskus; 

b. Wajib pajak bersifat pasif; 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus. 

16 John Hutagaol, Kapita Selekta Akuntansi Pajak, Jakarta : Kharisma, 2003, ha1.132. 

: ' 
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Contohnya : Oi Indonesia yang menganut sistem ini adalah Pajak Bumi 

dan Bangunan karena besarnya pajak yang terutang dihitung dan 

ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 

(SPPD. Selain Pajak Bumi dan Bangunan, official assessment system 

juga dianut untuk PPh, PPN maupun withholding dengan ketentuan pajak 

tersebut diperiksa karena dilaksanakan dengan tidak benar. 

3. Withholding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ke tiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. 

Contohnya : Oi Indonesia yang menggunakan sistem ini adalah Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi, PPh Import, dan Pajak Pertambahan Nilai. 

E. Hukum Pajak 

Hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang 

meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan 

menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara. 

Karena itu Hukum Pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang 

mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau 

badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak 17. Hukum Pajak 

dibedakan menjadi Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal. 

17 R. Santoso Brotodiharjo, op. Cit, hal. 1. 
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E. 1. Hukum Pajak Material 

Hukum Pajak Material mengatur ketentuan-ketentuan mengenai siapa

siapa saja yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa 

saja yang dikenakan pajak dan apa-apa saja yang dikecualikan serta berapa 

besarnya pajak yang terutang. Dengan demikian, dalam Hukum Pajak 

Material diatur mengenai: 

1. Objek pajak, keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa 

hukum yang dapat dikenakan pajak (Objek Pajak). 

2. Subyek pajak · yaitu siapa saja yang bdapat dikenakan pajak atau 

diwajibkan melaksanakan kewajiban perpajakan (Subyek Pajak). 

3. 8esarnya pajak yang terutang (Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak) 

E.2. Hukum Pajak Formal 

Hukum Pajak Formal mengatur bagaimana mengimplementasikan 

hukum pajak material, karena itu dalam hukum pajak formal diatur mengenai 

prosedur (tata cara) pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi

sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Hukum Pajak Formal 

memuat bentuk dan cara-cara dalam melaksanakan hukum pajak material, 

antara lain berupa : 

1. Tata cara pendafiaran Wajib Pajak 

2. Kewajiban pembukuan, tata cara penyetoran pajak, tata cara pelaporan 

dan lain-lain. 

3. Tata cara pengisian SPT 
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4. Tata cara penetapan utang pajak, hapusnya utang pajak, cara penagihan 

utang pajak. 

5. Prosedur pengajuan keberatan pajak, dan lain-lain. 

6. Sanksi dan hak serta kewajiban Wajib Pajak maupun pihak fiskus. 

Hukum Pajak Formal (UU KUP, UU PPSP, UU PP) yang jelas dan 

tegas sangat diperlukan untuk memberikan kepastian, baik bagi wajib pajak 

maupun bagi pegawai pajak. Tanpa didukung oleh Hukum Pajak Formal yang 

jelas dan tegas, maka Hukum Pajak Material (UU PPh, UU PPN dan PPnBM, 

UU PBB, dan lain-lain) tidak bisa dilaksanakan oleh wajib pajak dan fiskus 

tidak bisa melakukan pengawasan atau law enforcement. 18 

F. Kepatuhan OaJam Perpajakan 

adalah 

Pengertian Kepatuhan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

"Kepatuhan adalah sifat patuh dan taat. Patuh artinya suka 
me~urut perintah dan sebagainya maupun taat pada aturan atau 
penntah serta berdisplin. "19 

sedangkan menurut David G. Myers seorang pakar dalam bidang Psikologi 

Sosial menyatakan : 

"C::0mplian?e is publicly acting in accord with social pressure while 
pnvately dlsagreeing"20 

18 Haula Rosdiana, Op.Cit, hal,62 

19 Departemen Pendidikan dan Kebud R . 
Bahasa Indonesia, Jakarta ; Balai Pustaka, 19;~~~~' 7j;~bhk Indonesia, Kamus Besar 
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Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan merupakan 

suatu kesepakatan tindakan dalam masyarakat yang dilakukan karena 

adanya faktor-faktor luar yang mendorong, walaupun secara pribadi belum 

tentu setiap orang setuju. Dan kepatuhan juga identik dengan kedisiplinan 

yang biasanya timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukum apabila 

ia tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam 

kepatuhan terdapat unsur dorongan dari luar dirinya. Ini berbeda dengan 

kesadaran dimana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tidakan justru 

dari diri pribadinya. 

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Safri Nurmantu ada dua macam 

kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.21 

F. 1. Kepatuhan Format 

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan 

dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai 

dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. 

F. 2. Kepatuhan Material 

Selanjutnya yang dimaksud dengan kepatuhan materil adalah suatu 

keadaan dimana Wajib Pajak secara subtantif atau hakekat memenuhi 

20 David G Myers, Social Psychology, Michigan : Mc. Graw - Hill Book Co - Hope 
College, 1998, hal 236. 

21 Safri Nurmantu, Op.Cit, ha1.148. 
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semua ketentuan material perpajakan. yakni sesuai dengan isi dan jiwa 

undang-undang perpajakan. 

G. Sistem Perpajakan 

Sistem Perpajakan mempunyai 3 sub sistem yang saling berkaitan dan 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiga sub sistem tersebut adalah 

Kebijakan Pajak (Tax Policies). Undang-undang Pajak (Tax Laws), dan 

Administrasi Pajak (Tax Administrastion). 

G.1. Kebijakan Pajak (Tax Policies) 

Kebijakan Pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit. 

Kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi 

produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan 

instrument pemungutan pajak dan pengeluaran belanja Negara.22 

Sementara itu, pengertian kebij~kan fiskal dalam arti sempit adalah 

kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan 

sebagai tax base, siapa-siapa yang djkenakan pajak, siapa-siapa yang 

dikecualikan, apa-apa yang akan dijadikan sebagai objek pajak , apa-apa 

saja yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang 

terutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak 

terutang.23 

22 R. Mansury, Kebijakan Fiskal (Jakarta: YP4, 1999), hal. 1. 
23 HauJa Rosdiana, 0p.Cit, hal.93 
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G.2. Undang-Undang Pajak (Tax Laws) 

Mansury mendefinisikan Hukum pajak merupakan keseluruhan 

peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan 

seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas 

Negara.24 Oleh karena itu, hukum pajak merupakan bag ian dari hukum 

publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dengan 

orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar 

pajak.25 

G.3. Administrasi Pajak (Tax Administrastion) 

Administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, sistem dan 

organisasi atau kelembagaan. Sebagai suatu sistem, kualitas dan kuantitas 

sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolak ukur kinerja 

administrasi pajak. Administrasi perpajakan memegang peranan yang sangat 

penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat laws enforcement, 

tetapi lebih penting dari itu, sebagai service point yang memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan. 

Pelayanan seharusnya tidak boleh lagi dilakukan "ala kadar"nya 

karena akan membentuk citra yang kurang baik yang pada akhirnya akan 

merugikan pemerintah jika image tersebut ternyata membentuk sifat 

'taxphobia,?6 Sedangkan dalam arti sempitnya administrasi pajak adalah 

24 R. Mansury, Op.Cft, hal. 1. 
25 R. Santoso Brotodiha~o, Op. Cit, hal. 1. 
26 Haula Rosdiana. Op.cit. hal.64 
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sebagai aktifitas ketatausahaan untuk memenuhi ketentuan formal 

perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. 

Administrasi perpajakan itu sendiri mempunyai tiga pengertian yaitu :27 

1. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung 

jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak. Oi Indonesia, organisasi 

atau badan yang menyelenggarakan pemungutan pajak negara berada di 

bawah Oepartemen Keuangan, yaitu Oirektorat Jenderal Pajak, dan 

Oirektorat Jenderal Bea dan Cukai serta Oirektorat Jenderal Lembaga 

Keuangan (khusus pajak atas minyak dan gas bumi). 

2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada 

instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan 

pemungutan pajak. 

3. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau 

badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai 

sasaran yang telah digariskan dalam kebijaksanaan perpajakan. 

berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang 

perpajakan dengan efisien. 

H. Perlawanan terhadap Pajak 

Mengenai kecenderungan orang untuk menolak pajak dan menolak 

untuk membayar pajak tidak bisa lepas dari sejarah. Pada masa kolonial 

pemerintahan Hindia Belanda citra perpajakan sangat negatif di mata 

27 R. Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan, Jakarta : INO-HILL Co, 1996, ha1.23. 
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masyarakat. Masyarakat banyak yang menganggap pajak sebagai tindak 

pemerasan dan pencurian. Citra perpajakan warisan kolonial yang negatif itu 

tidak mudah dihapuskan begitu kemerdekaan diraih. Bahkan sampai 

sekarang dimana pemerintah telah melakukan serangkaian pembaruan 

sistem perpajakan nasional, ternyata tidak diimbangi dengan dengan 

meningkatnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan.28 

Dalam bukunya, Rochmat Soemitro berpendapat : 

·Pada umumnya orang segan membayar pajak, karena pajak 
tidak memberi imbalan secara langsung seperti jual beli, tukar 
menukar, dan sebagainya yang nyata bahwa dari uang yang 
dikeluarkan akan diperoleh sesuatu".29 

R. Santoso Brotodihardjo mengemukakan bahwa : 

"Lepas dari kesadaran kewargaan dan solidaritas nasional, 
lepas pula dari pengertiannya tentang kewajibannya terhadap 
negara, pada sebagian terbesar di antara rakyat tidak akan 
pernah meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian 
rupa, sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Bahkan bila 
ada sedikit kemungkinan saja, maka pada umumnya mereka 
cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak." 30 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penolakan 

terhadap pajak dapat te~adi karena: 

1. Pajak dianggap s~bagai beban, yaitu pengeluaran yang tidak ada 

imbalannya secara langsung serta; 

26 Abdul Asri Harahap, Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi
Politik (Jakarta: Integrita Dinamika Press. 2004). hal. 11-13. 

29 Rochmat Soemitro. Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum (Bandung: Eresco. 1998). hal. 
89. 

30 R. Santoso Brotodihardjo, Op. Cit. , hal. 13. 
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2. Tidak adanya kesadaran akan kewajiban membayar pajak dari 

masyarakat (khususnya Pengusaha Kena Pajak) karena moral yang 

kurang mendukung. 

Jika ditinjau lebih jauh lagi, maka sebab yang pertama berhubungan 

dengan kurangnya pengertian tentang pajak dan manfaat pajak bagi warga 

negara dan Negara. Manfaat yang bisa kita dapat misalnya rasa aman. 

dengan uang pajak yang kita bayarkan dipergunakan Negara untuk 

menciptakan keamanan. Sedangkan sebab yang kedua berhubungan 

dengan kesadaran untuk membayar pajak yang lebih banyak berkaitan 

dengan moral dari masyarakat sebagai tanggung jawab sosial. 

Untuk sebab yang kedua tersebut, meskipun mereka cukup 

mengetahui kewajiban membayar pajak, tetapi mereka cenderung untuk tidak 

membayar pajak karena lemahnya kesadaran moral tersebut (moral yang 

tidak baik). Hal ini berkaitan dengan rasa nasionalisme sebagai warga 

Negara Indonesia yang mempunyai tanggung jawab moral. Selain itu juga 

sense of belonging terhadap Negara. 

OaJam buku Manajemen Pajak disebutkan bahwa pada dasarnya tidak 

seorangpun yang senang membayar pajak dan potensi untuk bertahan 

terhadap pembayaran pajak agaknya sudah melekat pada diri Wajib Pajak 

sesuai asumsi Leon Yudkin yang mengatakan: 

1. 

2. 

Bahwa WP selaJu berusaha untuk membayar pajak yang 
terhutang sekeciJ mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan 
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; 
Beb~rapa w.p cenderung untuk menyelundupkan pajak (tax 
evasIOn) yaltu usaha penghindaran pajak yang terutang 
secara ilegaJ, sepanjang WP tersebut mempunyai alasan 
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Perlawanan terhadap pajak berarti ketidakpatuhan atau penyimpangan 

terhadap undang-undang atau peraturan perpajakan (hukum di bidang 

perpajakan). Perlawanan terhadap pajak dibedakan menjadi dua bentuk, 

yaitu: 32 

1. Perlawanan Pasif 

Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar 

pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur 

ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral 

penduduk, dan dengan teknik pemUi igutan pajak itu sendiri. 

Dengan demikian, maka pajak atas pendapatan yang biasanya 

telah berintegrasi dalam suatu sistem ekonomi dengan sifatnya yang 

industrial, pada hakekatnya tidak mungkin diadakan perkiraan 

pendapatan secara teliti, antara lain karena para petani kebanyakan 

tidak mempunyai tata pembukuan. Oleh karena itu, di banyak Negara, 

keuntungan-keuntungan para petani yang dapat dikenakan pajak 

ditentukan dengan perkiraan jumlah bulat atas dasar pendapatan nilai 

sewa, ataupun atas dasar luasnya tanah yang dikerjakan (seperti halnya 

dengan Ipeda/lreda di Indonesia). 

31 Moh. Zain, Manajemen Pajak (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal. 43. 
32 R. Santoso Brotodihardjo, Op. Cit., hal. 13. 
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Perlawanan pasif juga terdapat apabila sistem kontrol tida 

dilakukan dengan efektif atau bahkan tidak dapat diadakan. Cara hidu 

penduduk juga memegang peranan penting. Kekurangan gairah kerja _ 

tapi juga keinginan menabung dimasyarakat. misalnya. akan menamba 

mahalnya biaya suatu tagihan terhadap pajak langsung karena pad 

waktu jatuh tempo untuk membayar. para wajib pajak tidak menguasa 

utang yang diperlukan sehingga harus diambil tindakan untuk menjami 

berhasilnya pemungutannya (demikian itu bilamana ada benda-bend a 

yang dapat disita). 

Akhimya apabila masyarakat tidak mendapatkan penerangan yang 

mencukupi. maka jenis pajak yang memerlukan banyak formalitas dan 

surat-menyurat. seyogianya ditiadakan saja karena tentu tidak akan 

berhasil. 

2. Perlawanan Aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan. yang 

secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk 

menghindari pajak. Cara-cara perlawanan aktif ini diantaranya adalah33
: 

a. Menghindari diri dari kemungkinan untuk dikenakan pajak yaitu 

dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat memberikan alasan 

untuk dikenakan pajak; 

b. Menyelundupkan pajak. yaitu dengan melakukan perbuatan yang 

bertujuan untuk melanggar undang-undang atau ketentuan yang 

33 Ibid. hal. 14-20. 
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ada di bidang perpajakan dengan maksud melepaskan sebagian 

atau seluruh kewajiban perpajakannya dengan cara mengajukan 

suatu pernyataan yang tidak benar, atau memberikan data-data 

yang tidak benar berupa keterangan palsu dalam dokumen. 

Penyelundupan pajak biasanya terjadi pada pajak-pajak yang 

untuk menentukan besarnya, Wajib Pajak harus bekerja sendiri 

dengan menggunakan pemberitahuan dan dokumen-dokumen lain. 

Penyimpangan penggunaan faktur pajak berupa "adanya indikasi 

faktur pajak fiktif termasuk dalam kategori perbuatan yang 

dilakukan Wajib Pajak untuk menyelundupkan pajak. 

c. Melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah 

ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang 

harus dipenuhi olehnya. Cara yang digunakan adalah usaha 

menggagalkan pemungutan pajak dengan menghalang-halangi 

penyitaan dengan cara melenyapkan barang-barang yang 

sekiranya akan dapat disita oleh Fiskus. 

I. Pengampunan Pajak 

Pengampunan pajak atau yang lebih sering disebut tax amnesty 

berasal dari dua kata, yaitu pengampunan (amnesty) dan pajak (tax). Sesuai 

unsur katanya pengampunan (amnesty) berarti pemaafan atas segala 

kesalahan dalam membayar pajak yang terlanjur dilakukan oleh wajib pajak, 
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baik orang pribadi, badan maupun bentuk usaha tetap (BUT). Bila di masa 

lalu ada kekurangan dalam membayar pajak, maka inilah yang akan 

diampuni yang meliputi PPh, PPN serta pajak-pajak lainnya. 

Menurut Susan M. Lyons dalam bukunya yang be~udul Intemational 

Tax Glossary, yang dimaksud dengan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) 

adalah: 

·Special provIsions offered to tax payers at a time when the 
government is endeavoring to stop tax evasion and / or raise additional 
revenue. Amnesty is usually offered to give taxpayers the opportunity 
to pay previously unpaid taxes, usually on the basis that they will be 
guaranteed freedom from penalties and prosecution. Amnesty may be 
granted for basically any kind of tax. »34 

Menurut Nuryadi, pengertian Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut : 

• Pengampunan Pajak adalah memberikan kesempatan bagi Wajib 
Pajak, baik yang sudah terdaftar maupun belum untuk membayar 
pajak yang sebelumnya tidak dibayar, biasanya pada tarit yang lebih 
murah , dan tidak ada penalti atau sanksi, tidak ada kaitannya dengan 
sanksi pidana, termasuk sanksi pidana perpajakan. Biasanya 
pengampunan pajak dapat menyangkut bermacam-macam pajak yang 
tidak hanya pajak penghasilan saja. Dengan tujuan utama untuk 
meningkatkan kepatuhan pajak, kebijakan ini lebih meJihat ke masa 
depan, artinya masa lalu yang ge/ap diampuni, dan per/u diingat juga, 
bahwa yang diampuni ada/ah kesa/ahan Wajib Pajak, bukan 
kesa/ahan DJP. Jadi, tidak benar jika dinyatakan tunggakan pajak 
akan diampuni, pemyataan itu bukan pengertian pengampunan pajak 
yang dimaksud da/am perpajakan. »35 

Disadari bahwa untuk melaksanakan sistem perpajakan baru dengan 

baik diperlukan adanya pangkal tolak yang bersih berdasarkan kejujuran dan 

34 Susan M. lyons, Intemational Tax Glossary, The Intemational Bureau of Fiscal 
Documentation, 1992, hal.11 

35 Nuryadi, Pengampunan Pajak Memang Tidak Selalu Sejalan dengan Keadilan. 
Jumal Perpajakan Indonesia, Indonesia. 2001, hal.40 
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keterbukaan dari masyarakat. Dengan sistem perpajakan yang baru, 

pemerintah mengharapkan peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Pemberian Pengampunan 

Pajak yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak pada hakekatnya adalah 

pelaksanaan uang pembasuh batin. Wajib pajak yang melapor untuk 

mendapatkan pengampunan pajak, dibebaskan dari pengusutan fiskal dan 

laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak akan 

dijadikan dasear penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun 

terhadap wajib pajak. 

Menurut Leon Yudkin dalam bukunya yang be~udul A Legal Structure 

For Effective Income Tax Administration: 

u . .. if a taxpayer comes forward within a certain number of days and 
makes a complete disclosure of his liability, he can escape a penalty 
and sometimes even interest. Such action is taken in the belief that, as 
a result of publicity about the new administrative enforcement program, 
taxpayers will be tom between the fear of just retribution and the 
enormous liability they have accumulated for past misdeeds. If the 
liability could be reduced to reasonable proportions, the government 
reasons, taxpayers would be happy to come forward and cleans 
themselves of their sins. n36 

Dengan pengampunan pajak, pemerintah memberikan kesempatan kepada 

masyarakat luas Wajib Pajak, baik yang sudah terdaftar maupun belum, 

untuk mengajukan pengampunan pajak atas pajak-pajak yang pad a tahun-

tahun sebelumnya belum disetor dan dilaporkan dengan benar atau belum 

36 Leon Yudkin, Tax Technique Handbook: A Legal Structure For Effective Income 
Administration, Cambridge: International Tax Program, 1971 , hal.1S. 
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sepenuhnya disetor atau dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perpajakan yang berlaku. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK 

A. Latar belakang diusulkannya kebijakan Pengampunan Pajak 

Reformasi perpajakan telah dimulai sejak tahun 1983, melalui 

reformasi perpajakan, pembangunan nasional mulai berkembang. Hal ini 

dapat dilihat dari pembangunan ekonomi yang telah dilakukan selama ini. 

Seiring dengan pembangunan ekonomi tersebut, ternyata sektor perpajakan 

merupakan sektor utama dalam pembiayaan pembangunan yang diatur 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. 

Walaupun sektor perpajakan menjadi tulang punggung pembangunan 

ekonomi selama ini, hal ini tidak didukung dengan tax ratio yang masih 

sangat rendah yaitu sekitar 13,2% bila dibandingkan dengan tax ratio negara

negara ASEAN, yang tax ratio-nya rata-rata sekitar 15-20%37. Rendahnya tax 

ratio di Indonesia bisa terjadi karena belum dipahaminya peraturan 

perpajakan yang sudah ada selama ini, selain itu juga bisa terjadi karena 

adanya sikap Wajib Pajak yang tidak memberitahukan jumlah kekayaannya 

dan jumlah penghasilannya setiap tahunnya, yang mana harus diJaporkan 

dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT). 

Perundang-undangan pajak di Indonesia menganut self-assessment 

system, dimana kepercayaan diberikan pada masyarakat wajib pajak untuk 

37 http://www.balipost.co.idlbalipostcetakl2005/5/16/e4.htm 
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melaksanakan kewajiban pajaknya sendiri. seperti sistem menghitung. 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. sehingga 

melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan 

dengan rapi, ter1<endali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota 

masyarakat wajib pajak. Selain itu juga memudahkan pengawasan dan 

pembinaan oleh aparat pajak. 

Sebagaimana pendapat Rochmat Soemitro bahwa keberhasilan 

pemungutan pajak sangat tergantung pada 3 faktor: 

... .. Secara garis besar keberhasilan pemungutan pajak sangat 
tergantung pada 3 faktor utama. yaitu: 
1. Undang-undang itu sendiri; 
2. Aparatur perpajakan; dan 
3. Masyarakat wajib pajak."38 

Tetapi apabi/a kita lihat implementasinya di lapangan. Self Assessment 

system belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hambatan-hambatan yang 

mengakibatkan Self Assessment system tidak berjalan sebagaimana 

mestinya. antara lain39 
: 

1. Perbedaan tingkat kesadaran hukum dan tingkat pengetahuan 

masyarakat dalam memenuhi ketentuan perpajakan. 

Dalam menjalankan self assessment system dengan baik. dibutuhkan 

masyarakat wajib pajak yang memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi 

untuk membayar pajak. Dalam mewujudkan masyarakat yang sadar dan 

peduli pajak diperlukan proses yang benar karena kondisi tersebut tidak saja 

38 Rochmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan (Bandung-Jakarta: Eresco, 1984), 
hal. 22. 
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datang dengan tiba-tiba. Proses masyarakat menjadi sadar dan peduli diawali 

dengan memberi pengetahuan agar masyarakat tahu apakah pajak itu dan 

kemudian dijadikan suatu kebiasaan untuk membayar pajak. Agar 

masyarakat tahu dibutuhkan sosialisasi dari aparat pajak mengenai sistem 

perpajakan dan sistem administrasi perpajakan yang sudah ada. Dengan 

demikian masyarakat akan mengetahui apa yang telah menjadi hak dan 

kewajibannya, bagaimana melaksanakannya, apa yang boleh, apa yang tidak 

boleh dan sebagainya. Sehingga masyarakat tahu bagaimana membayar 

pajak yang benar. 

2. Sengaja tidaklkurang mematuhi ketentuan dengan berbagai alasan yang 

pad a akhirnya bermuara pada rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 

Masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban 

perpajakannya, yaitu menghitung dan melaporkan pajak terutangnya secara 

tidak benar. Kesalahan wajib pajak dalam mer.ghitung jumlah pajak yang 

terutang dapat disebabkan karena unsur ketidaksengajaan maupun 

kesengajaan dari wajib pajak tersebut dalam memenuhi administrasi 

pajaknya. 

Salah satu yang termasuk dalam administrasi wajib pajak adalah 

mengenai pembukuan dan pencatatan. Pembukuan atau pencatatan yang 

dilakukan wajib pajak seharusnya memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan 

pembukuan atau pencatatan yang baik yang sesuai dengan pasal 28 

39 Pernak-pernik Pengampunan Pajak Saatnya Bertobat, Majalah Indonesian Tax 
Review Volume IVedisi 42 Tahun 2005. hal 5 
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Undang-undang perpajakan No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umurn 

dan Tata cara Perpajakan yaitu diantaranya :40 

a. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan 

keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 

b. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur 

tentang: 

• Keadaan kas dan bank; 

• Daftar utang piutang; 

• Daftar persediaan barang; 

, 

• Pad a setiap akhir Tahun Pajak membuat neraca dan perhitungan laba 

rugi. 

c. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan : 

• Huruf Latin; 

• Angka Arab; 

• Satuan mata uang rupiah; 

• Disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa aSing yang 

diizinkan oleh Menteri Keuangan. 

d. Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta 

dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan 

be bas wajib pajak harus disimpan seJama sepuluh tahun. 

Pada kenyataannya masih banyak terdapat administrasi wajib pajak 

yang tidak memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan atau 

40 Erly Suandy, Hukum Pajak, Jakarta : Salemba Empat, 2002, ha1.220. 
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pencatatan tersebut. Hal ini disebabkan 8umber Oaya Manusia (80M) yang 

mengelola administrasi tersebut tidak mempunyai pengetahuan yang cukup 

mengenai administrasi yang baik dan benar. 8elain dibutuhkan pengetahuan 

yang baik mengenai administrasi, hal lainnya yang juga dibutuhkan adalah 

kecermatan dan ketelitian dalam mengelola administrasi yang baik misalnya 

dalam hal penyimpanan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk 

pemeriksaan. 

Wajib pajak yang mempunyai administrasi yang tidak atau kurang 

memadai akan menimbulkan kekeliruan atau kesalahan yang tidak disengaja 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika dari awal pembukuan yang 

dilakukan wajib pajak tidak benar maka otomatis saat menghitung pajak 

terutang akan terjadi kekeliruan atau kesalahan, sehingga pajak yang 

terutang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu 

dengan kebijakan pengampunan pajak ini diharapkan dapat menjadi titik tolak 

yang baik mengenai administrasi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. 

Wajib pajak yang sebelumnya melakukan kesalahan dalam pengelolaan 

administrasi perpajakannya setelah mendapatkan pengampunan diharapkan 

akan memulainya dari awal lagi dengan cara yang benar. 

3. Hambatan dari sisi data yang diperlukan aparat pajak untuk 

melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan. Hambatan untuk 

memperoleh data ini bersifat yuridis, prosedural dan lain-lain. 

Oalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan aparat 

pajak mengalami hambatan untuk mengakses data dan informasi yang 

• 
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diperlukan untuk dijadikan second opinion terhadap SPT yang disampaikan 

oleh wajib pajak sehingga sistem self assessment akan menjadi balance. 

4. 8anyaknya peraturan pajak yang tidak atau kurang jelas dan juga sering 

beruba-ubah, sehingga tingkat kepastian hukumnya menjadi rendah. 

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih banyak wajib 

pajak yang melakukan tax avoidance atau tax evasion dengan tujuan untuk 

menghindari pajak. Wajib pajak dapat memanipulasi penghasilan secara 

legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. 

5. Masih adanya aparat pajak yang kurang memiliki kualifikasi yang 

memadai untuk menjalankan sistem perpajakan dan sistem administrasi 

perpajakan yang baik. 

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya kadang kala sebagian 

wajib pajak merasa putus asa, meskipun wajib pajak telah melakukan 

kewajiban perpajakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan Undang

undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun seringkali dalam 

pemeriksaan wajib pajak dianggap bersalah, hal ini menimbulkan kurangnya 

kepercayaan terhadap fiskus walaupun Mungkin hal itu hanya ulah yang 

dibuat dari sebagian oknum aparat pajak. Karena sistem perpajakan yang 

baik itu, juga tergantung dari fiskus sebagai pihak yang mengawasi dan 

melaksanakan Undang-undang perpajakan. 

Semua hambatan tersebut sangat berhubungan dengan sistem 

perpajakan, masyarakat wajib pajak dan aparatnya. Ketiganya saling terkait 
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dan harus dikelola dengan baik oleh otoritas perpajakan. Sehingga ketiga 

komponen tersebut dapat berdiri tegak dan berfungsi dengan baik. 

Oengan adanya kondisi tersebut pemerintah menginginkan adanya 

sistem perpajakan yang lebih baik di Indonesia. Oisadari bahwa untuk 

melaksanakan sistem perpajakan baru dengan baik diperlukannya adanya 

pangkal tolak yang bersih berdasarkan kejujuran dan keterbukaan dari 

masyarakat, maka pemerintah mencoba untuk mengusulkan pelaksanaan 

program Pengampunan pajak yang peraturannya nanti akan ditentukan 

dalam undang-undang. 

Kebijakan Pengampunan Pajak menimbulkan pro dan kontra di 

kalangan masyarakat. Oi satu sisi kebijakan pengampunan pajak ini dinilai 

akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh, yang 

selama ini melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dari sisi pemerintah, 

kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

B. Perkembangan rancangan Undang-undang Kebijakan Pengampunan 

Pajak 

B.1 . Undang-undang Pengampunan Pajak Tahun 1984 

Pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak 

pada tahun 1984 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 

• 
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tahun 1984. Berdasarkan pemutihan pajak tahun 1984 tersebut kebijakan ilLJ 

tidak efektif dalam meningkatkan jumlah wajib pajak.
41 

Berikut ini adalah kebijakan Pengampunan pajak yang tertuang dalam 

Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1984 : 

1. Subjek Pengampunan Pajak 

Wajib pajak orang pribadi atau badan usaha dengan nama dan dalam 

bentuk apapun baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun 

yang belum pernah mendaftarkan diri pada Kantor Inspeksi Pajak diberi 

kesempatan untuk mendapatkan pengampunan pajak. 

2. Objek Pengampunan Pajak 

Yang dapat dimintakan pengampunan adalah pajak-pajak yang belum 

pemah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. 

Uraian diatas mengandung arti bahwa meskipun ketetapan pajak telah 

rampung, namun apabila perampungan pajak itu didasarkan pada Sural 

Pemberitahuan atau informasi yang tidak sepenuhnya benar, wajib pajak 

masih diberikan kesempatan untuk mengajukan pengampunan terhadap 

jumlah pajak yang belum sepenuhnya dikenakan itu. 

Pajak-pajak yang telah dikeluarkan ketetapan rampungnya namun belum 

atau belum sepenuhnya dibayar tetap harus dilunasi oleh wajib pajak. 

Pajak-pajak yang dapat dimintakan pengampunan meliputi: 

41 Harian Bisnis Indonesia, Mengkaji Pengampunan Pajak, Tanggal29 Januari 2001 
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a. P~jak Pendapatan atas pendapatan yang diperoleh dalam tahun pajak 

1983 dan sebelumnya; 

b. Pajak Kekayaan atas kekayaan yang dimiliki pada tanggal 1 Januari 

1984 dan sebelumnya; 

c. Pajak Perseroan atas laba yang diperoleh dalam tahun pajak 1983 

dan sebelumnya; 

d. Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti yang terutang atas Bunga, 

Dividen dan Royalti yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan 

sampai dengan tanggal 31 Desember 1983. 

e. MPO Wapu yang terutang dalam tahun 1983 dan sebelumnya. 

f. Pajak Pendapatan Buruh (PPd 17a) yang terutang dalam tahun pajak 

1983 dan sebelumnya. 

g. Pajak Penjualan yang terutang dalam tahun 1983 dan sebelumya 

3. Persyaratan mengajukan Pengampunan Pajak 

3.1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang meminta pengampunan, 

persyaratan yang harus dipenuhi adalah: 

a. Mendaftarkan diri pada Kantor Inspeksi Pajak, bagi yang belum 

mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

b. Menyampaikan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak; 

c. Menyampaikan Daftar Kekayaan per 1 Januari 1984 yang 

benar; 
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d. Menyampaikan Neraca per 1 Januari 1984 yang benar, bagi 

wajib pajak yang selain mempunyai kekayaan pribadi juga 

mempunyai usaha yang diselenggarakan dengan pembukuan; 

e. Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun 1984 

dan Pajak Kekayaan tahun 1985 dengan benar, serta pajak

pajak lainnya yang terhutang; 

f. Mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan mengenai segala 

jenis pajak untuk dan pada tahun-tahun 1985, 1986 dan 1987. 

3.2. Bagi Wajib Pajak Badan 

Bagi Wajib Pajak Badan yang meminta pengampunan, persyaratan yang 

harus dipenuhi adalah: 

a. Mendaftarkan diri pad a Kantor Inspeksi Pajak, bagi yang belurn 

mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

b. Menyampaikan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak; 

c. Menyampaikan Neraca per 1 Januari 1984 yang benar; 

d. Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun 1984 

dengan benar dan pajak-pajak lainnya yang terutang; 

e. Mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan mengenai segala 

jenis pajak untuk dan pad a tahun-tahun 1985, 1986 dan 1987. 

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 

1984, dalam hal wajib pajak yang tidak dapat memenuhi persyaratan 

seperti yang tercantum diatas, maka pengampunan pajaknya dengan 

sendirinya gugur. 
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4. Tarif uang Tebusan 

a. 1 % dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung 

jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang 

pada tanggal ditetapkannya Keppres Nomor 26 tahun 1984 (18 April 

1984) telah memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak 

Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 

1984. 

b. 10 % dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung 

jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang 

pada tanggal ditetapkannya Keppres Nomor 26 tahun 1984 (18 April 

1984) belum memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak 

Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 

1984. 

5. Dasar Pengampunan 

Jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak 

yang dimintakan pengampunan adalah Selisih jumlah kekayaan bersih 

berdasarkan Keppres Nomor 26 tahun 1984 dengan nilai kekayaan bersih 

menurut surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 

1983 dan pajak Kekayaan tahun 1984. 

6. Fasilitas 

a. Dibebaskan dari pengusutan fiskal 
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b. Laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak 

dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk 

apapun terhadap wajib pajak. 

7. Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Pengampunan Pajak 

7.1 . Tata cara memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Bilamana Orang Pribadi atau Badan akan mengajukan pengampunan 

Pajak, tetapi belum mempunyai NPWP, tindakan pertama kali yang harus 

dilakukan adalah mendaftarkan diri terlebih dahulu pada Kantor Inspeksi 

Pajak. Untuk Orang Pribadi, mintalah formulir pendaftaran NPWP bentuk 

KP.U.1 beserta petunjuk pengisiannya, sedangkan untuk pendaftaran wajib 

pajak badan harus diisi bentuk KP.U.2. IsHah secara lengkap formulir 

pendaftaran yang diterima dan serahkan kembali formulir tersebut kepada 

petugas yang ditentukan. 

7.2. Tata cara memperoJeh dan mengisi formuJir pengampunan pajak. 

FormuJir pengampunan pajak dapat diperoJeh secara cuma-cuma pada 

Kantor Inspeksi Pajak atau Kantor Dinas Luar di seluruh Indonesia. 

7.2.1. Jenis formulir pengampunan pajak yang diperlukan adaJah: 

a. Surat Pernyataan Pengampunan Pajak 

b. Daftar kekayaan per 1 Januari 1984 

c. Neraca per 1 Januari 1984 

d. Surat Setoran Uang Tebusan 

e. Surat Pengantar Lampiran 
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7.2.2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian formulir 

pengampunan: 

a. Sebelum mengisi formulir pengampunan pajak, renungkan terlebih 

dahulu jenis pajak dan tahun pajak yang akan dimintakan 

pengampunan. Apabila telah diperoleh keputusan dan kesimpulan 

tentang jenis pajak yang akan dimintakan pengampunan, susunlah 

perincian harta dan utang yang akan dicantumkan dalam Daftar 

Kekayaan/Neraca per 1 Januari 1984, penyusunan Neraca dapat 

dilakukann sendiri atau dengan bantuan seorang ahli pembukuan atau 

Akuntan Publik. 

b. Surat Pernyataan Pengampunan Pajak dapat disampaikan terlebih 

dahulu kepada Kepala Inspeksi Pajak, tanpa menunggu selesainya 

penyusuna Daftar kekayaan dan atau Neraca serta pelunasan uang 

tebusan. Perlu diperhatikan bahwa Surat Pernyataan Pengampunan 

Pajak harus menyebut jenis-jenis pajak yang dimintakan 

pengampunannya. Sesuai ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri 

Keuangan RI No. 345/KMK.04/1984, tahun pajak yang dimintakan 

pengampunan harus memuat tahun 1983 atau tahun-tahun pajak 

berurutan sampai dengan tahun 1983. 

c. Dalam hal lampiran Surat Pernyataan Pengampunan Pajak tidak 

dikirim dengan sekaligus kepada Kantor Inspeksi Pajak, maka 

lampiran tersebut dapat diusulkan kemudian, selambat-Iambatnya 

tanggal 31 Desember 1984. Lampiran dapat disampaikan secara 
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langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat. Untuk kepentingan wajib 

pajak disarankan agar penyampaian Surat pernyataan dan atau 

lampirannya dilakukan secara langsung, yakni untuk menghindarkan 

hilangnya dokumen yang bersangkutan. 

7.3. Tata cara menghitung kekayaan yang dimintakan Pengampunan Pajak. 

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 

345/KMK.04/1984 tentang Pelaksanaan Pengampunan Pajak, kekayaan 

yang dicantumkan dalam Daftar Kekayaan pribadi atau Neraca per 1 Januari 

1984 harus mencerminkan kebenaran, baik jumlah fisik maupun besarnya 

nilai. 

Dengan demikian, yang dicantumkan dalam Daftar Kekayaan dan atau 

Neraca per 1 Januari 1984, tidak saja meJiputi kekayaan yang telah 

dilaporkan dalam SPT, tetapi termasuk pula kekayaan yang belum atau 

belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT. 

7.3.1 . Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang ingin mengajukan pengampunan, 

sebelum mengisi Daftar Kekayaan supaya memperhatikan hal-hal tersebut 

dibawah ini: 

1. pelajari terlebih dahulu formulir yang bersangkutan beserta petunjuk 

pengisiannya. Dalam formulir tersebut ada dua lajur mengenai nilai 

kekayaan yang harus diisi, yakni: 

a. Nilai Kekayaan SPT Pajak Kekayaan 1984 

Untuk Wajib Pajak yang telah mengisi SPT Pajak Kekayaan (PKk) 

1984, nilai kekayaan sebagaimana tercantum dalam SPT secara 
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langsung dapat dipindahkan ke lajur yang bersangkutan. Bagi mereka 

yang belum pernah mengisi SPT PKk 1984, lajur SPT PKk 1984 diisi 

dengan NIHIL. 

b. Nilai Kekayaan Keppres No.26 Tahun 1984 

Untuk mengisi nilai kekayaan menurut Keppres No.26 Tahun 1984, 

susunlah terlebih dahulu perincian dari masing-masing bagian 

kekayaan. Setelah perincian diisi secara lengkap barulah jumlah 

nilainya dipindahkan ke lajur yang bersangkutan dalam Daftar 

Kekayaan menurut Keppres No. 26. 

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang selain memiliki kekayaan pribadi 

juga memiliki usaha yang menyelenggarakan pembukuan, selain perlu 

memperhatikan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, terlebiih dahulu 

harus menyusun Neraca per 1 Januari 1984. 

Pad a waktu menyusun Neraca supaya diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. pelajari secara cermat terlebih dahulu bentuk neraca yang disyaratkan 

beserta penuntun pengisiannya. Pada dasarnya susunan perkiraan 

dalam neraca diserahkan kepada Wajib Pajak sendiri, asalkan sesuai 

dengan sistem pembukuan yang dianut dan sesuai pula dengan 

neraca yang dilampirkan pada SPT Pajak Pendapatan tahun 1983. 

b. Nilai aktiva dan pasiva dalam Neraca didasarkan. pada nilai perolehan. 

Selisih antara nilai harta dan hutang, dipindahkan dalam Daftar 
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Kekayaan pada nomor kode 1: "Modal dalam Perusahaan atau 

peke~aan bebas". 

3. Bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, 

berlaku ketentuan penilaian sebagai berikut: 

a. Nilai kekayaan barang tak bergerak berdasarkan Keppres No. 26 tahun 

1984, dihitung dengan mengalikan harga perolehan barang tak gerak 

tersebut dengan faktor penyesuaian. Selanjutnya dipersilahkan 

meneliti lebih lanjut petunjuk pengisian Daftar Kekayaan. 

b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai rumah tinggal 

(termasuk tanahnya), setelah melakukan penilaian berdasarkan 

penghitungan menurut faktor penyesuaian, untuk satu atau salah satu 

rumah tinggal (termasuk tanahnya) yang dimiliki, diperkenankan 

melakukan penghitungan nilai kekayaan secara khusus berdasarkan 

ketentuan seperti dibawah ini: 

Rp. 10.000.000,- pertama dinilai 10%, 

Rp. 10.000.000,- berikutnya dinilai 20% 

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada petunjuk Pengisian formulir. 

7.3.2. Bagi Wajib Pajak Badan, dalam menyusun Neraca yang perlu 

mendapat perhatian adalah : 

1. Dasar penilaian adalah nilai perolehan. 

Aktiva dan pasiva yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam 

SPT Pajak Perseroan 1983 dapat dimintakan pengampunan atas dasar 

nilai perolehan. Dasar penilaian bagi Wajib Pajak yang telah mengadakan 
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penilaian kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, adalah nilai 

menurut SPT. Selanjutnya periksalah dengan cermat Petunjuk Pengisian 

Neraca per 1 Januari 1984. 

2. Bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya tidak sarna dengan tahun takwin 

diharuskan membuat neraca per 1 Januari 1984 menurut keadaan 

sebenarnya. Selanjutnya periksa lebih lanjut Petunjuk Pengisian Neraca 

per 1 Januari 1984. 

7.4. Uang Tebusan Pengampunan Pajak 

Dasar penghitungan uang tebusan adalah selisih nilai kekayaan bersih 

berdasarkan Keppres No. 26 tahun 1984 dengan nilai kekayaan bersih 

menurut Surat Pemberitahuan (SPT). Selanjutnya periksa lanjut Petunjuk 

Pengisian Daftar Kekayaan dan Petunjuk Pengisian Neraca per 1 Januari 

1984. 

Tarif uang tebusan adalah 1% atau 10% dari jumlah kekayaan bersih 

yang dijadikan dasar penghitungan uang tebusan. Besarnya tarif uang 

tebusan ditentukan oleh keadaan sebagai berikut: 

1. tarif 1 % (satu persen) 

wajib pajak dikenakan tarif uang tebusan sebesar 1 %, apabila ia mernenuhi 

persyaratan tersebut dibawah ini: 

a. wajib pajak selambat-Iambatnya pada tanggal 18 April 1984 telah 

memasukkan SPT Pajak Pendapatan 1983 dan Pajak Kekayaan 1984 

atau SPT Pajak Perseroan 1983. 

Analisis kebijakan ..., Diah Novita, FISIP UI, 2006.



56 

b. Wajib pajak pada tanggal 18 April 1984 belum memasu kkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Pendapatan 1983 dan Pajak Kekayaan 1984 

atau SPT Pajak Perseroan 1983. yang: 

tetah mendapat persetujuan tertulis penundaan pemasukan 

SPT dari kepala Inspeksi Pajak. dan; 

tetah melunasi MPS Akhir yang disyaratkan oleh Kepala 

tnspeksi Pajak pada tanggal31 Maret 1984. 

c. Wcljib pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim. 

yang telah memasukkan Surat Pemberitahuan selambat-Iambatnya 3 

bulan setelah berakhirnya tahun buku 1983 dan MPS Akhir yang 

terutang telah dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan itu 

dimasukkan. 

2 . Tarif 10% (Sepuluh persen) 

Wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum 

diatas. dikenakan tarif uang tebusan sebesar 10% dari dasar 

penghitungan uang tebusan. 

Uang tebusan pengampunan pajak dapat dibayar pad a Kantor Kas 

Negara atau Kantor Pos dan Giro terdekat. Pembayaran uang tebusan 

dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Uang Tebusan 

Pengampunan Pajak. dalam hal penyampaian Surat Pernyataan 

Pengampunan Pajak beserta dokumen selengkapnya dilakukan sebelum 

tanggal 31 Desember 1984. pelunasan uang tebusan dapat ' dilakukan 

secara angsuran. namun tidak lebih lambat dari pada tanggal 31 
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Desember 1984. untuk melaporkan pembayaran uang tebusan kepada 

Kantor Inspeksi Pajak di tempat Surat Pernyataan Pengampunan telah 

disampaikan. 

Pengampunan Pajak yang pernah ditempuh oleh pemerintah di tahun 

1980-an, dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap penerimaan pajak. 

Dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak maka 

pemerintah berencana akan menerapkan Pengampunan Pajak lagi pada 

tahun 2007 nanti. Tetapi sebelumnya pemerintah juga pernah mengajukan 

rancangan undang-undang pengampunan pajak pada tahun 2001 yang 

dimaksudkan untuk menutup defisit tahun anggaran 2001 dan untuk 

meningkatkan penerimaan pajak untuk tahun 2002 dan tahun-tahun 

berikutnya serta untuk memenuhi kebutuhan dana untuk membayar hutang

hutang Negara. 

B.1. Draft Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak Tahun 2001 

Dengan berdasarkan Undang-undang Pengampunan Pajak pada 

tahun 1984 tersebut, maka pemerintah membuat rancangan Undang-undang 

Pengampunan Pajak pada tahun 2001 untuk diajukan kepada DPR. Berikut 

ini adalah gambaran dari Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak 

tersebut: 

1. Subjek Pengampunan Pajak 

Wajib pajak orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap yang telah 

maupun yang belum memiliki NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP. 
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2. Objek Pengampunan Pajak 

a. Pajak Penghasilan yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31 

Desember 2000. 

b. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31 

Desember 2000. 

c. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31 

Desember 2000. 

d. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31 

Desember 2000. 

e. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31 

Desember 2000. 

f. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31 

Desember 2000. 

g. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dari 1 Januari 

1991 s.d. 31 Desember 2000. 

h. Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31 

Desember 2000. 

i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dari 1 

Januari 1991 s.d. 31 Desember 2000. 

3. Dasar Pengampunan 

Kekayaan Neto pada tanggal 31 Desember 2000 yang berasal dari 

penghasilan yang belum dikenakan pajak. 

4. Tarif uang Tebusan 
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a. 10 % dari dasar pengampunan bagi Wajib Pajak yang telah memiliki 

NPWP atau 

b. 20 % dari dasar pengampunan bagi Wajib Pajak yang belum memiliki 

NPWP. 

5. Fasilitas 

a. Dibebaskan dari pemeriksaan pajak atas pajak-pajak yang dimintakan 

pengampunan kecuali ditemukan data yang belum dilaporkan atau 

dimintakan pengampunan. 

b. Dibebaskan dari penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas 

pajak-pajak yang dimintakan pengampunan. 

c. Dokumen dalam rangka pengampunan pajak tidak dijadikan dasar dan 

atau sebagai alat bukti penyidikan atau penuntutan pidana. 

d. Dokumen dalam rangka pengampunan pajak tidak dapat diberikan 

kepada dan atau digunakan oleh pihak lain. 

Berdasarkan Undang-undang Pengampunan Pajak tahun 1984 dan 

Rancangan Undang-undang tahun 2001 diatas apabila dibandingkan dapat 

dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang cukup besar. Perbedaannya 

hanya terlihat pada tarif uang tebusan, dimana dalam draft RUU 

Pengampunan Pajak tahun 2001 tarif uang tebusan lebih besar yaitu sebesar 

10% dan 20%. Dan juga fasilitas yang akan diberikan kepada wajib pajak 

yang mengajukan pengampunan pajak dipertegas, yaitu dokumen dalam 

rangka pengampunan pajak tidak dijadikan dasar dan atau sebagai alat bukti 
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penyidikan dan penuntutan pidana serta tidak diberikan kepada dan atau 

digunakan pihak lain. 

B.1. Draft Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak Tahun 2005 

Model pengampunan pajak tahun 2001 berbeda dengan 

pengampunan pajak yang pernah dijalankan pemerintah di tahun 1984 dulu 

yang tidak mengakomodasi unsur tindak pidana. Oleh karena itu pemerintah 

perlu menimbang-nimbang lebih cermat dampak yang mungkin timbul atas 

pengampunan pajak yang akan dijalankan. Dan kemudian sedapat mungkin 

mencari solusi atas potensi masalah yang akan terjadi, maka rancangan 

undang-undang tersebut dikaji ulang agar masing-masing pihak dari wajib 

pajak maupun aparat pajak tidak merasa dirugikan. 

Berikut ini adalah gambaran Rancangan undang-undang 

pengampunan pajak yang diusulkan Direktorat Jend&ral Pajak pada tahun 

2005 42 

1. Subjek Pengampunan Pajak 

Yaitu Wajib Pajak orang pribadi, badan atau BUT yang telah maupun 

yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi yang belum 

memiliki NPWP tentu akan diberikan NPWP lebih dahulu oleh KPP yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau domisili 

wajib pajak. 

42 Pernak-pemik Pengampunan Pajak Saatnya Bertobat Majalah Indonesian Tax 
Review Volume IV edisi 42 Tahun 2005, haI7-B. ' 
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2. Objek Pengampunan Pajak 

Yaitu PPh terutang yang belum dipenuhi sampai dengan 31 Desember 

2003. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan munculnya 

moral hazard di kalangan masyarakat wajib pajak. Dengan membatasi 

pad a tahun 2003 dan sebelumnya, Wajib pajak tidak mungkin 

menggunakan kesempatan untuk memperoleh penghasilan secara illegal 

dan atau melakukan penggelapan lebih dahulu baru berniat untuk 

mengajukan pengampunan pajak. Akan tetapi bila sesorang berpikir 

bahwa pengampunan pajak akan diberlakukan lagi di masa yang akan 

datang, maka kecenderungan timbulnya moral hazard akan menjadi lebih 

besar. 

3. Tarif Tebusan dan Dasar Pengenaannya 

Yaitu untuk wajib pajak orang pribadi dihitung 20% dari jumlah harta neto 

yang sebenarnya per tanggal 31 Desember 2003 dikurangi jumlah harga 

neto yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 

tahun 2003. Sedangkan untuk WP badan dihitung 20% dari penghasilan 

yang belum dilaporkan mulai Tahun Pajak 1995 sampai dengan 31 

Desember 2003. WP yang belum memiliki NPWP sampai dengan 31 

Desember 2003 harus membayar uang tebusan 20% dari seluruh 

hartanya karena tidak ada harta yang dilaporkan di SPT Tahunan 2003. 

Meskipun menggunakan istilah pengampunan, namun tidak berarti gratis. 

WP tetap harus membayar tebusan sebagai penebus kesalahan yang 
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jumlahnya relatif lebih kecil dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayar 

berdasarkan ketentuan umum yang berlaku. 

4. wp yang mengajukan pengampunan pajak harus mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dan harus 

memenuhi persyaratan lain yang ditentukan di dalam RUU Pengampunan 

Pajak tersebut. Kesempatan untuk mengajukan permohonan 

pengampunan pajak juga dibatasi hanya dalam waktu 12 bulan dan bila 

Jewat tenggat waktu tersebut tidak ada keputusan, maka permononan 

dianggap terima. 

5. Perlakuan terhadap WP yang disetujui untuk memperoleh pengampunan 

pajak: 

~ Akan terbebas dari pemeriksaan pajak, pengamatan bukti permuJaan, 

penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; 

~ Akan terbebas dari penyeJidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana 

umum dan tindak pidana khusus sehubungan dengan peroJehan harta 

yang diajukan permohonan pengampunan pajak; 

~ Tidak diperkenankan untuk mengkompensasi kerugian fiskaJ, 

mendapatkan kembali kelebihan pajak-pajak dan meJakukan 

pembetulan SPT sampai dengan Tahun Pajak 2003. 

6. PenghasiJan yang tidak dapat diajukan pengampunan pajaknya adalah 

penghasilan yang berkaitan dengan tindak pidana yang sedang daJam 

proses penyeJidikan, penyidikan dan penuntutan atau penghasilan yang 

berhubungan dengan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya 
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nyawa orang lain, tindak pidana psikotropika (termasuk narkoba) dan 

tindakan terorisme. 

7. WP yang mengajukan permohonan pengampunan pajak harus 

memberikan surat kuasa kepada Di~en Pajak untuk membuka akses atas 

seluruh rekening baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

8. WP yang mengajukan permohonan pengampunan pajak harus 

menyerahkan surat pernyataan tidak akan mengajukan permohonan 

pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, permohonan 

pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, 

keberatan, banding, gugatan, peninjauan kembali atas pajak-pajak yang 

telah ditetapkan. Dengan demikian semua upaya hukum yang dilakukan 

WP yang belum diputus pihak-yang berwenang harus dicabut oleh WP. 

9. Dirjen Pajak memiliki kewenangan untuk membatalkan pengampunan 

pajak dan mengenakan sanksi perpajakan bila dalam jangka waktu 10 

tahun setelah 31 Desember 2003, ternyata WP yang mengajukan 

pengampunan pajak tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

Pokok-pokok RUU Pengampunan Pajak tersebut sangat dekat dengan 

kerangka pemikiran UU PPh. Bila dilihat dari cara penghitungan uang 

tebusan (dasar pengenaan uang tebusan untuk WP badan yang didasarkan 

pad a penghasilan yang belum dilaporkan) maka jelas bahwa kerangka 

pemikirannya sesuai dengan UU PPh. Demikian juga dengan harta yang 

dimiliki oleh WP orang pribadi biasanya berasal dan penghasilan sebagai 
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entry point-nya. Dan penghasilan inilah yang menjadi dasar pengenaan uang 

tebusan. 
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BABIV 

ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK DALAM 

MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

A. Analisis mengenai Pertimbangan Perumusan kebijakan 

Pengampunan Pajak 

Dalam membuat perumusan suatu kebijakan tentunya Pemerintah 

melakukan banyak pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan asas-

asas perpajakan di Indonesia. Adapun pertimbangan pemerintah dalam 

melakukan perumusan kebijakan Pengampunan Pajak yaitu untuk mensiasati 

Wajib Pajak - Wajib Pajak yang lalai dalam melakukan kewajiban perpajakan 

baik disengaja ataupun tidak disengaja. 

Seperti yang dikatakan Kasub Oit Peraturan Perpajakan Kismantoro 

Petrus, 

"Dengan adanya Pengampunan Pajak diharapkan wajib pajak menjadi 
terbuka dalam menginformasikan data kekayaannya. Dan juga semua 
data yang ada di Indonesia ini bisa diakses oleh Direktorat Jenderal 
Pajak karena apabila tidak bisa diakses maka percuma ada 
Pengampunan Pajak. Lagipula tidak harus data perbankan karena 
yang diperlukan adalah data transaksi yang menyebutkan adanya data 
kekayaan, data ekspor impor, data pendistribusian.~3 

o 

Pengampunan pajak ini dimaksudkan sebagai pangkal tolak yang jelas 

berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagaimana 

mestinya, sehingga pemerintah dapat melaksanakan pengawasan yang 

43 Hasil wawancara pada tanggal 15 Juni 2006 
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berkelanjutan at as pemenuhan kewajiban perpajakan. Pengampunan pajak 

idealnya akan dijadikan sebagai titik nol bagi Direktorat Jenderal Pajak 

maupun Wajib Pajak dalam memulai kewajiban pajak baru secara benar apa 

adanya bukan karena ada apa-apanya. Disamping itu, pengampunan pajak 

akan memberikan kepastian hukum atas asal harta yang diperoleh Wajib 

Pajak dari sudut pandang hukum perpajakan dan hukum lainnya. 

Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak menghendaki adanya kewenangan 

untuk mengakses berbagai data masyarakat WP melalui berbagai instansi. 

Dapat dikatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan pengampunan pajak akan 

sangat bergantung pada kejujuran masyarakat Wajib Pajak dan seberapa 

jauh akses Direktorat Jenderal Pajak terhadap informasi dari berbagai pihak 

terutama perbankan. Dengan begitl,J Direktorat Jenderal Pajak tidak akan 

mudah dibohongi oleh masyarakat dalam penghitungan pajaknya. 

Kebijakan pengampunan pajak yang cukup layak untuk dilaksanakan 

harus memenuhi asas pemungutan pajak antara lain asas Equality 

(keadilan), asas certainty, asas efficiency, dan asas revenue productivity.44 

1. Asas Equality (Keadilan) 

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, bahwa pajak untuk 

kepentingan Negara diatur dengan undang-undang. Karena pengaturan 

pajak menggunakan Undang-undang maka dengan sendirinya akan 

menjadikan pajak sebagai suatu hukum. Sebagaimana pendapat Aristoteles 

.... R. Santoso Brotodihardjo, Op. Cil., hal. 27 
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dalam bukunya "Rhetorica" menganggap bahwa hukum bertugas membuat 

adanya keadilan45 maka pengaturan pajak harus dibuat seadil mungkin. 

Asas keadilan ini harus senantiasa dijadikan dasar dan dipegang 

teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya maupun dalam 

praktik sehari-hari. Inilah sendi pokok yang seharusnya diperhatikan baik-baik 

oleh setiap Negara untuk melancarkan usahanya mengenai pemungutan 

pajak. Maka dari itu syarat mutlak bagi perumus undang-undang pajak 

maupun aparat pemerintah adalah pertimbangan dan perbuatan yang adil. 

Dalam perpajakan dikenal dua macam keadilan, yaitu keadilan 

horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal mengandung pengertian 

pengenaan pajak harus diselenggarakan secara umum dan merata, yang 

berarti bahwa semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau 

yang mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis yang sama harus 

dikenakan pajak yang sama. Keadilan vertikal pada pada hakekatnya 

berkenaan dengan kewajiban membayar pajak yang kemampuan 

membayarnya tidak sarna, yaitu semakin besar kemampuannya untuk 

membayar pajak harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan. 46 

Berdasarkan hal tersebut tidak ada lagi perbedaan di antara wajib 

pajak artinya setiap orang mendapat perlakuan yang adil dalam masalah 

pajak. Setiap orang yang memperoleh tambahan kemampuan ekonomis yang 

sarna hendaknya dikenakan pajak dengan tarif yang sarna besar, tanpa 

45 R. Santoso Brotodihardjo, Op. Cit., hal. 26 
46 R Mansury, Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia Jilid 1,Jak~a, 

Bina Rena Pariwara 1994, hal. 26 
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membedakan wajib pajak dan tanpa membedakan jenis dan sumber 

penghasilan. 

Sesuai dengan keadilan horizontal, yang seharusnya dikenakan pajak 

adalah tambahan kemampuan ekonomis neto. Dalam draft RUU 

Pengampunan pajak, yang menjadi dasar pengampunan pajak kekayaan 

neto. Dasar pengenaan pajak ini tidak sesuai untuk pengenaan Pajak 

Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan untuk Pengenaan 

Pajak Bumi dan Bangunan, dasar pengenaan pajak ini benar karena dasar 

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah kekayaan. 

Apabila ditinjau dari sisi wajib pajak yang patuh, yang selama ini 

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku, maka kebijakan pengampunan pajak 

akan jelas memberikan rasa ketidakadilan. Karena cukup dengan menyetor 

uang tebusan kepada Negara, para penggelap pajak dapat diampuni begitu 

saja. 

Berdasarkan keadilan vertikal, besarnya pajak yang dikenakan adalah 

berdasarkan tarif progresif. Namun khusus untuk wajib pajak orang pribadi, 

keadilan vertikal tidak hanya dipenuhi oleh tarif progresif yang berjenjang 

(multiple) seperti dalam tarif pasal 17 UU PPh, tetapi b,isa dipenuhi dengan 

tarif tunggal (flat rate). 

Flate rate yang bersifat progresif ini tidak berlaku dalam RUU 

Pengampunan Pajak, karena basisnya bukan tambahan kemampuan 

ekonomis sehingga tidak mencerminkan ability to pay yang sesungguhnya. 
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Memang masalah keadilan ini merupakan dilemma bagi pemerintah, 

disatu sisi kebijakan pengampunan ini diharapkan dapat meningkatkan 

penerimaan pajak, namun disisi lain kebijakan ini dinilai akan menimbulkan 

rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh. Oleh karena itu, pemerintah 

harus arif dan tegas dalam mengeluarkan suatu kebijakan, sehingga 

pengimplementasian kebijakan pengampunan pajak diharapkan dapat 

dilaksanakan (feasible) tetapi dengan meminimalisir ketidakadilan bagi wajib 

pajak. 

2. Asas Certainty 

Secara yuridis, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian 

hukum kepada para wajib pajak. Menurut Mansury, kepastian hukum tersebut 

dihubungkan dengan 4 hal yaitu:47 

~ Siapa yang menjadi subjek pajak dan siapa yang dikecualikan; 

~ Apa yang menjadi objek pajak dan siapa yang dikecualikan; 

~ Berapa besar pajak terhutang yang harus dibayar; 

~ Bagaimana cara melunasi pajak terhutang tersebut. 

Berdasarkan draft RUU Pengampunan pajak, subjek pajCl,k 

pengampunan adalah jelas yaitu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak 

badan, dan wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah maupun yang belum 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Sedangkan objek pengampunan pajak adalah pajak-pajak yang 

terutang yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau 

47 ibid .• hal. 28 

.. 
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dipungut atau dipotong sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku, antara lain adalah Pajak Penghasilan (Pasal 21, 

pasal 22, pasal 23, pasal 26), Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan. 

Tarif uang tebusan dibedakan antara wajib pajak orang pribadi 

dihitung 20% dari jumlah harta neto yang sebenarnya per tanggal 31 

Desember 2003 dikurangi jumlah harga neto yang dilaporkan dalam Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun 2003. Sedangkan untuk WP 

badan dihitung 20% dari penghasilan yang belum dilaporkan mulai Tahun 

Pajak 1995 sampai dengan 31 Desember 2003. WP yang belum memiliki 

NPWP sampai dengan 31 Desember 2003 harus membayar uang tebusan 

20% dari seluruh hartanya karena tidak ada harta yang dilaporkan di SPT 

Tahunan 2003. 

Dalam draft RUU Pengampunan Pajak, yang menjadi dasar 

pengampunan pajak adalah kekayaan neto. Dasar pengenaan pajak ini tidak 

sesuai untuk pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. 

Hal ini akan menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan dasar pemungutan 

pajaknya. 

Berdasarkan prosedur dan tata cara pengampunan pajak dalam draft 

RUU Pengampunan pajak yang telah diuraikan di Bab III , diperlukan 

peraturan-peraturan pelaksanaannya yang lebih rinci dan jelas, sehingga 

memudahkan fiskus maupun wajib pajak dalam melaksanakannya. 
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3. Asas Efficiency 

Pemungutan pajak harus memenuhi asas efficiency yang berarti 

bahwa biaya pemungutan pajak harus seminimal mung kin, yaitu dengan 

melihat perbandingan dari biaya pemungutan pajak dengan jumlah pajak 

yang dipungut. 

Kebijakan pengampunan pajak dapat disebut sebagai jalan pintas 

untuk menyelesaikan tagihan kepada para penggelap pajak. Kebijakan ini 

memungkinkan adanya penghematan biaya yang timbul dalam pemungutan 

pajak. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Uhanya" menunggu 

data yang dilaporkan oleh wajib pajak, tanpa didahului dengan tindakan 

pemeriksaan. 

Dalam draft RUU Pengampunan pajak disebutkan salah satu syarat 

yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk dapat diberikan pengampunan 

pajak adalah menyampaikan surat pernyataan tidak akan mengajukan 

keberatan, banding, gugatan, permohonan pengurangan atau penghapusan 

sanksi administrasi, permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan 

pajak yang tidak benar dan atau peninjauan kembali atas pajak-pajak yang 

diajukan pengampunan. Hal ini secara tidak langsung akan mengurangi biaya 

administrasi atas pajak yang dipungut dari pengampunan pajak tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, kebijakan pengampunan pajak sudah 

memenuhi asas Efficiency dalam pemungutan pajak. 
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4. Asas Revenue Productivity/Adequacy 

Kebijakan pengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan yang 

diusulkan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara khususnya 

penerimaan pajak. Besamya potensi penerimaan pajak yang didapat dari 

pelaksanaan pengampunan pajak merupakan perkiraan sedangkan 

realisasinya tergantung dari banyaknya wajib pajak yang mengajukan 

permohonan pengampunan pajak. Banyak sedikitnya minat wajib pajak 

tergantung dari bagaimana pemerintah mengemas pengampunan pajak 

tersebut semenarik mungkin, sehingga wajib pajak tertarik untuk mengajukan 

permohonan pengampunan pajak 

Asas Revenue Adequacy ini berkaitan erat dengan asas Efficiency. 

Penerimaan pajak yang didapat dari pelaksanaan kebijakan pengampunan 

pajak tersebut harus memperhitungkan biaya pemungutan pajaknya secara 

jangka pendek, kebijakan pengampunan pajak dapat meningkatkan 

penerimaan pajak, yaitu didapat dari uang tebusan yang dibayar oleh wajib 

pajak yang mengajukan pengampunan pajak. Apabila jumlah penerimaan 

pajak besar, tetapi biaya untuk pemungutan juga besar, maka hal ini akan 

menimbulkan kerugian bagi pemerintah. 

B. Analisis mengenai pengaruh kebijakan Pengampunan Pajak 

terhadap peningkatan penerimaan pajak 

Pemerintah membuat suatu kebijakan tentunya dengan tujuan untuk 

meningkatkan penerimaan pajak. Pengaruh dibuatnya kebijakan 
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Pengampunan Pajak tentunya juga untuk meningkatkan penerimaan dari 

sektor pajak, dalam hal ini apabila semua hutang-hutang pajak yang 

ditanggung oleh Wajib Pajak yang disebabkan oleh kelalaiannya sebagai 

Wajib Pajak diharapkan dapat dibayar oleh Wajib Pajak walaupun dalam hal 

Pengampunan Pajak Wajib Pajak diberi kemudahan untuk tidak membayar 

sanksi-sanksi administrasi. Dengan adanya kemudahan ini otomatis Wajib 

Pajak berkeinginan untuk membayar hutang-hutang pajaknya. Hal ini dapat 

dilihat dari penerimaan pajak atas kebijakan Pengampunan Pajak yang 

sudah diberlakukan Idirealisasikan atau dilaksanakan pada tahun 1984 

mengalami peningkatan walaupun peningkatan itu hanya terjadi pada tahun 

yang bersangkutan dan tidak berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. 

Pada dasarnya tujuan utama Pengampunan Pajak itu bukan untuk 

meningkatkan penerimaan pajak karena dengan Pengampunan Pajak, Wajib 

Pajak diharapkan untuk dapat lebih jujur dan terbuka dalam melapol1<an 

kekayaannya. Dengan begitu Wajib Pajak akan menghitung pajaknya sesuai 

dengan ketentuan yang ada dan penghitungan tersebut diharapakan akan 

meningkatkan penerimaan pajak. Oleh sebab itu penerimaan pajak hanya 

merupakan akibat dari adanya kebijakan Pengampunan Pajak.48 

Peningkatan penerimaan pajak sebelum diberlakukannya atau 

direalisasikannya Pengampunan Pajak dapat dilihat dalam tabel IV.1 dibawah 

ini: 

48 Hasil wawancara pada tanggal 15 Juni 2006 
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Tabel IV. 1 
Penerimaan Pajak dan Tax Ratio, 1973/1974 -1983/1984 

Sebelum dilakukannya Pengampunan Pajak 
(Miliar Rupiah) 

Oirekloral Jenderal P.j.k 

74 

T.huD POB PPh NOD Mit.s PPN PBB d .. BPJITB P.j.k uiDny. TOI8IDJP 

Anu· raD (miliu) R.slo Juml.h 
Ihd. 

(miliu) 
PDB 

19731197~ 
7.742.1 

140) 1.81% 

197~II97l 
11.191.6 

22l.8 2.02% 

1971/1976 
13 .~8.6 3Ol.9 2.29% 

197611977 
16.3S8) 

381 .9 2)3% 

1977/1978 
19.961) 

l03.8 2.S2% 

197811979 
2l.O6l.9 

617.2 2.~6% 

1979/1980 3D80,l 
792.S 2.24% 

198011981 
~7.S91.0 

1.112.2 2.34% 

198111982 SH28.~ 
1.367.1 2.~7% 

198211983 63.141.9 
I.:06.l 2,70% 

1983/1984 77.036.9 
1.932.3 2ll% 

Sumber : Nota Keuangan dan APBN TA. 2003 
Keterangan: 
- POB Tahun 2000 adalah PDB 9 Bulan 

Jum18b 
(miliu) 

IOl.3 

Il3.8 

191.7 

164,l 

318.0 

346.6 

329.~ 

~60.7 

l33.9 

707.6 

8306 

- Realisasi Tahun 2000 adalah angka realisasi 9 bulan 
*) Tahun Anggaran 2002 adalah angka APBN-P 
U) Tahun Anggaran 2003 adalah angka rencana APBN 
Penerimaan PPh Migas mulai Tahun Anggaran 2000 

R.sio 
Juml.h 

R.sio 
Juml.b 

RRSio 
Juml.h 

Ihd. tbd. Ihd. 
POB 

(miliu) 
POB 

(miliu) 
POB (miliu) 

1.36% 20.0 0.26'1. 11.6 O.ll% 277.2 

1.37". 28.l 0.2l% 16.l O.ll". 424 .6 

1.«% 3l.9 0.27". 17.1 0.13". llO.6 

1.01% 4~) 0.27% 11.7 0.07% 602.4 

I.S9% Sl.6 0.28% Il .7 0.08% 893.1 

1)8% 68.0 0.27% 19.8 0.08% 1.0ll .6 

0.93% 74.6 0.21 ". 21.2 0.06% 1.217.7 

0.97% 91.9 0.19"10 36.0 0.08% 1.700.8 

0.96% 100) 0.18% 38.2 0.07% 2.039,l 

1,12% 112,l 0.18% 61.2 0.10% 2.l87.8 

108% 1449 o 19"10 SIS 007% 2.9S93 

Berdasarkan tabel diatas peningkatan penerimaan pajak dan tax ratio 

mulai tahun 1973/1974 hingga tahun 1983/1984 yaitu sebelum 

diberlakukannya Pengampunan Pajak hanya berkisar 14% sampai 26%. 

Peningkatan penerimaan pajak setelah diberlakukannya atau 

direalisasikannya Pengampunan Pajak dapat dilihat dalam tabel IV.2 dibawah 

ini: 

R.sio 
tllIl. 
PDB 

3.51% 

3.79% 

".13% 

3.61% 

..... 1"-

~,20% 

3.~% 

3.51"-

3.61% 

".10% 

3.14% 
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TabellV.2 
Penerimaan dan Tax Ratio, 198411985 -199912000 

Setelah dilakukannya Pengampunan Pajak 
(Millar Rupiah) 

Direktorat JeDderal Paj.k 

7S 

POB PPh Non Mig.s PPN PBBda. BPKTB P.jak Lai •• }'. Total DJP 
T ..... 

A •• ra. (mili.r) 
Juml.h 

R.sio 
tbd. 

(miliar) POB 

1914/1915 
88.971,3 2.12 1,0 2,38% 

I9ISlI986 
94 .996,4 2.313,0 2 ,43~. 

191611917 
100.497,0 2.270,5 2,26% 

191711918 
111.714 ,8 2.663.4 2,38~. 

198811989 
125.478,1 3.949,4 3,IW. 

19891'1990 148. 101,8 5.748 ,8 3 ,88~. 

199011991 172.840,3 8.250,0 4,77% 

199111992 200.702,1 9.727 ,0 4,85'Y. 

I99VI993 236.644 ,4 12.516,3 5,29% 

199311994 308.184 ,4 14.758.9 4,79"10 

199411995 365.750,9 18.764, 1 5,13% 

199511996 433.110.4 21.012 ,0 4,85% 

199611997 511.365,4 27.062,1 5,29"10 

199711998 633.520,5 34.388,3 5,43% 

199811999 947.659,8 
55 .944,3 5,90% 

199912000 1.138.115,8 
72.729.0 6,3~. 

Sumber : Nota Keuangan dan AP8N TA, 2003 
Keterangan: 
- POB Tahun 2000 adalah POB 9 Bulan 

Jumlah 
(miliar) 

878,0 

2.326,7 

2.900,1 

3.390,4 

4.505,3 

5.986,1 

8.119,2 

9.145,9 

10.742,3 

13.943,5 

16.544,8 

18.519,4 

20.351,2 

25.198.8 

27.803,2 

33.087.0 

- Realisasi Tahun 2000 adalah angka realisasi 9 bulan 
*) Tahun Anggaran 2002 adalah angka APBN-P 
**) Tahun Anggaran 2003 adalah angka rencana APBN 
Penerimaan PPh Migas mulai Tahun Anggaran 2000 

R.sio 
'lid. 
POB 

0,99% 

2,45% 

2,89% 

3,03% 

3.5~. 

4,04% 

4,70% 

4)6% 

4)4% 

4,52% 

4,52% 

4,28% 

3,98% 

3,98% 

2.93% 

2,91% 

J.m .... Rasio Rasio 
, .. d. JDm"" ... d. JDm .. h 

(millar) 
POB 

(millar) 
PDB 

(miHDr) 

180,6 0,20% 115,0 0,13% 3.294,6 

224) 0,24% 1S1,2 0,16% 5.01S) 

190,0 0,19% 190,4 0,19% 5.551 ,1 

275,1 0.25% 2n,9 0,20% 6.551,9 

424,2 0,34% 292,1 0.23'Y. 9.171,1 

604,4 0,4 1% 191,1 0,13% 12.530) 

785,8 0,45% 216) 0,13% 17.371,6 

944,4 0,47% 298,8 O,IS% 20.116,2 

1.106,8 0,47% 252,4 0,11% 24.617,9 

1.484) 0,48% 283,4 0,09% 30.470,4 

1.647,3 0,45% 301,9 0,08% 31.258,2 

1.893,9 0,44% 452,8 0,10% 41.173,2 

2.413,2 0,47% 590,7 0,12% 50.417,3 

2.640,9 0,42% 477,8 0,08% 62.705,9 

3.565,3 0,38% 413,0 0.04% 17.725,9 

4.107,3 0,36% 610,9 0,05% 110..534,3 

Pada saat diberlakukannya pengampunan pajak pada tahun 

RDsio 
... d. 
PDB 

3,70% 

5.28% 

5)2% 

5,86% 

7,31% 

1,46'Y. 

10,05% 

10,02% 

10,40% 

9,89% 

10,19% 

9,67% 

9,86% 

9.90% 

9,26% 

9,71% 

1985/1986 ada kenaikan yang signifikan sekitar hampir 50%. Tetapi setelah 

tahun pengampunan pajak telah selesai diberlakukan, kenaikan yang terlihat 

kembali normal seperti sebelum diberlakukannya Pengampunan Pajak, 
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Peningkatan yang terlihat signifikan tersebut disebabkan kemudahan

kemudahan yang didapatkan dari Pengampunan Pajak. Dengan adanya 

Pengampunan Pajak, Wajib Pajak yang telah melakukan kesalahan dalam 

menjalankan kewajiban perpajakannya akan diampuni kesalahannya dan 

hanya dengan membayar uang tebusan maka Wajib Pajak tersebut terbebas 

dari sanksi-sanksi perpajakan. 

Seperti yang terlihat dalam tabel bahwa peningkatan tax ratio pada 

tahun sebelum dilakukan dan setelah dilakukannya Pengampunan Pajak 

tidak terlalu memperlihatkan suatu peningkatan yang berarti. Kalaupun ada 

peningkatan penerimaan hanya terjadi pada tahun adanya perlakuan 

kebijakan Pengampunan Pajak. 

c. Analisis mengeriai pengaruh kebijakan Pengampunan Pajak 

terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. 

Pengampunan Pajak pad a dasarnya hanyalah salah satu siasat yang 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi hutang pajak yang 

tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak, danl atau penggelapan atau 

penyelundupan pajak dimana hal-hal tersebut disebabkan oleh kelalaian dari 

Wajib Pajak baik sengaja maupun tidak sengaja dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Dengan demikian untuk meningkatkan kepatuhan pajak tidak 

bisa dengan Pengampunan Pajak tetapi lebih pada meningkatkan law 

enforcement. 
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Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1984 tentang 

Pengampunan Pajak merupakan pelengkap dari Undang-undang perpajakan 

No. 6, 7, dan 8 tahun 1983 yang baru saja diundangkan pada tahun itu. 

Dengan sistem perpajakan yang baru tersebut, pemerintah mengharapkan 

peningkatan peran serta masyarakat dalam pembiayaan Negara dan 

pembangunan Nasional. Kebijakan Pengampunan Pajak yang dilakukan 

pemerintah diharapkan menjadi awal peningkatan penerimaan pajak dan 

kepatuhan wajib pajak. 

Jika ingin mengukur kepatuhan wajib pajak yang mendaftar pada saat 

diberlakukannya pengampunan pajak dapat dilihat dari perkembangan 

jumlah wajib pajak pada tahun sebelum dan sesudah diberlakukannya 

pengampunan pajak. 

Seperti dapat dilihat pada tabel IV.3 dibawah ini: 
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Tahun 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

TabellV.3 
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar 

(Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak ~adan) 
Sebelum dilakukannya Pengampunan Pajak 

Tahun 1979 -1984 

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar 

Orang Pribadi Badan 

169.329 36.052 

215.053 43.392 

274.295 53.858 

313.637 68.582 

327.547 83.642 

344.387 90.542 

Sumber : Data Portal DIP 

78 

Total 

205.381 

258.445 

328.153 

382.219 

411.189 

434.929 

Berdasarkan tabel diatas setiap tahunnya perkembangan wajib pajak 

terdaftar hanya berkisar antara 7% sampai 26%. Pada tahun 1984 jumlah 

wajib pajak orang pribadi yang terdaftar hanya mencapai angka kurang dari 

450 ribu orang. Angka tersebut tentu saja cukup kecil jika dibandingkan 

dengan jumlah penduduk Indonesia yang pad a sa at itu. Peningkatan jumlah 

wajib pajak hanya terlihat pada saat diberlakukannya pengampunan pajak. 

Seperti dapat dilihat pada tabellV.4 dibawah ini : 
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Tahun 

1985 

1986 

1987 

1988 

TabellV.4 
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar 

(Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan) 
Setelah dilakukannya Pengampunan Pajak 

Tahun 1985 -1989 

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar 

Orang Pribadi Badan 

504.287 126.214 

554.272 133.368 

643.042 157.584 

674.519 178.146 

Sumber : Data Portal DIP 
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Total 

630.501 

687.640 

800.626 

852.665 

Terlihat bahwa peningkatan penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan 

wajib pajak hanya terjadi pad a sa at diberlakukannya pengampunan pajak. 

Untuk tahun-tahun berikutnya kepatuhan wajib pajak kembali seperti sebelum 

terjadinya pengampunan. Untuk itu pemerintah harus belajar dari 

pengalaman selama ini yang sudah terjadi bahwa suatu Kebijakan yang akan 

dibuat pemerintah harus memperhatikan asas-asas pemungutan pajak. Asas 

pemungutan pajak harus selalu menjiwai setiap peraturan perpajakan yang 

ditetapkan. Suatu kebijakan haruslah menjadi kebijakan yang menyeluruh, 

selama ini Pengampunan Pajak hanya ditujukan untuk wajib pajak yang 

"mengemplang". Jika pengemplang dikasih kebijakan yang meringankan 

akan sangat tidak adil bagi wajib pajak yang sudah patuh terhadap kewajiban 

perpajakannya. 
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Untuk memperbaiki kewajiban perpajakan yang tidak terpenuhi, wajib 

pajak dapat melakukan kompromi fiskal. Karena di dalam Undang-undang 

perpajakan itu sendiri uMasalah pengampunan" sudah ada ketentuannya 

dalam Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan. 

Untuk pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak dapat 

menggunakan pasal 8 untuk menjadi dasar pembetulan. Wajib pajak dapat 

membetulkan SPT yang telah disampaikan dalam jangka waktu 2 tahun 

selama belum ada pemeriksaan (pasal 8 ayat 1) dan akan dikenakan sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2% jika utang pajak menjadi lebih besar 

(pasal 8 ayat 2) sedangkan apabila telah dilakukan pemeriksaan tapi belum 

dilakukan penyidikan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi 

sebesar 2 kali jumlah pajak yang kurang dibayar (pasal 8 ayat 3). 

Apabila wajib pajak mengungkapkan data yang belum terungkap 

dengan berdasarkan atas keinginan sendiri dalam jangka waktu 10 tahun kan 

dikenakan sanksi kenaikan 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayarkan 

(berdasarkan pasal 15). 

Peraturan - peraturan yang dapat mengakomodir kesalahan wajib 

pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sudah ada dalam 

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, tinggal 

bagaimana wajib pajak mengimplementasikannya dalam memenuhi 

kewajiban tersebut. Sedangkan dalam draft RUU pengampunan pajak, 

pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak 
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terdaftar. Dengan banyaknya wajib pajak maka akan dilanjutkan dengan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Salah satu upaya meningkatkan jumlah wajib pajak yaitu 

Meningkatkan kesadaran bagi calon wajib pajak untuk mendaftarkan diri 

sebagai wajib pajak atau memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 

Salah satu tujuan pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengampunan 

pajak adalah sebagai upaya ekstensifikasi pajak. Ekstensifikasi Pajak adalah 

kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar 

dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP). 

Tujuan dari ekstensifikasi pajak tersebut agar dapat tercapai, 

sebaiknya dalam mengkaji ulang RUU Pengampunan Pajak, pemerintah 

harus memperhatikan beberapa hal serta strategi yang baik untuk menarik 

minat para calon wajib pajak untuk turut serta dalam program pengampunan 

pajak ini. Dengan adanya rancangan Pengampunan pajak pemerintah 

mengharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan 

atas seluruh penghasilan yang diterimanya secara benar. 

Dengan meningkatnya wajib pajak yang mempunyai NPWP, maka 

akan bertambah pula wajib pajak yang melaporkan penghasilan dan 

hartanya. Bertambahnya wajib pajak baru tentu saja akan berindikasi dengan 

bertambahnya kewajiban perpajakan di dalam masyarakat. Salah satu dari 

kewajiban perpajakan tersebut adalah melaporkan penghasilan dan harta 

secara benar di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Oleh karena itu 
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dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP maka akan 

bertambah pula wajib pajak yang melaporkan penghasilan dan hartanya. 

8agi wajib pajak yang pernah . melakukan kesalahan dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa lalu, diharapkan dengan 

diberikannya pengampunan mereka akan memulai dari awal lagi kewajiban 

perpajakannya secara benar. Mungkin di masa lalu mereka tidak melaporkan 

penghasilan dan hartanya sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Jika tidak 

diberi pengampunan maka tentu saja mereka tidak akan pernah mengakui 

hal tersebut karena takut akan dikenakan sanksi pidana. 

Dengan diberikannya pengampunan diharapkan mereka akan berani 

melaporkan penghasilan dan hartanya sesuai dengan yang seharusnya untuk 

seterusnya akan meningkatkan kepatuhan mereka di masa yang akan datang 

dengan tidak mengulang kesalahannya di masa lalu. Seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya bahwa pengampunan pajak dapat digunakan 

sebagai alat rekonsiliasi antara wajib pajak dengan fiskus dengan mengakui 

kesalahan masing-masing dan memulai dari awal kewajiban perpajakannya 

secara benar. 

Kebijakan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah sangat 

menentukan hasil peningkatan penerimaan dari sektor pajak maupun demi 

peningkatan tax ratio. Dalam pengertian "meningkatkan penerimaan pajak

ini, ada satu hal yang harus dicatat. la sarna sekali tidak dimaksudkan untuk 

dicapai dengan menambah beban pajak atau menaikkan tarif pengenaan 

pajak, melainkan lebih dititikberatkan pada pengefektifan pemungutan pajak, 
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yaitu dengan mencegah kebocoran pajak dan mencegah penyelundupan 

atau penggelapan pajak.49 

Berdasarkan uraian diatas pemerintah harus benar-benar mengkaji 

kebijakan pengampunan pajak yang efektif agar dapat membawa hasil yang 

maksimal. Pengalaman pelaksanaan pengampunan pajak tahun 1984, harus 

digunakan sebagai pelajaran bagi pemerintah, karena pelaksanaan 

pengampunan pajak pada tahun 1984 dianggap kurang berhasil. Kajian 

terhadap implementasi pengampunan pajak dari pengalaman negara lain 

terutama negara berkembang sangat diperlukan dalam pengkajian kebijakan 

pengampunan pajak ini. Diperlukan pula suatu persiapan matang dan teliti 

untuk menghindari akibat-akibat yang justru kontraproduktif dan tumbuhnya 

moral hazard. 

Kalaupun nanti pemerintah tetap akan mengadakan program 

Pengampunan Pajak yang tujuan untuk meningkatkan tax ratio, maka 

diusulkan supaya pemerintah melakukan dulu Law enforcement terhadap 

wajib pajak yang mengemplang agar mereka sadar bahwa law enforcement 

dapat ditegakkan. Salah satu cara mengatasi rendahnya Tax ratio adalah 

dengan tetap menggunakan Undang-undang perpajakan yang ada dan juga 

penerapan law enforcement yang sangat keras terhadap penyelundup

penyelundup pajak yang telah menyelewengkan pajak. 

49 Salamun A.T, Pajak, Citra dan Bebannya, Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara, 1990, 
ha1.35. 
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. Cara penerapan law enforcement tersebut misalnya dengan 

menangkap wajib pajak-wajib pajak besar yang telah menyelundupkan pajak, 

lalu diberikan sanksi pidana yang sangat . berat. Maka dengan melihat 

contoh-contoh tersebut ada kemungkinan wajib pajak-wajib pajak keeil akan 

merasa bahwa mereka harus membayar pajak dengan benar agar tidak 

seperti wajib pajak-wajib pajak besar tersebut. 

Oleh sebab itu Pengampunan pajak akan dapat berjalan efektif, jika 

implementasinya diikuti dengan penegakan hukum (Law Enforcemenf) dan 

penyempurnaan administrasi perpajakan yang mampu mendeteksi 

kecurangan atau penyalahgunaan pengampunan pajak. 
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B. KESIMPULAN 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis dari permasalahan pada bab sebelumnya dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan pemerintah dalam melakukan perumusan kebijakan 

Pengampunan Pajak yaitu untuk mensiasati Wajib Pajak - Wajib Pajak 

yang lalai dalam melakukan kewajiban perpajakan baik disengaja ataupun 

tidak disengaja dan juga dalam membuat kebijakan Pengampunan Pajak 

perlu memperhatikan asas-asas pemungutan pajak. 

2. Pergaruh kebijakan Pengampunan Pajak terhadap peningkatan 

penerimaan pajak yaitu untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. 

dalam hal ini dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak untuk tidak membayar sanksi-sanksi 

administrasi maka Wajib Pajak berkeinginan untuk membayar hutang

hutang pajaknya atau mengakui harta yang dimiliki Wajib Pajak yang 

sebenarnya merupakan Obyek Pajak dan sepantasnya dipotong pajak. 

dan apabila semua hutang-hutang pajak yang ditanggung o!eh Wajib 

Pajak yang disebabkan oleh kelalaiannya sebagai Wajib Pajak diharapkan 

dapat dibayar oleh Wajib Pajak. 

3. Berdasarkan perkembangan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 

diberlakukannya pengampunan pajak. tingkat kepatuhan wajib pajak juga 

hanya terjadi pada saat diberlakukannya kebijakan Pengampunan pajak. 
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sedangkan untuk tahun berikut sarna seperti peningkatan tax ratio yang 

kembali normal seperti sebelum terjadinya pengampunan pajak. 

c. SARAN 

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan atas analisis terhadap kebijakan 

pengampunan pajak, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Pengimplementasian kebijakan pengampunan pajak diharapkan dapat 

dilaksanakan tetapi dengan meminimalisir ketidakadilan bagi wajib pajak, 

yaitu dengan menerapkan tarif uang tebusan yang sama dengan tariff 

pajak yang sudah ada tetapi sanksi-sanksi ditiadakan sehingga tax 

burden yang ' ditanggung wajib pajak yang mengajukan permohonan 

pengampunan pajak lebih tinggi dibanding wajib pajak yang patuh. 

2. sebelum diberlakukannya Pengampunan pajak sebaiknya yang dilakukan 

oleh pemerintah adalah meningkatkan law enforcement sehingga 

peningkatan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak setelah 

pengampunan pajak akan terus berlangsung. 

3. Pengampunan pajak yang dapat meningkatkan penerimaan pajak 

dengan baik hanya bisa dilakukan pada awal pemeritahan saat Negara 

melakukan suatu tax reform untuk pertama kalinya. 
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Pedoman wawancara 

1. kapan pertama kalinya dilakukan kebijakan Pengampunan Pajak? 

2. Apa yang melatarbelakangi dilakukannya kebijakan Pengampunan Pajak 

pad a T ahun tersebut? 

3. bagaimana hasilnya? 

4. apa penyebabnya kebijakan pengampunan pajak berjalan dengan 

lancar/tidak lancar? 

5. apakah setelah itu dilakukan pengampunan pajak lagi? 

6. bagaimana penerapan kebijakan pengampunan pajaknya, apakah sarna 

dengan sebelumnya dan bagaiman dengan hasilnya? 

7. apa tujuan dari penerapan pengampunan pajak? 

8. mengapa pada tahun 2005 direncanakan kembali kebijakan 

pengampunan pajak 

9. sa at ini sudah sejauh mana pengkajian ulang terhadap RUU 

pengampunan pajak tersebut? Apa sajakah yang menjadi kendala dalam 

pengkajian pengampunan pajak tersebut? 

10. apabila dilihat dari sisi keadilan apakah kebijakan pengampunan ini dapat 

dikatakan adil? 

11. apa syarat -syarat kebijakan pengampunan pajak dapat berjalan efektif ? 

apa alasannya? 

12. bagaimana penerapan kebijakan pengampunan pajak dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak? 

13. apakah dilakukannya pengampunan pajak ada hubungannya dengan 

penerapan sistem self assessment? 

14. apakah yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan 

pengampunan pajak? 
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~enim~l~ng 
, r, 

Menging<lt 

Menetapkan' 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUDLlK INDONl::SIA 
I~OMOR 7.6 TAHUN 1984 

TENTANG 
P'ENGAMPUNAN PAJAK 

PRES!DEN REPUDLlY. iNDONESIA, 

a. bahwa dengar. Undang-Undring Nomor 6 Tnhun 1983 tentang Ketcntu
an Umum dan Tata ellra Perpaj"kan, Undang·Ulldnng Nomor 7 Tuhun 
'1983 tent3ng Plljak Penghasllan. dnn Undang·Undang Nomor 8 Tahun 
1983 tentang ?ajak ?ertambahim Nllai Barang dan Jllsa dan Pajak Pen
jualan atas B<lran~·Mcwah. tr.lah dic[ptaknn sblel;' perpajak:in baru sun:1 
meningkatkan perMl serla mcsynraknt dalam pembio.yaan ncgara dun 
pembangun<ln "asioncl ; 

b, bahwa untuk melaksan<lkan sistcm perpajnknn burl! Icr!\chlll (\clIg:1I\ h.dlr 
dipcrlukar. ~::Ia!lya p:mskal tol;tk ynng bcmih bcriall(Jaskall kCjujurllll <lall 
~buknan dEi masyar~ .. ; - '-. 

c, ' ''Hlhwa dillam rangka 'llpaYll untuk mcncnpai hal tcr:;c 'l)ut di ill(ls, di-' 
pand<lng PCrlll IIlltuk mcmberikiln pcngnmpun:1Il di bitlan~ pl!rpiljak'lI\ : 

Pas<l1 4 nYilt (\', Un~i;tllg-Undang Dasar 1945 ; 

~! E M Li T U S K A N 

KEPUTUSAN Pi~t:SID.EN REPUI3L1K INDONESIA TENTANG PENGAM
PUNAN PAJA"!< 

P:tsal 

(I) Wajib l'nj::l:, orang pribcdi alml badall den~all llama ' dan da~a'm benlllx 
, <lpapun bai!< yang telah m:lupun yang bclllm lenlartar ~cbagili Wajih 

Paj<lk dibcri I\c.scmpatnn lInlllk mcnoapatkall pcnS:lmplInan ,pnjak. 

(2) Pengampunail pajak scbagalrn<lna tlimakslld dalam ayat (I) diberikilll ,t:~s 
~ajak-paj<lk y<!ilg l~cllllll pernah alau b~llIm scp~nllhny;) dikenilKiln alm~ 
dipunSlit SCSll.,i dcngan pcraturiln pcrundallg-lIn<lnn~all ynng hcrlllKll 
yans tcrdiri d::ri : 
a. Pajak Pcnc1apatan al<ls pcndapatnl\ yal1S diperoleh d:llalll tnhun pnjak 

1983 ct~i' scl)elumilyn ; 
b, Pujak K:!knyaan nlc:s, kckayaan yang dimiliki paun langgal 1 Jnm.luri 

1984 (\"n sebclumnya ; 
.c, Pajak ?crso!Tonn alas Inta yong oipcrolch unl.llll t:lhun plIjak 1983 

dan sc\)c\ulllnya ; 
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d. !':lj,," al :I:. 1\1111:!:I. I)ivid~·n. d:11I ROy:I!IY Y:~I!g I.~·rh\lt"ng alII$( lluni 
dividclI. dall ruyally yali~ dibayarkan :JI:HI JISC~ laka!) lIntuk dib:tya 
kall S:II11pai t:~II;;all tanc:~a l 31 D~·sl!lHbcl'.' 983: 

0: . MPO WJllll yang tl!rhutan:,t dill:tn\ tuhun 19~3 dan sl!l>clumnya ; 

r. P:Jjak PCllrjo:patan Ouruh (pPd. i 7u) yang terhutang da1am tahl 
pajak 1983 dall s~l>elumnya ; . 

. g. Pajak Pt:njll:ll:lIl y:1!l1:: terhut:Jn~ "',alum tahun 1983 dan ~ebelumny 

P:lSal 2 ' . 

(I) Pcr'syaratan yang harus d ip.!lHlhi oleh Wajib Plljak untll~ mcml<.patkl 
pcngampunan paj :lk ~dlliah : 

. <I . Mcndarlarkan diri pada !(:Jnlor Inspcksi Pujllk d:llam wilayah Waj 
Pesjak b(:ncn~J.l:Jt 1insgal al.au lh.'rkl!uuJukan, b:lgi yang b~.Ium m~r 
punyai rtO/l1(Jr pokok wU,iih pajak; 

b. MCllyam;1;;il::J1I Pc,IIY:Jta\l1l ll'rtulis mClIgi,!nai jCllis pajak dan ta'll 
p:tjak yitl~g dilll int:Jk,u: pl!n~<!lllplIIlUn; 

c ~h:ny;J:11(l"i !o:: 1I1 J"ilu( k~'k:ty;J :1I1 pcr I ' Janll:Jri 1984 yang ben 
\):Jgi W:ljib l';Jj:lk or;Jll:; pl·ih<.ldi yUlIg lidak I1lcllyl!il!llggar:Jkun per 

bllkuu'i ; 

d. Mcnya:r.p:..!I:all N\:r;Jcl 111':1' \ Jallll ,lri I t)84 y,lIlg bcnOJf ua::;i Waj, 
IJajuk or<lll~ prih .. t:i ya r,~ .'"cll)'ch.:ngg:Jrakun pcmbuku:J1l dan b;. 
Wajib i>a.i<lk lHH.li,n ; 

.: . ~lcngi~i Sur:1I P ':mbcriluhllanth':Il~ : :n scbcn~rllya Illcllgl!nui pcn~hasi 
:):1 IOJh\;'1 Il).~4 I>::gi \\' ,Ijib P;,j~I:·Pujuk Pi,!llgh:Jsiluli, kck:,yaan' \)cr 
Ji:lluar; 19;..;5 u:!gi W"jih PUj:Jk Prj<.l).: KcKayaall. pc. mlln~lIl:Jn/p 

motOI~ g:!1l PJj:J K 1\':l:,:Ii :: sii:ln t:!lllIll I t.J84 UUIl p<:mull~ut,1Il Paj: 
P<:njllal:tn ~L'rt<J P:Jjak Pl!rt :lml>ahall Nilui ,,[<.IS lhrung Jun Jusa lh 
P:ljak !) \: lljll:Jbl~ :,Ias Bar:!llg \In,<l11 y:JlIg Icrhlllt. n~ <.JuliJlll [ah~ 

19H4 ; 

r'. 1\'I~llgi:; i tkllg:11l 1>,:n:II' S\ lr:;1 1\'lllbcril,dlllall Ilh:, ' ~all:d Sl~,~.aI:t jl~ ll 

Jl;ljak !1 !l :lI:'; ..J::11 :lad :1 laltllll'lal1l1ll . lqHS. 19~6 t\:Jn :J~~7, 

t : ) l) :d~m hoi jH:rsy::r;I\;I:1 lascbul pada uY:j( (I) tid'lki c..Iip~nllhi. /lIa~ 
' .' 

Pas:t1 3 

(I) AI:JS p::j:Jk ·p<J j:.I: P i! :': Ill'll/Ill pCfIl:Jh al:JlI b..:lllill scp':nllhll),01 dikl'llab 
awu tliPlIll!;!1I1 ya ' ) ~ d iminl :: k:J1l P~' Il ! .' ; lillrlln:Jn p~.i:tk, "ik~' II'I ~.!n Il.'hu~ 
lkllgan t:Hip : 

:! I ~,i (S;: IU p': r :; ~' I!) \~ arl jllllll:!!1 i : d: : , ~'a ; 1I1 )' all~ di,i"dik .. 11 ~1 ! lSi:lr lItllli 
Illl.'ngilill'ng jll'lllal, JlJjok· YUill! dill\inlakan pl!ngaml'~J1an, b)1 
W:Jj ib [lajd. Y:JfI!! pada lallg::;)1 dil\!lapk:lllllya KCpulus~q Pr..:silk 
illi t \.' I ; ~J: :m'IlI:,SlIKkall SliPI 1\:lllbL' ritallllan Pajak 1\',.tlapat:1I 
Pajak r~' rs ... rr.l :l l! ~; dlllJ\ I \)H~ dan Paj:,k 'K'cby':i:tll l"hun 19~4: 
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h. 10% {sl!l'lIluh pcrscll) dari jumlah kckaynan yang uijadikan f.la~ar 
~'"tllk mellshit~r.~jul1lluh pajok ynng dimintaknn pcng:llnpuna.l, ha~!.i 
Wajib Pajak yang pada tnn2Gai dlletnpkollilya Kcp~\tusun Pr<.:siucra 
ini bclull' m~masuAkafl Sur .. t PCIl)bcrltahuan Pajak PeJldllplltlln/ 
Pajnk'PetseroJn til hun 1983 dan Pajak K(:~ayunn tahun 1984. 

(2) Jumlah kckayail!1 ytlng dijadikan dasar .untuk .mcnghltllIlG jumlah pnja'k 
yang dimintaknn pengampun~!l adalah sclisih jumlab kekllyaan bersih ' 
yang tercantum dal;:m danar kekayaan/neracl\ per 1 Janu:1l'i )984 
yang bcnar,: seb&t!aimana dimaksud (Jalnnt PlIsal '2 aynt (1) huruf c dan 
,huruf d dengan jllmlah kekaya~1l bcrsih ynnr. tercantum d2!am Surat 
Pemberitnhwlll Pajal< P.cndapatan/Pajak Perseroan tahuu 1983 dan 
Pajak Kekayaan t~hurl 1984', 

Pa~al 4 

. (I) Juml:lh kckaya::'11 :;cb:lgailll:l!l:l dilllaksud d"lalll Pusnl 3 :1)'.\1t (2) dilllasuk-
knn dnl:lm tnoual pcr'.lsahaall , ' 

(::!) Peningkatan modal saham scbngoi nkibat perlambah:m mounl pcnt~Jhnan 
. dibcbask"l1 dnri Uca Mt:lcrai Woodn\. 

(3) PCllnmballl\1l Ilil<li sllh:lm.i1~I' atoll :,ct\lh~t'iall saham baru kcpllda pc
l11egaJ1g ·.sahalll $Cba~ilj akibot pertotllbohnn modol perusohuan dibci.>:ls~ · 

. kan dan pcngenaall hijak Pcnghasilall, . 

Pns:ll S 

(I) Pcrnyalililn (\al,,111 rangka peng<lll1punan pajak sebng:limana dimabud 
dalam Pasal 2 il}l:ll (I) harlls dis3ntpnikon kc Kantor Inspcksi Piljak 
dalnl11 wilnY:lh Wnjib Pajak bcrtclnpat tinggal atau bcrkcdudukau, sc):"n
bat-Iambalnyn p:\:J:l l:ll1gg::1 ·31 Dcscmbcr 1984 . . 

(2) Pe.rtlyalaan scbq:,:lilH:ltl:l r.Iin1nl:s\lu d:ll'lli, ay~t (I) ynn~ cJisampnl\{un 
langsling oleh Wiljib !>ojuk kc J(;lt1tor Itlspcksi Pajak IUlrus diberi lamia 

. PCtlqill1i1illl, scc.J":illg.l,atl Y:lllf: dikirim dengan pos tcrcatat, rcsi pcngiriman 
di:lt1gg:lp scbng:li tCllllh bu:.:ti pCllcrima3n, ' 

Pasal 6 

J)al"lar kl.!kayal\n scbagaimalla ditllnkSlld dalam Pasnl 2 ayat (I) huruf c dar,. 
hllrllr d hunls disamyaik::ltl kcpatla KCI~ala Insp~ksi Pajak d;lIal1~ \VilaYilh ' I 

Wajib P;tjilk bcrtcmpat linggal otau berkedud\tknn, sclambat-lambntnya 
tanggal 3·1 Dcsembcr 198t1 discrt.,i l~ndil bukti seloran lI:tn~ tcbusun l\cbagai- , 
l11una uitctapkall dnlam P:Jsal 3, 

Pnsal 7 

(I) Wajjb Pujok yang mcbpor unlllk ml~ llll"putkan pCIl~:\lnpllllnn pajak at:\s 
p:ljak-pa,iak scbilga;111i:na dimaksuc\ uiilam Pi\s~1 I ilynl (2), dibcbal\kan 
dari pcnguslltan fi~k:l: . . 

'. 
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(2) Laporan tentullC k;:kaY:I:ln dnl:lm rangl<a p~"~ampunan pajlk tidak di 
jadikan dasar pcn},idikan dan penuntutan pl~ana dalam bcntuk apil(l\ll 
terhadap Waji~ Pajak. 

Pasal 8 
. , 

Bagi Wajib Pajak Ylmc ~edang ,dalilm proses pemeriksa"n untuk keperlu81 
perpajakan a~au ' W3jib Pajak yan;; dalam ~)roses penyidikan pada saat bel 
lakunya Keputusnn Pn:siden illi, .bilaIllana dan laporan penerik~an atal 

, penyidikan dimal<sud t'elah ~il<etah,uj jumlah pajak yang sl'i118rusnya t~, 
hutang, maka Uiltuk jl:mlah yang · teluh diketllhui tersebut ti 'jak dapat di 
berikiln pengampUilln pajak, ' .' 

Pll.!.ol 9 

lial.hal yang bell!!1l cllkup diutur I.;erkcnaan dengan pclaksanaan KeJ>~lusa l 
Presiden ini dil(Ur lebil~ lanjut olch Menteri Keuangan . 

Paso\ 10 

I 

KCPll( ~ ):lO Prcsic\cn illi mu\~j berllky pada tanggOlI ditetapkan. 

Agar sctiap orang mCo1getnhl1inya, mcmerintahkan pengundangan' Ke~:Jtusal 
'Presidel\ ini dtngan penempltnnnya dalam Le.mbaran Negara Rcpublil 
Indonesia. 

Dillnd:!J\gkan di J:! k :!rt::l 

pada 1:l1\ggal I S April \984 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 18 April 1984 

PRESIDEN REPUB~IK INDONESJA 

ted 
MENTE.RljSEKRETARIS NEGARA 

REPUBLlK INDO~ESIA SOEHARTO 

ttd . \ 

SUDHARMONO, S.H. 

!..EMUARAN Ni:GARA REPUULlK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 13 

Salillan seslIai dcngall aslinyu 
SEKR~TARIA'! KABINET RI 

Kel'ul3 Biro Hukum 
dan Pcrundang undangan 

B.~~!3Al\G KESOWO SH., L.L.M. 

!7 

Analisis kebijakan ..., Diah Novita, FISIP UI, 2006.



enimbang 

engingat 

KEPUTUSAN MENTERl KEUANGAN REPUDLlK INDONESIA 
'" ' NOMOR : 34S/KMIC04/1984 

TEN7ANG 

PELAKSANAANPENGAMPUNAN~AJAK 

MENTERI KEUANGAN REPUDLlK'JNDONESIA. 

I , 

a. bahwa unt\lk mcmberik:lIl kcpl\stiall hukllm. kemudllh:m 'dan kelancarc 
dalam pelakS<lnJilJ: PengJlIlpunan Pajak peril! adanya pengaturan menger 
tatu cara pclCll<s:Jl1aannY:l : 

b. bahwa oleh I<:m:,r.n ilu dipantiang pcrlu \lntuk m~ngatur hal tersebut 
ala~ uCllgiln K'~IHltil~:1Il Ml'llh'ri K~lIatl~nl\ : 

' 1. Kcplit \Ison Pr('~ilh'n NOlllor ,*S/M Tnhllil 1983 tcnt:lIl& Pcmbentuk: 
Ko\lil1l'l PCllIballJ;ull:ln IV.: 

2. Kcp\llilsan Pr~'!:idcn RI:I~lahli:. Illllctlcsia Nomor 16 Tahun 1984 tenta: 
Pl~n~aI1\IHlllal~ Paj;:k . Le:l1haran ;'-I\:t!ora T~,hlln 1984 Nomor t 3 i . ."" . . 

3. Kcplltll~:tn Ml'III~'ri K~'II;II'PI' l{c)1t1hlik tndoncsi~ Nomor 966/KM 
04/ 198.1 1~'I1: :j ll~ Faklllr Pl'l1jl'litl:ti:l11 ulltuk Penghttullcall P:ljak Per 
\J :1 S i 1 illI : 

~ 1 E i\1 U T U S K AN : 

I ' 

iCIH'lapkull' . ' KEPUTUSJ\N Mnrn:RI KEUA,NGAN TENTANG PELAKSANAJ 
PENGAl>IPUNAN PAJAK. 

. :. 

-~ . . 

. .... 

,,' 

P:lsnl 

(I) Pt:rnyalaol1 krl\llis ' yal\~ disampaikao,Wajib'Pajak dalam rangka pel 
san'<lan P<ls:Ji 2 uya\ (I) huruf b Kcputusan Presiden Nomor 26'Tal 
1984, ha'ru!; , mCtnll:ll tahun 1983 atau tahun-tahuh sebelumnya y; 

, berurutan ~3mpai ',.!l'ng:lIl 1983. ' , , . ' 

(2) Pernyataan tC:lulis seb:igaimaila dimaksud ~alam ayat (1) dapat 
sampaikan ' lehih ,hlhuh! tanpa menunggu seIesainya pembuatan D,,: 

, Kekayaan at&.u Neraca per I 1anuari 1984 sebagairilana dirnaksud da' 
Pas'aI 2 ayat (1) huruf c ' dan hurui d Kei>utusc.n Pre.c;iden Nomor 
Tahun 1984, I ' 

" , 

-~-~~--'-
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J 
• I 

, .:.)&.1 I " 

Wajib Pajak orang :1ribu?i y~n.~ memohon pe.ngam~unan, apabila selain 
nl~lI\punyai kekayaan pl'IbadJ Juga In.~mpunyal ke~latan usaha yang di
s~h:ngg:H:lk:m dcngan pcmbukuan. waJlb menyampalkan Daftar KekaYJan 
pribuui d:lIl Neraca perusahaan l>cr I J a~uari 1984. 

Pas'll 3 

(I) Duftur Kekayaao1 ::tau Neraca per 1 Januari 1984 yang benar sebag~
mana dimriksud dalam Pasal ~ ayat (I) huruf c dan huruf d Keputusan 
Prcsic.len Nomor 26 Tahun 1984 adalah Daftar Kekayaan atau Neraca 
yang. IllcnccrlllinKan kebenar:;n baH; jllmlah phisik ma,upun ,besarnya 
nila i. 

0) Nilai kckaY:Jan yang bau pa b:.lr~\ng !ak gorak per 1 1anuari 1984 adillah 
harga al:JU nila, pcroh!han paua S;Jat c.Iipcrolehnya barang tersl:but dik:l!i
kan dcngan fOlk lor (i,;nycsua i:Ill ' yang besarnya seperti dilentukan dalam 
Pas:!1 2 Keputus'iln Mi!Jllcri KCllangan Nomor 9~6/KMK.04/1983 .. 

(:l) Nilai kck:Jyaan ya,ll; I:~rupa haria g~rak acialah hargll atnu nilai pert'leh
:111 pada sa:!l dipcrolcl,nya h::rl:! lCrSl!l.HJI. 

Pas:!1 4 

Yang dimaksuu dcngan 1l'I\:11';ISI Surat j-'cmbcrilohuDn dcngan sebenarnY3. 
scbagaimana dim:!l:slld dJI:!m Pasal 2 ayal (I) huruf e dan ~uruf f Kepulusan 
Presiden Nomor 26 Tahun 1984, ~dlliah monabi Sural Pembcdlahuan Masa 
m:.Jupun Sural Perr,beritahu:ln Tahunan untuk tllhun J984, 1985, 1986 
d:.Jn 1987, bcrdasarJ.:an ke<idaan yang scoenllrnya sesuai dengan ketC!nluan 

I perundang-undangan pcrp~j!!k:.Jn YQ"~ berlaku. 

Pasol 5 

(I) Sural Pembcril:lllu:J!1 diangg::p jugi.l lclah dimllsukk.an scba~aim3nJ 
diJllak~ud dal:!Ol Pasal 3 ayal (I) hurur a Keputusnn Presiden Nomor ~6 
Tahun 1984, :)pai;ila lid:.!; c.limasukkaJinya Sural Pemberita~uan yang 
b<:rsangkulan i~u a/j;;la~ b(!rd!!sarkan sura'! parsctujuan penundaan ' yang 
dibcrikan oleh Kcpai'-! Inspc:;'si P:.Jjak yang berwenang. (!an MPS al;hir 
yang disY:Jr:Jlk:.Jll 0!..:11 ~:cPi!1:! Illspc:ksi Pajak yung bersangkulan Iclah 
lUll3S [iaua 1:.Jllgg<J1 31 :-':arct 1984 , 

(~) 13agi W:.Jjib Pajak png belt'n) berkcwajiban untuk memasukkan Sural 
Pel1locrit:!huall p:Jua SJui uilt:lapk:.Jnnya KCPUIUS:J1l i>rcsi:Jen NOP-Ior 
:!(, T:.Jhull 1984, brCIl<! lahlln bllku wajib pujak icrscuut berukhir setelilh 
t;oIiggal 31 Dc~embcr 1983, Surat Pcmberitahuan diang~ap sudah di
masukkan apilt.lICJ Sural Pembc:rilnhuan tersebul sudah d,imasukkan sc
lambal·iiJmbnlr.ya 3 bulan )elel:Jh berakhirnyu tahun buku yang ber
sangkulan d:.Jn MPS :.Jkhir yang tcrhutang lelah dibayar lunas sebelum 
Sural Pemberilahu:lJ: dimasoJi<kull. 
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. (3) :Kewajiban pcnYJmpaian Nera~~.lh:r. 1 Januari 1984 seba~3illlai\~ di. 
, maksud dalam Pasal 2 ayat (I) hllruf d Keputllsnn' Presiden Nomor 26 
.. :, Tah~n 1984 berlak·\.j pula bagi Waji\) Pajak yang tahun pembukuannya 
.L:. tidal< silma dengan tchun takwim. ' . 

. PasJI 6 

Tanda bukl scloran liang lcbusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
'Keputusan P. :sidcn NomOI 26 Tahun 1984 adalah semua tanda bahl yang' 
menunjukkan hahwa uailg f busan lelar. dibayar !unas. 

?:LSal 7 

Lapora'n pcmeriksaan sl:u t ~aimana dimaksud dal:lm Pasal 8 Keputusan 
Presiden Nomor 26 Tahun f984 a(~alah laporan p~Jl1eriksllan yanG tclah di· 
tandalangani ot'eh pejabal yang diberi wewenang untuk itu, illlah Kcpala 
Inspcksi ~ajak" Kepola .l3idi\ng Pemcriks:lan BlIkll d:1O Pellgusut;1n, Kepala 
Sub Direkloral Pcmerihaan [juku dan Kepala Sub Direktorllt Pengusutan. 

P:'Isal 8 

Bagi Wajib Pajak yang mcmohon pengampl.:nan dan menSlljukan permohon· 
an pcngcmualiJn kc!cb:llan pcmu:lyaran pajak mengcnai tahlln .pllj~J<·lahull 
pajak yaros (~ i mohonb~ p::llgampullan, perryleheniln pcngcmbanan kc· 
Icbih:!11 pcm~:li';.!ran paja\..~ya :lll balal, kccuali : 

a. paua S;!Jt bcr!akunYJ Kcpulusan Presiden Nemer 26 Tahull '1984 tel;lh 
dilcrbitbn Sur:!l i(cplllu~an Pcngemualian Kelebihan Pcmbaynfan Pajok, 
al:\u 

U. dalarn hal pcrmohoil<J1l ;)cn~cnu:dian kc!~bih:lll pcmQayanlll mcngcll:li 
plIjilk yang scbenarnya I id"k ler!llItnng. 

" 

-0 .' 

Hal-hal yang beilim cu:,,~;p dialur daJan~ Kcputusan ini ·akan diletapkan 
terscndiri . 

P:lsnl 10 

Pelaksanaan Kcpullisan i. li di~lur lebih 1:l:'\jUI oleh Direktur lcndcral Pajak. 
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1':.15:11 I 1 

!\cputusan ini lll'Uili berluku pad:! lar.l:l.!ui 18 Apri ! 1984. 

Asar seliap {IranI; mcng.ctal~uinya, m~maintahkan pen.8umuman Kepul' 
ini: dengan pr.nelll~alan;lya o;!iam Denta Negara Repubh.k Inqoracsia. '. 

5 J . 

Ditetapkall di : I J A K A R' 
Pa9a tallggai . 27 April I: 

M~NTE RI KcUANGAN 2 i 

J.B. SUMARLlN ' 

.. 
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Menimbang 

RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLlI< INDONESIA 

NOMOR TAHUN 2001 

TENTANG 

PENGAMPUNAN PAJAK 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA. 

PRESIDRN REPUDLIK INDONESIA, 

a. bahwa bcrdasarkan sistem s<:lf assessment, Wajib Pajak diberikan 
kepeicaY:lan untu:: meloksanakan hak dan memenuhi kewajiban 
perpnjakan s~suai dengon pcraturan perundllng-undangnn .yang 
berlakli, dar. fungsi Fiskus adalah untuk memb{na dan mcngawasi 
pclaksanaan kcwajiban perpajaklln tersebut; ; . 

b. bahwa berdasrorkan kenyataan masih banyak Wajib Pajak yang 
belum seperal1hnya memcnuhi kcwajiban perpajakan scbagaiman .. 
meslinYl dall di luin pihak masih li.!rbatasnya perolchan dala-dala 
jerkaitan dengan hlmbatan-hambatan yuridis; prosedural dan lain
lainnya sehingga fungsi pengawasan belllm dapat dilaksanakan 
sl!cara maksirnal; 

c. bahwa mulai SlIrat Pemberitllhuan Tahunan Pajak Pcngh:\silan 
Tahun Pajak :lOOI, Wajib Pajak disamping w:tiib melaporkan 
penghasilannya. juga wajib melaporkan harta dan kcwajiban scsuai 
dengan undang··undang yang berlaku, sehingga unlllk menjaga 
kebenaran lapo;an harta tersebut diperlukan pangkal t,,~ ~ ~ y""g 
jelas berkaitan den~an harta yang dimiliki Wajib Pajak; 

d. b~hwa berdnsarkan pertimbongall sebagaimana lersebul di alas. 
agar lerdll;lul pilngkol tolnk yang jclas bcrknitlln dcngnll 
pelaksanaan kt-wajiblln perpajakan Wajib Pajak sebasaim:mn 
mcslinya dnn ~r.luk dopat dilnksanakann~/n pcnSlIwnsnn y.\O~ 
bcrkelnnjulnn au\s pclaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak 
lersebul serta ml!nunjuk pada pengalaman sclnma ini. pcrlu 
Illcncl.\pknn Undnng-undnng lClllllng PcnS3mpunan P"jak; 

I . Pasa! 5 ayal (1). Pasal 20 lyal (2). dan Pasal 23 aynl (2) Und.ug
Undang Dasar Negara Republik IndonesIa Tahun . 1945 
scbagaimana tclah diubah dcngan Pcrubnhan Keaua Tahun 2000; 

2. Undang-undnng Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketcntllan Umum 
dan Tata Cara PClpajakan (Lembaran Negara Rcpliblik Indonesia 
Tahun }983 Nomor 49, Tambaholl Lembaran N.egara Nomor 326.2) 
seba~laimam. te!ah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 
16 T~hun 2000 (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2000 
NomoI' 126. Tambahan Lembaran Negara ~omor 3984); 

, 
,. 
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Menetapkan 

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 len tang Pajak Pe h . 
(Lemb~ran Negare Republik Indonesia Tahu'n 1983 N~~Oaslb . 
Tambahan Lcmb(\r2n Negara Nomor 32(3) sebagnim" r S<I 
. kh ' dUd d • .. na te41 dlubah tera .Ir engan nang-un ang Nomor 17 Tah 2()(), 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No~~r 12 ' 
Tambahan Lembaran i'Jegnra Nomor 3985); 1 

4. Undang-undang No:nor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahz 
Nilai Banmg dan Jasa dan Pajak Penjua1an Atas Barang MC'Nl 
(Lemb&rnn Negara Republik Indonesia Tah,:!n 1983 Nomor SI 
Tlimbahan Lemba~a'1 Negara Nomor 3264) sebagaimllna tebi 
diubah terakhir d:ngan Undang-undang Nomor 18 Tlhun 200 
(LtmbarCl.n Negarc: Republik Indonesia Tahun 2000 Nemor \2J 
Tambr,ha'n Lembaran Negnra Nomor 3986); , 

'5, Undang-u!ldar.g t\omor 12 Tahun 1985 ten tang Pajak Bumi {; 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia TlIhun 19'a 
Nomor 68, Tarr:bahan Lembnran Negara Nomor 331: 
sebaeaimana Lelah diubah dcngnn Undang-undaag Nomor I 
Tahun 1994 (Lembaran Nega~a Repllblik Indonesia Tahun I ~ 
Nomor 6L, Tambahan Lembaran N~gara Nomor 35(9); 

6, Undang-undang NC1r.10r 21 Tahun 1997 lenlang Bea Pcrolchan H: 
atas Tanah dan Bnr,gunan (Lembaran Negara Republik Indonc! 
Tahun \997 Nomo: .i -i , Tambahan Lembaran Negara Nomor 368 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 
Tahun 2000 (!..e:llbuan Negara Republik Indonesia Tahun 2() 

Nomor 130, Tamuar.en Lcmbaran Negara :-.Jamar 3988); 

D<:ng:lr, Pcrscllljllall 

DEWAN PERWAKIL.l.1\! RAK':' AT REPUrJl.IK I~DO:--':ESl:\ 

MEML'TUSK.:..N : 

Ul\'DANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK. 

Pasal I 

(\) Wajib Paj::k yang telah maL!pun Yilng belum mcmiliki N~n 
Pokok W"j ib Pe.;ak dan atau dikukuhkan scbaglli Pcngus; 
Kena Paja!.: da~J2t r.1engajukan pcngampunan pajak. 

(2) Penga:npunan pc:jak sebagaimana dimaksud dafam ~y3t 
diberikan alas pejek-pajak yang terutang y3n~ belum pemah I 
belum sepenuhn)'a dikenakan at au dipungut atClu dipotong s~ 
c!engan peratur4:m perundang.undangan perpajakan yang berh 
tcrdiri dari : 

a. Pajak Penghasiian ynng terulang dad 1 Januari 1991 sarr 
dengan 31 Desember 2000. 

b. Pajak Pl!nghasilan Pasal '21 yang terutang dan 1 Jonuan 1 
sampai dengilr. 31 Desember 2000. 

c, Pajak Penghc1silan Pasal 22 yang terutang 'dari 1 Januari 1 
sampei ~enga1 31 Desember 2000. 

d. Pajak Pengh <tsilan Pasal 23 yang terutang dari 1 Jnnuan I 
s~mpa i d'!n~u : l 31 Desember 7.000. 
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c. Pajak Pcnghasi;an Pasal 26 yang terutang dari 1 Januari 199\ 
sampai dl~ngan 31 Oesembcr 2000. . '. 

f. Pajak Pertambah"n Nilai yang terutang dari 1 Januari 1991 
sampai dengan 31 Desember 2000. 

g. Pajak Penjuaian at as Barang Mewah yang terutang dari 
Janllari 1991 sampai dengan 31 Desember 2000. 

h. Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dari 1 Januan 1991 
sampai dengan 31 Oesember 2000. 

I. Bea Perolehan Hak at as Tanah dan Bangunan yang terutang 
dari 1 Ju!i 1998 sampai dengan 31 Descmber 2000. 

Pasa12 

(1) Dasar pengampunan pajak ada1ah kekayaan ncto pada tanggal 31 
Desember ~OOO yang berasal dan penghasiJan yang beium 
dikenabn pajak. 

(2) Kebyaan neto s'!bagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalilh 
jum\ah ke.kayaaJ'! dikurangi dengan utang pada tanggal 31 
Desember 2000. 

Pasal3 

Wajib F?jak yang mengajukan pennohonan pengampunan pajak 
diwajibhn membayar lIClng lebusan sebesar: 

a. 10% (sl!puluh pers~n) dari dasar pengampul\an pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 bagi Wajib Pajak yang pada tanggal mulai 
bcrlakunya Undang-undang ini telah memiliki Nomor P:·!,ok 
'.Vajib Pajak. 

b. 20% (dua puluh persen) dan dasar pengampunan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2 bagi Wajib Pajak yang pada 
.3Jlgga1 . mu1ai bcrlakunya Undang-undang ini belum memiliki 
~omor Pokok Wajib Pajak. 

Pasal4 

(I) Terhadap Wajib Pajak yang mengajukan pengampunan pajak 
tidak dilaku!<an: 

a. pemeriksaall pajak atas pajak-pajak sebagaimana dimnksud 
dalam Pasal \ ayat (2), kecunli sebagai'1lana dimaksud dalam 
Pasal7; 

b. ?1';r.yiJ!v.nn tinl!:>k pid<\na qi bid"ng p~':Pajak"ll at as pajak" 
p<'jak sebaga:mana dil1'l~lcslld da1am Pas~l 1 ay~t (~). 

(2) Dokumen dalam rangka pengam'punan pajak tidakdijadikao 
dasar dan atau ~cbagai alat bukti Renyidil<an dan penuntutan 
pidnnn. 

(3) Dokumen dalall1 rangka pengampunan pajak tidak dapllt 
diberikan kcpada dan atnu digunakan oleh pihak lain. 
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I 

I 

Pasal5 

(I) Persyaralan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak unluk 'd ' 
diberikan pengampunan pajak adalah: ap. 

, 
Ii. mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilay 

keljanya melipull tempat tinggal atau temp at kedUd~ 
Wajib Pajak. bagi Wajib Pajak yang belum mempuny. 
Nomor PrJkok Wajib Pajak; • 

b. menyampaikan ,permohonan pcngampunan pajak secar 
tertulis; 

c. menyamp3ikan surat pemyataan lidak akan rr.engajuQ 
keberatan, banding,. guga~a~. per;nohonan pengurangan alll 
penghapusl'.n sankst admtnlstrast. permo!'tonan pengurang2J 
atau per:lbatalnn ketetapan pajak yang tidak benar, dan ata 
peninjauan k~lnbali. atas pajak-pajak sebagaimana dimaJcsu; 
<.Ialam Pa~:l\1 1 I'.yat (2); 

d: menyampi1ikan surat pencabutan atas keberntan, ban<hn6 
gugatan, pemlononan pengurangan atau penghapusan sanks; 
3dOlinistrll.si, pennohonan pengurangan atau pembatalu 
kctetapar. pajak yang tidak benar. dan alau peninja\W! 
k(;mbali, alas pajak-p~jak sebagaimana dimaksud dalarn 
P2.sal 1 ayat (2) yang belum mendapat keputusan; 

e. melunasi seluruh tunggakan pokok pajak. 

(2) Kcrugian fisk;!1 fa1npai dcngan Tahun Pajak 2000 yang belum 
dil1kukan kOI:1pCnS2Si kcrugian. tidak dapat dilakuki.1 
komp~nsasi. 

(3) AIlS kelcbll~an p~'mbayaran pajak untuk Tahun Pajak 1!,~! 
s:I:11~ai ccnpn T:lht.n Pajak 2000 yang beilim dikcmbalikan. 
lid<!k d!l?J\ ciocri ''': ~!1 pengembaIian. 

(4) Pem1Ohonan pengnmpunan sebagllirnana dirnaksud dalam a),,1 
(1) dilampiri dcnE:\n: 

a. Daf1:lr kckay .. an yang benor scsLlai kcad~H\:l pada tanssal 31 
Descmbl!r 20[)0 bagi Wajib Plljilk orang pribadi; 

b. Hcraca yang benar per 31 Dcscmbcr 2000 bnsi Wajib Pajak 
hadan dan belltuk usnha tetup: 

C. Tnnda bukli po! iunasan UQIlS lebllsnn . 

(5) P:mlohunan pengampunan pajak schagaimana Uitnilkstlu dal:un 
ayal (1) harus di~ampaikan ke Kantor Pclayanan Pajak yan~ 
wilay"h kerjnny" meliputi tempat tinggal atau temp lit kedudukii 
Wajib Puj'lk: pal ing lambat tanggal 31 Desembcr 2002. 

Pasal6 

Pennoh0nan beserla brnpirannya sebagaimana dimaksud dalam PaSl\ 
5 yang disnmpaikan langsling oleh Wnjib Pnjak kc Kantor Pcln~~n.ll\ 
Pajak hatus diberi tanoa bukti penerimaan. sedangkan yang d .. ~tnm 
melalui Kantor POS dengan kilat khuSlIS, Janda bukti pengtnm11l 
dianp,gap sebagai t~ndn bukti penerimuan. ' 
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Pasal7 

Apilbila da!am jangka waktu 5 (lima) tahun sete!ah tangga! 31 
Desembc. 2002 dikC:lahui bahwa Wajib Pajak yang mengajukan 
pengampunan pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
da!am Pasa!5 ayat (1) dan ayat (4), maka pengampunan pajak menjadi 
bata! dan terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan sesllai dengan 
ketent~an peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Pasal8 

Apabila pada s,'at berl.kunya Undang-undang ini Wajib Pajak sedang 
dalam pro5es perneriksaan untuk keperluan perpajakan a·.au dalam 
proses penyidikan, WI'Jib Pajak tidak dapal diberikar. pengllmpunan 
paj<"k untuk tahun pajak yang sedang diperiksa atau disidik. I 

Pasal9 

Ketentuan pclaksanafon mengenai pengampunan pajak bcrdasarklln 
Undang-undang ini dilnur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasall0 

Undang-undang ini mll!ai berlaku pada tangga! diundangkun. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-undang i:li cC:1gan pcnempataMya dalam Lembaran Negara 
Repuulik Indolle~ia, - . -

Diundangkan di Jakarta 
pada tangga! . 

Disahkan di Jakarta 
pada tallggal 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

MEGA vi ATI SOEKARNOPUTRI 

SEKRET ARIS NEGARA REPUBUK INDONESIA, 

BAMBANG KESOWO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA T AHUN 2001 NOMOR .. ' ~ .. 
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I 

PEN.JRLASAN 

ATAS 

UNDANG-'UNDANG ,REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR TAHUN 2001 

TENTANG 

PENGAMPUNAN PAJAK 

1. UMUM 

Dalam rangka mewujudkan cita-cita refonnasi ke arah suasana baro yang 
menempatkan supremasi hukum rlalam berbagai aspek kehidupan bernegan, 
diperlukl\n pangkal tolak kcterbukaan dan kcjujuran sebagai dasar unM 
meningkatkan kesadaran hukum semua komponen yang terlibat dalam kehidupill 
bemegara. 

Pajak sebagai kewajibau ker.egaraan merup:\kan salah satu komponen utarm 
dalam pembiayaan kchidupar, bemcgara yang dalam pelaksanaannya memcrlukv 
kejujuran dan keterbuhan sesuai I!engan sistem self assesment yang diberlakuhl 
niulai reformas: perpajakan tahun 1983 yang membetikan kepercayaan kepad. 
Wajib Pajak untuk meng!iitlJng, memperhitungkan, menyetor, dan rr,eiaporkll 
pajak yang terut:m8 sesuai dengao ketentuan yang berlaku. 

Namun disadari cialam pelaksanaannya masih ada scbagian anggota masyaran 
yang belum sepenu!U1ya mclabanakan hak dan kewajibal'} perpajakan sesU! 
ketentuan yang berlaku . Hd ini antara lain disebabkan karena terdapatn)~ 
perbedaan tingkat kesc:daran hukum dan tingkat pengetahuan anggota masyarah 
dalam memahami kelentuan perpajakan. Selain itu ada sebagian anggot 
masyarakat yang denzan seng3ja kurang mematuhi kewajiban perpajakan karea 
berbagai sebab, yang ;lada akhimya bennuara pada rendahnya tinr.kat kepatuh2.: 
Wajib Pajak. Dj sisi lain data-data y~ng diperlukan oleh Fiskus dalam ransi: 
melaksanakan tugas nntuk membina dan mengawasi flelaks~naan kewaj~ 
perpajakan Wajib Pajak masih terdapat hambatan yang~ bersifat yuridi~ 
prosedural, danlain-l<.irJ1ya. 

Dalam Pasal ol angka 10 Undang-lIndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kelentul! 
Umum dan Tata Cars Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengs 
Undang-undang NomoI' 16 Tahun 2000, pengertian Surat Pemberitahuan teh: 
diubah sehingga mencaku~ kewajiban untuk melaporkan penghitungan dan l Ui 

pembayaran pajak, (\bjek pojak dan atau bukan objek pajak dan atau harta d:::; 
kewajiban, menurut ketentuan pl".raturan perundang-undang~" perpajakan. oat!.. 
ranr.ka mendorong Wajib r-ajak unl' lk me\aporkan harta ~an kewajiban r- r
b~~ar dalam Surat Pemberilllhuan, pcrlu suat\.! ti~ik papgkal 'yang j~las ' meng~ 
~q~llra.n Wajib Pajak sehingga uapat dikfl,ahui pertamb~an k,;kayaan WI 
'_jaIC ,ecara oerkesin:lmbun.an. . 

Untuk mempero\(:h pangkal tolak tersebut di atas, rnaka perlu untuk mcmben1;: 
kesempatan kepada sC;\uruh Wajib Pajak baik yang telah maupun yang bel 
terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan se? -
Pengusaha Kena Pajak, deal! belum sepcnuhnya memenuhi ketentuan perpaJ . 
untuk mengajukan pennohonan pcngampun~m pajak sehubungan dengan ~a 
pajak yang terutang dari i Januari 1991 sampai dcngan 31 Desember l ()il 
pengan demikian mulai Tah:!n Pajak 2001 Wajib Pajak dapat me\aksan~ 
~~ajiban perpajakur. cengan bl!nar tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang ber 
p~ngan kewajiblll\ perpajakan sebelumnya y~J1g telah mendapat penglmpunan. 
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Bagi Wajib Pajak y;:mg mend:lpalbn pengampunan pajak dibcbasknn dnri 
pe?gu~u~an. fiskal dan I~po~an yang h~rkaitan dcngan pennohonan J:.engampunan 
pajak 1m tldak akan :1IJadlkan dasar penyidikan dan pcnunlulan pidana dalnlO, 
bentuk apapun terhadapnya dan tidak diberikan kepada dan atau digunakan oleh 
pihak lain. Mengingat pengampunan pajak ini merupakan hal yang sang"t 
prinsipH maka bagi WajiL Pajak yang membenkan laporan yang lidak benar 
dikenakan sanksi yang bera!. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal l 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan Wafb Pajal< adaJah \,/ajib Pajak orang pribadi, 
Wajib Pajak badan, dan Wajib PajQk benluk usaha tetap, yang: 

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan tclah dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak. 

2. Memiliki Nomor Pokok 'v\'ajib Pnjak. telapi belum dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak. 

3. Belum memiliki Nomor ?okok Wajib Pajak. 

Ayat (2) 

Cukup jel<.s 
I 

Pas;,12 

Ayat(l) 

Kekayaan ncto yang rnenjadi dasar pengampunan' j>:ljilk adabla jumlah 
seluruh kekayaan yane b~nar sesuai keadaan pa~a langs.d J I Dcscmbcr 
2000; dikurangi de ngan kekayaan yang berasal dan pcnghasilan yan,; 
sudah dikenakan pajak dan alau dari penghasilan yang bukan objck pajak. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasa13, 

Hurufa 

Cukup jelc:s 

Hurufb 

Cukup jelas 

Pasal4 

Ayat (1) 

Cukup jclas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Dokumen dalenl rangka pellgampull,n pajal' tida;{ dapai ~iberikan kepjida 
dan atau dignn<,.kan oleh 9ihak lain, .~mlas~~ aparat fungslon,l. 
Tennasuk da!em pengertian tidak dap.tdiberikan a~alah. tidak dap~t 
diperlihltkall, jisampaikan secara I"an, di~lrifTl meialul me~la elektroOlk 
"t"'lnun dib( :ri\:lhuk~n dengan cara din dl\l~rn ~entuk apapun.' 
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Pasal5 

Ayat (1) 

Hurufe 
Cukupjelas 

Hurufb 
Cukupjelas 

Hurufc 

Yang dimaksud dengan gugatan adalah gugatan yang berkaitan deng211 
masalah perpajakan yallg diajukan baik ke badan peradilan pajak, 
Peradilan Tata Usahl\ Negara. maupun ke Peradilan Umum 

Hurufd 

Yang dimaks\;d dengan belum mendapat keputusan adalah: 
a. keberatan, permohonan pengurangan at au penghapusan sanlc!i 

administrasi, dan pe,nnohonan pengurangan at au pemhtaJan 
ketetapan pajak yang tidak benar, yang belum diterbitkan 
keputusan Direklur lenderal ~ajak . 

b. banding atau gugatnn. yang putusannya belum diucapkan dalam 
. sidang b2dan peradila., yang bersangkutan. 

Hurufe 

Wajib Pajak yang mempunyai lunggakan pajak wajib melunasi 
tunggakan pokok pajak sebelum mengajukan pengampunan lennasuk 
Wajib Pajak yang telah mendapat izin untuk mengangsur atau 
mennnda pelunasan utang paja!:nya. Dengan demikian Wajib Peja.\ 
tidak diwajibkan lagi melunasi sanksi administtasi berupa bunga. 
denda. dan kenaikan. se:1a bunga penagihan. . 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 
o 

Yang dimc:ksud dengan y.elebihan pembayaran pajak yang belum 
dikembalikan adalah kelcb ihan pembayaran pajak ;ang pada SOlai 

mengajukan ptngampunan pajak belum diterbitkan , Sural Perintah 
Membayar Kelebihan Pajak. 

Ayat (4) 

Hurufa 

Bagi Wajib Pajak or;\ng pribadi yang menyclenggarakan pcmbukuan, 
selain ;nclampirkan danar kekayaan yang _ benao: juga waji'= 
melampirkan Neraca yang uenae per 31 Desember 2000. 

Hurufb 

Cukup je!f1s 

Hurufc 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

Pasal6 

', Cukup jelas 
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Pasal7 

Dalam hal pengampllnan pajak menjadi batal maka uang tebusan yang telah 
dilunasi tidak dapat dimohonkan pengembalian at au pemindahbukuan. 
Terhadap Wajib Pajak dilak\!kan pemeriksaan pajak dan apabila ditemukan 
bukti permulaan tentang a.dar.ya tindak pidana dibidang perpajakan, maka 
dilakukan pemerik';(l.an bukti p(;rmulaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti 
pennulaan dapat diteruskan kc tingkat penyidikan tindak pidana di bidang 
~ajak~ . 

Pasal8 

Cukup jelas 

Pasal9 

Cukup jelas 

PasallO 

Cukup jelas 

T AMBAHAN LEMBARA,.N NEGARA REPUBLIK rNOONESIA NOMOR .......... 

--
Analisis kebijakan ..., Diah Novita, FISIP UI, 2006.
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Menimbang: 

RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG REF'UBLIK INDONESIA 

NOMOR TAHUN 

T£NTANC 

P~NGAMPUNANPAJAK 

DENGAl'~ ~AHM:\ T TU:1A N Y ANO MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

a, Sala!> :;atu slImber -:lanD pl"r.1blln~u.nIU· niUi(ll\~1 Itillma ini br: rasal oari Sd',lC'r perpaju 
sC'bagnimar.J te!oh C!ialur dalam pl!ratur'an pl\f\lndQnG'Llndlltl~lIn bidOrlC pcrpajakan. 

,b. Bahwa perar, masyarakat dalam memenuhi kllwajlbllll !)Illl'ajakanllya perlu teros dibina dea, 
:nendorong !:esadaran, pemahaman (ian penghaYlllsn. bahwB pajak ' adaJah sumber UlaI' 

pembiayaan I:egara dan pembangunan na$ionaJ, 'dan merupakan salah satu kewajiban kenepru 
sehingga seti .. p warga masyarakal wajib berperan aklif daJam melaksanakan !>enJiri kewajibl 
perpajakan 

c. Bahwa selama ini temyata masih terdapat tidak maksimalnya pemungutan pajak yang dipu 
, dari para wajib pajak, hal ini bis3 ter jadi karena :idak belum dipahaminya peraturan perpajWi 
juga karena belum maksimalnya pemungutan pajak. 

d. Bahwa berdasark(!~ pertimpangan sebagaimana dimaksud ualam huruf a, b, c, maka perlu dl 
,Undang-undang tentang Pengampunan Pajak, 

Mcngingat: 

I . . Pasal 5 ayat (I). Pasal 20 dan r>asa! 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 . 

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Pengh".silan (Lembaran Negara Tahun 191 
Nomor 50). sC:bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200 
(Lembal an ~egara Tahun 2000 Nomor 127). 
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DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUllLIK INDONESIA 

DAN PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

:tapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK 

G 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

III Undang-undang ini yangh dimaksud dengan: 

, .. 

IVajib Pajak adalah orar.g prioaoi at"u badan yang menunJl keteniuan peraturan perundang

~ndangan pcrpajakan yang berlaku, ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan; 

Badan adalah perseroan terblltas, perseroan komanditer, badan usaha milik Ncgara, atau Daerah 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, po!rsekutuan, perseroan atau perkurnpulan lainnya, fuma, 

~ongsi, perlwmpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usrha tetap; 

Kekayaan adalah penjumlahan ak!iva berwujud, aktiva tidak bt:rwujud yang dimiliki se.;ara sah 

oleh wajib pajak yallg berada di wilayah hukum Negara Kesatu .. n Republik Indonesia dan atau di 

ar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam satu tahun pajak: 

Kckayaan bcrsih adalah jumlah scluruh aktiva dikurangi scluruh kcwajiban ynng dimiliki oleh 

~ib pajak dalam satll tahun pajak: 

eraea adalah laporan pembukuan yang menunjukkan posisi keuangan perusa!:aan pada· akhir 

:riode akuntansi ; 

emerintah adalah Menteri Keuangan atau dcngan llama lain: 

ang tebusan adalah sejumla ~ l uang yang wajio disetor oleh Wajib Pajak yang tcl.ah IIlcndapalk;.n 

:::::ilitas pcngampunan pajak k'; kas negara. bank persepsi atau kantor pos: 

..I1gampunan paj",k adalah fasilitas perpajakan vang diberikan kepada Wjljjb Pajak, karcna Wajib 

: ak belum atau bclum sepenuhnya j·.lelunasi pajak pcnehasilan sesuai dCtl,gan peratur:m. 

: undang-unda!lgan perpajakan yung berlaku, -
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BAB II 

SUBYEK PENGAMPUNAN PAJAK 

Pasa12 

(I) Subyek pengampunan pajak terdiri dari .Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak uadan, b~ 

yang belum maupun yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. 

(2) Subyek pengampunan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) diberikzn 

kesempatan untuk mendapatkan fasililas pengampunan pajay;. 

BAB III 

OBYEK PENGAMPUNAN PAJAK 

Pas!!,1 3 

P~ngampunan pajak dibcrikan alas pajak p~llghasilan yang belum alau belum sepCriuhnya dilunasi old 

Wajib Pajak sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan perpajakan yang berlaku. yang di~3sarka.~ 

pad a jurnlah kekayaan atau jumlah kekayaan bersih Wajib Pajak. 

Pasal4 

(I) Jurnlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk mcnghilung jumlah pajak rllng 4irnintakar 

pengampunan pajak olel: Wajib Paj ::k orang pribildi y<:"ng tidak menyelcnggarakan pembuk~{~ 

adalah jumlah kekaY:l3n yang tcrcUIIIIH"!l t!Dlntn dnnar kllkayoon U~f t J~nl.l!lri ~OO\ (alau I Januar 

2002). 

(2) Jumlah kckayaan yallg dijadik<!n dasar untuk Illcnghitung jurnlah pajak yang dim!r.ta~ I 

pengampunar; pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi yang mcnyelenQgarakanpembukuan, adal~ 

jumlah kekayaan bl!rsih yang tercanlUIll dalam Neraca per I Jarwari 2C() I (atau I Januari 2002). 

(3) Jumlah kekayaan bersih yang dijadik3n dasal' untuk mcnghitung jumiah pajak yang diminlakal 

pt:nsal11pun~1l oleh Wajib Pajak bndan, adalah jumlah kekayaan bersih yang tcrc:antum dalall 

Neraea per I Januari 2001 (atau I Januari 200~). 

(4) Jumlah kckayaan a.tau kekay~an t;~rsih yang dijadikan dasar (.Inluk menghitungjumlah pajak r~fi 

dimintakan pep~prnpu~an oleh Wajib Pajak :;ebagairnana ters~bul dalilm Pasal4 nyat (I), 8y.;t.{j 

dan ayal (3)'Jerl~~ih dahulu dikurangbn dengan: 

a. jumlah deposito berjangka dan lubungan.tabungan loinnya 

b. jumlah kekayazn yang dananyt! bersumber riad deposito berjangka dan tabungan-tabungl 

lainnya; dan 

c. jumlah kekayaan yang pajak penghasilanr.ya telail dilunasi. 
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BABIV 

SY ARA T PENGAMPUNAN PAJAK 

PasalS 

(I) iJntuk mendapatkan pengampunan pajak, Wajib Pajak haros memenuhi persyaratan fonnil 

scl>agai bcrikut: 

II . M(.n·daftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bcrtempat tinggal 

alau berkedud1lka,n, bagi yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak; 

b. Menyampaikan sural pemyalaan untuk mendapatkan pengampunan pajak kepada Direktur 

Jenderal Pajak. yang h::rus dilarnpiri dengan: 

I. daf~ar kekayaan per 1 Januari ~OO I (alau J Januari 2002) berdasarkan harga perolehan 

dan daftar pcngurar.gan sebagaimana yang di;,tur dalam Pasal 4 ayat (4), bagi Wajib 

Pajak orang pribadi yang tidak menyelf'nggarakan pemb.Jkuan; 

2. neraea per I Januari 200 I (alau J Januari 2002) dan danar pengurangan sebagaimana 

yang dia~ur oalam Pasal 4 . ayal (4), bagi Wtijib Pt,iak ~rang pribadi yang 

menyelenggarakan pembukunn dan Wajib Pajak badan; 

3. Sural setoran uang tebusan pcngarnpunan pajak. 

e. Mengisi Sural Pemberilahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan sebenamya mengenai 

penghasilan Waj ib Pajak t:>hun 200 I (aInu tahun 2002). 

(2) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan formil lebnsaimann yang tersebut dalam ayat 

(I), maka pengampunan pajak dengan sendirinya gugur. 

Pasal6 

(I) Wajib Paja!: harus mcnyampa ikan sural pemyataan ulltuk mendap.Jtkan pengampunan pajak 

scbngaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 aya! (I) huruf (b) kepada Direktur Jenderal Pajak 

selambat-Iambamya tanggal 31 Desernbp.r 2001 (atall 31 Desember 2002). 

cn Sural pemyataa;i untuk mendapJtkan pengampunan pajak. yang disampaikan langs\lng olell Wajib 

Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak haru~ 1iberi t ... :--da bukti penerimaan, s~danskan yang 

4ikirim deng~n pos tereatat, resi pengiriman dianggap sebagai tanda bukti penerimaan. 

Piis!!17 

(I) Nilai kekayaan yang dimiliki Qlch seliap WoJlb Pajak )'lIna akin m~ndtlpalkan fnsilitas 

pengampunan pajak, harus mcrupakan harga yang wajar. 

(2) Terhadap Wajib Pajak badan yang memiliki daftar kekayaan, maka terhadap daftar kekayaan . 

dimaksud harus mendapatkan penilaian yang sesungguhnya dari lembaga penilai yang diakui 

keberadaannya di Indonesia. 

• 

-----
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BABV 

TARIF DAN PELUNASAN U}..NG TEBUSAN 

PasalS 

(I) Setiap Wajib Pajak yang belum pemah atau belum sepenuhnya melunasi pajak penghasilan sesuai 

dengan pel1lturan perundang-undangan perpajakan )'ang berlaku, dan memmta pengampunan 

pajak, dikenakan uar;l8 tebusan pencampunan pajak. 

(2) Vang tebusan pengampunan pajak sebagaimana yang dirtlai<sud dal&m ayat(l). dihitung dan 

jumlah seluruh kekayaan ataujumlah kekayaan bersih yang dimiliki Wajib Pajak. 

Pasal 9 

Wajib Pl\jak or'\ng pribad: yl\ng tidak menyelenggarakan pcmbukuan alau yang menyelenggarakan 

pembukuan, dikenakan t&rifuang tebusan pengampunan pajak sebagai berikut: 

Lapisan Jumlah Kekayaan atau Jumlah Kekayaan TarifUang Tebusan Pengampunan Pajak 
Bersih Yang Menjadi Oasar Pengampunan Pajak 
Sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 0,5% (lima eerscratus eersen) . 
Oi atas Rp. 5.000.000.000,00 5% (lirla eersen) 

Pasal 10 

Wajib Pajak badan dikenakan larifuang lebusan pengampu!1an pajak sebagai berikut: 

Lapisan lumlah Kekayaan Kekayaan Bersih Tarif Pcngampunan Pajak 
Yang Menjadi Oasar Pengampunan Pajak 
Sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 5% (lima ~ersen) 
Oi alas Rp. 5.000.000.000,00 10% (sepuluh perscn) 

I'asal II 

Uang lebu~an peng?mpunan pajak harus disclor ke kas negara. bank persepsi , alau kanlor pos, disertai 

dengan sural seloran uang tebusan pengampunan pajak selarnbal-Iambatnya 31 Oe:>embcr 2001 (alau 

31 Oeser.,bcr 2002). 

BAB VI 

FASILITAS PENGAMPUNA:'Il PAJAK 

Pasa l 12 

(I) Wajib Pajak badan yang mendapalkan fasililas pengampunan pajak, maka jumlah kekayaan bersih 

yang menjadi adsar pengampunan pajak dalam Neraca per I lanuari 200 I (alau I lanuari :W02), 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, dimasukkan menjadi tambahan modal perusahaan: 

(2) Penambat'-an nilai saham dan alau pCI,lberian saham bonus kcpada pemegang saham akibat 

pertamb:!han modal perusahaan, dibebaskan dari pl!neenalll1 Pajak Pengh:1silan. 

I 
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PMal 13 

(I) Wajib Pajak yang mendapatkan pengampunan pajak, dibebaskan dari pcmeriksaan untuk jenis 

pajak penghasilan dan pidana pajak sampai dengan tahun pajak 2000 (atau tabun pajak 2001). 

(2) Daftar kekayaan dan atau neraca yang menjadi dasar pengampunan pajak tidak dapat dijadikan 

dasar penyidikan dan penuntutan pi dana pajak ~alalil bentuk apapun terhadap wajib pajak. 

BAB VII 

K£T£NTUAN SANKSI 

Pasal 14 

Setiap Wajib Pajak orang pribadi yang mendapatkan fasilit:tS pengam:>unan paj"k, yang tida:< 

memberitahukan keadaan yang sebenamya tentang danar kekayaan atnu kekayaan bersih, dan pajak 

yang harus dibayar dalam rangka pengampunan pajak, diancam dengan pi dana penjara paling lama 6 

(enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali pajak terutang ~ang lidak atau kurang 

dibayar. 

Pasal 15 

Setiap Waj ib Pajak badan yang mendapatkan fasilitas pcngampunan pajak. yang tidak melT!\.)eritahukan 

keadaan yang sebenamya tentang dafICir kekayaan bersih dan pajak yang harus dibayar dalam rangka 

pengampunan pajak •. diancam dengan denda paling banyak 4 (empat) kali pajak tc~tang yang tidak 

atau kurang dibayar. 

Pasal 16 

Petugns pajak, konsultan pajak. konsuhan manajemen, akuntan publik dan pihak-pihak lainnya, yang 

Illembantu Waj!b Pajak dan dengan sengaja meOlberikan keterangan tidak benar ten tang dafta; 

kckayaan alau jumlah kekayaan bcrsih yang dimiliki vlch \\-ajib Pajak: dar. pajal(, yang se:\arusnya 

dibayar dalam rangka pengampunan pajak. diancam der.gan pidan ... kurungan paling lama I (;,;. .. .l~ 

(ahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) . 

BAB VIII 

KETEN'fUAN LAINaLAIN 

Pasal 17 

Seliap Wajib Pajak y~mg sedang dalam proses pemeriksaan perpajakan atau Wajib Paj<1k yang dalam 

proses j>enyidiklln perpa.iakan, pad a s~at bc·rlakunya undang-undan·g ini, apa"'\u d~ri lapol'i\h 

.. 
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pemeriksaan dan ~nyidikan difTlaksud telah diketahui jumlah pajak yang seb¢namya terhutang dan 

laporannya teJah (ji~nda tangani pemeri"~a atau pf'\nyidik, maka untuk jumlah ya~1! telah uiketa.'lI;i 

tersel>ut, tidak dapat dihCrikan pengampunan pajak. 

Pasal 18 

Ata~ . pertambahan kekayaan yang belum ~tau belurn sepenuhnya dilunasi pajak penghasilannya dati 

Wajib P3jak yang tidak menggunakan kesempa:an ulltuk mendapatkar. pengampunan pajak. dikenakan 

t&rif berdasar Pasal 17 Undang-Undan~ Nomor 7 tahun 1983 ten tang Pajesk P.!nghasilan sebagaimana 

telah' diubah terakhir dengan ~ndang-Undang Nomor 17 tahun 2000, ditambah dengan sanksi berdaslr 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

BABIX 

KETENTUANPENUTUP 

}Jusal 19 

Hal-hal yang "belum cuku;> diatur ber:-ena~n dengan pelaksanaan undang-undang ini ditetapbn !:bih 

lanjut oleh Menteri Keuangan. 

Pasal20 

Undang-undang ini mulai berlaku pad a "IBnggal diundangkan 

Agar seliap orang mengctahuinya. memerintahkan pengundanszan undang-undang ini dengan 

penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. 

" Diundangkan di Jakarta 

Pad a tanggal 

SEKRET ARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

Di!iahkan di Jakarta 

Pada tanggal tahun 200 I 

PRESIDEN REPURLIK INDONESIA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2(,01 NOMOR 
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R.6,.NCANGAN PENJELASAN 

ATAS 

RANCANGAN UNDAI'\G-UNDANG 

TENTANG 

PENGAMPliNAN PAJAK 

Refonnasi perpajakan telClh dimuloi sejak tahun 1983. m~lalui reform~i fJerpajakan. 

mbangunan nasiona: mulai berkembang. Hal ini dapat dilihat dari pembCingunan ekonomi yang telah 

ilakukan selama ini . Seiring dengan pembangunan ekonomi tcrsebut. ternyata sel:tor perpajakan 

erupakan sektor dominan dalam pembiayaan yang diatur dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja 

'egara (APBN) set :ap tahunnya. 

Walaupun sektor perpajakan menjadi tul;lIlg punggung pembangunan ckonomi seiama ini, hal 

ni tidak didukung dcngan lar: ratio yang masih sangat minim sek"li yaitu 12%. biia dibandingkan 

c:ngan lax ratio di ncgara-negara ASEAN, yang tax ra ';onya rat:>-rata 25%. 

Minimnya tar: ratio di Indonesia bisa terjadi karena bclum dipahaminya pcraturan pcrp:ljakun 

yang sudah ada selama ini, sclain ilu juga bisa tajadi karena adanya sikap Wajib Pajak yang tidak , 

Imembcritahukan jumlah kekaY,lannya d;1Il jUllllJh pcnghasilannyu sCliap t"hunnya, yang Illilna harus 

Idilaporkan dalam laporan sural pembel ilahuan. 

Untuk menunjang kcberhasilan seklor perpajakan ini . pada lahun 1%4 pemcrinlah tl'lah 

mengcluarkan Keputusan Prcsiden Nomor 26 tJhun 1984 Icnlang Pcngampunan Pajilk. I'ilda s .. t 

dikcluarkannya Kcpprcs 26 tahun 198,1. tabukti banyaknya Wajib Pajak yang sccar;l saLIM 

Olcnjal:'IIlkan kcwajiban pcrpajakilnnYil dCIl~', ; ,,\ \'aih . Iial ini dap:ll dilihal dari ti :! ~' kilt PC11l:lSUkilll pajak 

pada tahun 1984 dan 1985. 

Belajar dilri tahun 1984 ini dCln scirin:; dcngan lcrjad in)'il kri si s .:-kollomi ) allg mchllldil 

IndOllcsia 3 tahull tcrakhir ini , makil scklur ~'cIF\jakan mcnjUlJi t\lIllPU:lI\ ' utall1a -pclllbanl;un<l1l 

ekonomi. Untuk menunjang pcmbal1gun:ln ekol10mi yang dimaksud khuSlIsnY:I dari scktor pcrpajakan 

yang perlu disikapi adalah memberikan p~ngallipunan kepadu para Wajib Pajak yang selallla ini bclull\ I 

rnenjalankan kewaj iban perpajakan dcngan baik d;1Il bcn<lr. 

P~raturan pc~ndang-undangan yang mcngatur tentang pcngampunun pajak han)'u lIIenc;atur 

pengampunan paja\.; alas semua jcnis [':ljak d~ngan ~c rtill\bangan bahwa pcngampunan pajak atas 

5emua jenis pajak lebih sesedcrhana mungkin dan mudah dipah:\lni okh p<lr<l \Yajib Pajak. 

Pengampunan pajak juga diharapkan m<!njadi unsur pendorong. kebcrhasiian pclaporan dalinr 

kekayaan dalam Surat Pemberitahuan Tahun;!n P;!.; ak Penghasilan . Dcng,an adan')'a pengampunan pajak 

ini diharapkan para Wajib Pajak dapal meIJkukan kewajibannya dcngan benar. 
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PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Pasal2 

Pasal3 

Pasal4 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

(Ayat I) 

Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak mcnyclenggarakan pembukuan, dasar 1::1 

menghitung jumlah pujak yang dimintakan pcngarnpunannya, adalah kckayaan )" 

tcrcanlun). dalam datbr kcl';'IY:lan per I Ja'wMi 20C'1 (a'au I lanunri 2001), yang 'M 
I 

berdasarkan harga perolen;;n . Daliar kckayaan terse but I11cEputi I\ekayaan 1ktiva benn, 

maupun aktiva tidak bcrwujud . Untuk aktiva bcrwujud harus dinyatakan dengan jclas at! 

atau lokasi aktiva terscbut. SC(' :lIlgkan untuk aktiva tidak benvujud hams dinyatakan jenis 

bcserta penjelasan aktiva tcrsc:but. ' 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Untuk Wajib Pajak orang pribcrii yang menyelenggarakan pernbukuan dan Wajib Pajak ~j 

dasar untuk menghitung jumlah pajak yang di:n;ntakan peng:Hnpun::lOnya adal.,!: K=lw) 

bersih sesuai dengan Neraca per I Januari 200 I (I.lH,IU I hmuarl 2002). OJch 'akrena itu I 

Ncmea per I lanuari 2001 (8laU I lanuari 2002), harus dilarnpirkan danar sebagai bcrikut 

:l. Daftar han3 ~cby:;:!n. bcrikut .tilainya 'Juii.;. aktiva ber., ujud maupun .Ikliva I 

benvujud; 

b. Daftar piutallg berikut nama dan alamat piilak yang bcrlllang: 

e, Daftar utang bcrikui ni!ma dan alamat pihak yang perpiulang. 

Ayat (4) 

Pcngurangan jumlah keka~ aan yang dijadikan dasar untuk menghitung jlllnlah pajak ~ 

dimintakan pengampunann~'a, dengan deposito berjangk~ dan tabungan-tabl{ngan lail 

sen" ~u!l'lah kckayaan ) ang danan),a bersllmbcr dari deposito berjangka ~~n tabuo 

tabul1~arllainnya yang did:!sarkan pada Keplllusan Presiden Nomor u8 (phun I Q~3. 
. . 

rasal 5 

Ayat(l) 

ClIkyp Jelas 
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al6 

Pasal 7 

Pas;! I 8 

P"~'ll'.: 

Ayat (2) 

Persya:-atan seb~gaimana Jimaksud dalam ayat (I) adalan persyaratan y::ng bersifat kumulatif, 

sehingga apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka pengampunan pajaknya menjadi 

gugur. 

Ayat (I) 

Batas wa(..."tu penyetoran uang tebusan pcngampunan pajak dan batas waktu penyamp.lian sunt 

pemyataan serta daftar kekayaan dan atae ncraca adalah seJambat.!umbatnya pada LlOggal 31 

Desember 200 I (atau 31 Desember 2002). Penentuan catas waktu tersebut adalah untuk 

memberi waktu yang cukup kepada setiap Wajib Pajak untuk mempersiapkan proses 

rengampllnan pajak dan untuk mc!unasi uang tebusan . 

Ayat ('1.) 

Cukup Jelas 

Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan harga yang waj~r adalah har~u yang bt'lriaku di pasar. misaln)'<\ harga 

atas tanah dan bangunan harus scsu:ti dcngan Nilai Jual Objc!k Pajak yang diatur dalam 

Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 

:\yal (2) 

Daftar ke(...ayaan ya ;lg dimiliki oleh Wajib Pajak badan dinilai cleh kmbaga pcnilai alas asct 
! 

(appraisaf) . 

rukul' ]clas 

Cukup Jelas 

Pasn! 10 

Cukup klas 

Pasal II 

Cukup lelas 

Pasal 12 

Ayat (I) 

Yang dimaksudkan dibebaskan dari linda!: pidan;:: adalah tindak pidana perpajakan 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang ler.tang pcrp:\jaknn. 
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Ayat (2) 

Cukup Je\as 

Pasall3 

Cukup Jelas 

Pasal 14 

Secara langsung artinya, apuat perpajakan mcngctahui tcntailg adanya laporan yang t4 

bi:nar yang dilakukan oleh Wajib Pajak. sedangkan secara tidak langsung adalah lapor3n) 

diberikan oleh pihak ketiga Ic.epada apamt pcrpajakan tcntang hatta kekaY~n yang diJr~ 

ol~h Wajib Pajak. 

Pasal 15 

Cukup J¢las 

Pasal 16 

Pasal 17 

P;hak-pihak lain adalah kalangan tertenlU yang memahami aspck pert>aJ lkan. aspek ekol) 

dan aspek lainnya yang temit dengan undang-undang ini . 

Cukup Je ias 

Pasal 18 

Apabila Wajib Pajak tidak mCllggunakan kcscmpalanll)'u uilluk Illcnuapatkall 1l~lIgalllp'J 

pajak. maka atas ~cliup pcrtam!rahan b:byaan yang dimili;"i olch Wajib Pajak. yang \)( 

alau bclum sepcnuhnya dilunasi Pajak Penghasilannya. maka dikenakLln Pajak PCllghas 

bcrdasarkan tarif Pasal 17 Unaang-Undang tcntang Pajak Pcnghasilan. ditambah ~~ 

sanksi sesuai dengan kctenltJan p'-~turan p.:rundang-uandang:m yang bcrlakll. eepanj 

belulll lewat jangka waktu to- (scpuluh) mhun s\!~udi.\h IHHJI tllr!Jlnl1~nya paj"k. 

Pasal 19 

Cukup Jelas 

Pasal20 

Cukup Jel:ls 

TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOI{ 

Analisis kebijakan ..., Diah Novita, FISIP UI, 2006.



IPJ .32/2004 

Tanggal 

28/06/1990 

26/03/1979 

15/08/2003 

22/12/2004 

17/12/2004 

Perihal 

PENYELESAIAN ?ENETAPAN DAN KEBERATAN TAHUN !'AJAK 1983 DAN 
SEBELUMNYA 

KEBUAKSANAAN PERPAJAKAN 

PENJElASAN TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK 

CETAK BIRU (BLUE PRINT) KEBUAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUr\ 
2001 5AMPAI DENGAN TAHUN 2010 ' 

LAPORAN DAMPAK RENCANA PENGAMPUNAN PAJAK 

.' 
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n'Oirjen'paj<:k No: KEP-178/PJ/2004 22/12/2004 

11. BIRL' ~3LUE PRINT) KEBIJAKAN DIREKTORAT JENCERAL PAJAK TAHUN 2001 SAMPA! DENGAN TAHUN 2010 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

bahwa target penerimaan pajak setiap tahun terus meningkat, sementara kondisi makro 
perekonomian Indonesia saat Ini belum sepenuhnya pulih dan adar ya desakan dari rnasyarakat 
untuk menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak, menurunkan tarif Pajak Penghasilan, mempercepat 
proses restitusi, menghapuskan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) atas barang 
tertentu, memberikan fasilitas perpajakan, serta akses data yang belum terbuka; 

bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan sesuai dengan visi dan misi Direil.torat Jendeial Pajak 
dalam kurun waktutahun 2001 sampai dengan tahun 2010, dipandang perlu untuk menetapkan 
suatu cetak biru (blue print) yang menjadi landasan bagi pencapaian sasarall, penyusunan strategi, 
pelaksanaan program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Pajak; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Cetak Biru (Blue Print) Kebljakan Direl:torat Jenderal 
Pajak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2010; 

lilt 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tohun 2000 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor SO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran' Negara Republik 
Indonesia Nomor 3985); 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986); 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pertambahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun'1994 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569); 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 387, Tambahan Lembaran Negara Rep.Jblik 
Indonesia Nomor 42) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 
19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1£9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

Undang-undang Nomor 1~ Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonr!sia 
Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313); 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tan~h dan Bangunan 
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 3688) sebagalmana telah dlubah terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tamhahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 
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No: r<EP-178/PJ/2004 

~~~~----------------
MEMUTUSKAN: 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG CETAK BIRU (BLUE PRINT) KEBiJAKAN DIREKTORAT 
PAJAK TAHUN 2001 SAMPA! DENGAN TAHUN 2010. 

Pasal 1 

I 
dimaksud dengan cetak biru (blue print) dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini adalah kerangk=l 
terperind sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi 
pan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta 
n_,;anmr,;an atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di iingkungan Direktorat 

Pajak. 

Pasal2 

mengenai cetak biru (blue print) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran 
Direktur Jenderal Pajak ini. 

PaGal 3 

MliOa\l/aS<ln terhadap pelaksanaan cetak biru (blue print) sebagaimana dinaksud pada Pasal 1 dilakukan 
masing-masing unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 

~lUlU:'dn Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal F ajak ini 
penempatannya da:am Berita Negara Republik Indonesia. 

Jakarta 
22 Desember 2004 

R JENDERAL PAJAK, 
ttd 

POERNOMO 

Prinsip Dasar 
Pajak 

Visi 

MISI 

Morro 

Tuj uan 

SaS<lran 

Lampiran 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
Nomor: KEP-178/PJ/2004 
Tanggal : 22 Desernber 2u04 

RINCIAN CETAK BIRU (BLUE PRINT) KEBIJAKAN 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

TAHUN 2001 SAMPA! DENGAN TAHUN 2010. 

Keterbukaan, iangsung, kejujuran 

Menjadi model pelayanan masyarakat dengan sistem administrasi modern 
yang berkeias dunia, dipercaya, dan dibanggakan masyarakat 

Menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan guna menunjang 
'kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Mewujudkan masyarakat sadar dan peduii pajak 

Mewujudkan citra dan target pajak menjadi nyata 

~~ensifikas i (cari yang tersembunyi) dan intensifikasi (ungl<ap yang lidak 
JUJur) 
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Program: 1. 

No: KEP-178/PJ/2004 

1. Reformasi moral, etika, dan integritas 

2. Reformasi kebijakan perpajakan 

3. Reformasi pelayanan terhadap Wiljib Pajak 

4. Reformasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak 

Meningkatkan konsolidasi internal 

2. Meningkatkan kebijakan perpajakan dengan equal treatment 

3. Meningkatkan penyuluhan dan pelayanan dengan e-system 

4. Meningkatkan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dengan 
Bank Data 

5. Meningkatkan Bank Data Pajak menjadi Bank Data Nasional melalui 
Nomor Identitas Tunggal (Single Identification Number) . 

6. Meluruskan ketentuan peraturan perundang-undangan yarig belum 
lurus sesuai ketentuan yang berlaku. 

Fokus Kegiatan dan langkah/Implementasi : 

1. Tahun 2001 : Konsolidasi Internal'dan Penyisiran ~Canvassing) 

A. Konsolidasi 

1). Pembinaan dan pendidikan slJmber daya manusia 

2). Penerapan reward dan punishment 

3). Pembinaan mental attitude slJmber daya .manusia 

4). Peningkatan sarana dan prasarana computer 

5). Penyempurnaan sistem dan prosedur perpajakan 

6). Klarifil:asi statement di media massa dengan meminta data dan 
informasi 

B. Penyisiran (Can',assing): 

1). 

2). 

3). 

4). 

5). 

6). 

7). 

~) . 

Pemilik rumah m~wah 

Pemilik kenddraan mewah 
, 

Orang pribadi pe:lgllsaha tertentu, misalnya pcdagang eceran 

Kepala keluarga di pCOlukiman menengi3h ke atas 

Karyawan berpenghasilan di atas PTKP 

Pemegang paspor RI, kecuali paspor dinas dan paspor haji 

Pemegang I~artu kredit dengan pagu Rp 1Q juta ke atas 

Pembentukan Bank Data/Simgul Datq i ':OUrlt@r transaction, KAP, 
ATPM, leasing company, notaris, lawyers, KISS antar Departemen 
dll. 
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'Dirjen Pajak No: KEP-178/PJ/2004 22/1; 
-----~~ 

9). Meluruskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belurn 
lurus dengan ketentuan yang berlaku . . 

Tahun 2002 : Kenalilah Wajib Pajakmu (Knowing Your Taxpayers) 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

I. 

J. 

K. 

L. 

M. 

Large Taxpayers Office = LTO 

On Line System yang Real Time (e-registration, e-payment & e-filing) 

Toll Free Number, SMS dan Interactive Voice Respon 

Pembangunan 640 titik jaringan komunikasi antar kantor pajak (misalnya : data, 
video conference dll) 

E-mapping dan smart mapping 

Korespondensi audit 

Penagihan aktif terhadap penunggak pajak besar 

Bedah Wajib Pajak 

Account Representative (AR) 

Pelaksanaan Revenue Generating Task Force (RGTF) 

Benchmarking dengan negara lain 

Lakukan sosialisasi berkesinambungan 

Lakukan kerjasama dengan sumber informasi 

3. Tahun 2003 : Penegakkan Hukum Morality 

A. Pemeriksaan 

B. Penyidikan 

C. Penagihan aktif persuasif seluruh penunggak Pajak 

D. Pencegahan 

E. Penyanderaan 

F. Memperluas Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Paj.lk Wajib Pajak 
Besar 

G. Mempertemukan Nomor Objek Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 

H. Meningkatkan moral, etika, dan integritas 

I. Membentuk Single Identification Number (SIN) 

J. Modernisasi administrasi perpajakan 

K. Amandemen Undang-undang Perpajakan 

4. Tahun 2004 : Bank Data Nasional dan Single Identification Number (SIN) 

A. Bank data nasional 

B. Nomor Identitas Tunggal (Single Identification Number) 
! 

~--------------------------------------- , -----------------------------------------------------------------------------------
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n 'Oirjen' Pajak No: KEP-178/PJ/2004 

O. Amandemen Undang-undang Perpajakan 

S. Tahun 2005 : Indonesia Sinergi 

A. Menyemi)urnakan & nlemanfaatkan Nomor Identitas Tl:nggal (Single Identification 
Number~1 

B. Menyempurnakan 640 titik jaringan komunikasl, antara lain untuk data, radio, video 
conference, dll 

c. " Data pihak ketiga secara otomatis 'l1asuk ke SPT untuk pembanding 

6. Tahun 2006 : Indonesia Pasti 

A. Menghapus kenClala akses ke semua lini 

B. Meluruskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum lurus sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

C. Pengampunan pajak dan pidallanya 

7. Tahun 2007 : Pasti Mandiri 

A. Kepatuhan Wajib Pajak mengisi SPT sesuai Undang-undang meningkat 

B. Membayar pajak yang seharusnya dibayar 

C. Efisiensi pemerintah meningkat 

O. Penerimaan pajak meningkat secara sistem dan signifikan 

8. Tahun 2008 : Pasti Hukum 

A. Transparansi meningkat secara sistem 

B. Meningkatkan compliance Wajib Pajak secara sistem . 
C. Kepastian hukum meningkat secara sistem, misalnya mengurangi NPWP ganda, dll. 

I 9. Tahun 2009 : Pasti KK~J, Terorisme, dan Narkoba 

Oengan SPT benar, lengkap, jelas dan transparan, maka Kolusi, Korupsi dan Nepotlsme 
(KKN), Terorisme dan Narkoba akan terungkap, sehingga akan berkurang/hapus secara 
sistem/otomatis .' 

10. Tahun 2010 : Pasti Sejahtera 

Dengan kemandirian/kepastlan APBN, k~Pi5tian hukum. kepastian berkl.lrilt1gflya 
KKN, Terorisme, Narkoba dan efisiensi pemerintah msnin9k.~t, sehingg~ ksrn~mpuan 
negara/pemerintah meningkat, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan 

o 
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t Dirjen Pajak 
No : S-l104/PJ.32/2004 

LAPORAN DAMPAK RENCANA PENGAMPUNAN PAJAK 

bungan dengan adanya rencana pemerintah untuk memberikan pengampunan pajak, dengan ini kah"ll 
paikan hal-hal sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil studi banding Good Corporate Governance South Africa R~venue~ Service (S~RS) 
yang dilakukan oleh para pejabat di lingkungan Departemen Ke,u;)ngan dan Instansl terkait pada 
tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember 2004 telah dllakukan penelaaha.l beberapa 
program SARS yang bisa diterapkan atau dapat dijadikan benchmark bagi perbaikan sistim 
administrasi perpajakan di Indonesia, termasuk persiapan (::emberlakuan pengampunan pajak. 

Beberapa program SARS yang dapat diterapkan dalam jangka r>endek :3 sampai dengan 6 bulan) 
meliputi antara lain : baseline assessment and strategic Planning C;esignt; pilot project untuk 
processing center; Call center; standarisasi struktur data; service (harter dalam rangka standarisasi 
pelayanan; dan pemanfaatan scanner OCR untuk kantor-kantor tertentu dan mengamankan data WP 
besar perorangan dan badan dalam hal persiapan Amnesty. 

Untuk jangka menengah dan panjang meliputi antara lain : pengu~tan back office pendukung 
proses planning, coaching, review dan penyempurnaan balance ~core card; transformasi pelayonan 
yang menyatukan back office dengan ekspektasi WP melalui b~rbagai media; transformasi proses; 
transformasi SDM; transformasi teknologi dan transformasi unit penegakan hukum. 

Sebagai akibat adanya isu pengampunan pajak, beberapa Kepala Kantor Wilayah Dircktorat 
Jenderal Pajak melaporkan bahwa banyak Wajib Pajak yang menunda pembayaran pajaknya . 
Hal ini disebabkan karena w.enunggu kepastian rcncana pemerintah yang akan mernberlakukan 
pengampunan pajak dalam !vaktu dekat. 

I 

Berkaitan den0an hal tersebut di atas, Direktorat Jendcral Pajak merencanakan akan melakukan 
sosialisasi kepada Wajib Pajak sehubungan dengan rencana pengampunan pajak tersebut serta 
menghimbau Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai kelentuan yang 
berlaku. 

ikian dapat "Jmi sampaikan untuk fTlendapat petunjuk lebii, lanjut. 

KTUR JE.NDERAL PAJAK 
ttd 

I POERNOMO 
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· Preslden No: 6 TAHUN 1979 

UAKSANAAN PERPAJAKAN 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 

bahwa perpajakan selain merupakan sumber pendapatan Negara yang utama, juga merupakan 
sarana untuk menunjang peningkatan investasi dan produksi serta pemerataan pendapatan dalam 
masyarakat; 

bahwa dalam Repelita Ketiga perlu lebih ditingkatkan disiplin, kepatuhan dan kewajaran para wajib 
pajak dalam rangka membina iklim yang sehat bagi dunia usaha; 

bahwa untuk terlaksananya kebijaksanaan perpaj(,lkan termaksuc!, dipandang perlu untuk 
memberikan petunjuk sebagai pedoman pelaksanaannya; 

at 

Pasal4 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan 
Negara; • 

Ordonansi Pajak Perseroan 1925 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak 
Perseroan 1925 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2940); 

Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakt:ir dengan 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajal: 
Pendapatan 1944 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 44, Tambahan lE.mbaran Negara 
Nomor 2941); 

Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1959 tentang Perubahan dan Tambahan 
Peraturan-peraturan Pemerintah Penggan~i Undang-undang: 

1. Nomor 7 Tahun 1.959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 100) tentang Perubahan dan 
Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan; 

2. Nomor 12 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomar 103) tentang Penetapan 
Pemungutan Pajak Dividen; . 

3. Nomor 13 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 195~ Nomor 24) tentang Perubahan dan 
Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan; 

4. Nomor 15 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahull 1959 Namar 108) tentang Kenaikan Tarip 
Cukai atas Bir dan Alkahol Sulingan dan Kenaikan Bea Masuk atas Bir); 

5. Namor 16 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Namar 109) tentang Perubahan dan 
Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan; 

6. Nomor 17 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1359 Nomor 110) tentang Perubahan dan 
Tambahan Ordonansi Pajak Upah; 

7. Nomor 18 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomar 111) tentang Perubahan dan 
Tambahan Aturan Bea Meterai; 

8. Nomor 19 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 112) tentang Perubahan dan 
Tambahan Ordonansi Pajak Rumah Tangga; 

26/03/1979 

9. Nomor 20 Tahun: 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 113) tentang Perubahan dan 

----------!,-----------------------------
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Presiden No: 6 TAHUN 1979 

Undang-unl,'ang Tarip Indonesia 1872 sebagaimana :telah diu bah dan ditambah; 

Odvnansi Bea 1931 sebagaimana telah diubah dan ditambah; 

Ordonansi Cukai Tembakau 1932 sebagaimana telah diubah dan ditambah; 

Undang-undan!J Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant") 
(Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 705); 

Undang-undang Pajak atas Sunga, Deviden dan Royalty 1970; 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal ~ing (Lemba ~an Negara Tahun 
1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagalmana telah dlubah dan ditambah 
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomo. 46, 
Tambahan Lembaran Negara NO~(lr 2943); 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara 
Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dan 
ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negartl Tahun 1970 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944); 

Aturan Sea Meterai 1921 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-unda.ng 
Nomor 2 Prp. Tahun 1965; 

Undang-undang Pajak Penjualan 1951 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968; 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima 
Tahun Ketiga (REPELITA III); 

MENGINSTRUKSlKAN: 

Keuangan Republik Indonesia; 

dakan pengaturan guna mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat wajib pajak, 
.. lOa1Na

c;an dan penertiban terhadap aparatur perpajakan, penegakan disiplin fiskal dan kepatuhan wajib 
serta pengaturan tentang penggunaan jasa Akuntan Publik berlandaskan kepada 

.NJa~~al,aan-kebijaksanaan sebagaimana tercantum dibawah ini : 

Pasal 1 

Pengaturan perpajakan dalam Repelita III didasarkan kepada pemerataan beban, yakni badan 
usaha yang berpenghasilan kecil menanggung beban pajak yang jauh lebih ringan daripada badan 
usaha yang berpenghasilan besar. 0 . 

Pengaturan tersebut ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan iklim perp,ljakan yang sehat. 

Pasal2 

usaha yang dimaksud dal~m I,nstruksi Presiden ini adalah badan usaha sebagaimana ditentukan ' 
Pasal 1 ayat (1) Ordonansl Pajak Perseroan 1925 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan 

ng-undang Nomor 8 Tahun 1970. 

Pasal3 

Untuk membina iklim perpajakan yang sehat serta mencapai kewajaran dalam perpajakan, maka 
badan-badan usaha . untuk lebih terbuka dan memberikan la keuan 

TAXES Professional- Licensed to: AYUNITA - h ~tp : l/ahlul.web , ugm.ac , id/me 

26f 

Analisis kebijakan ..., Diah Novita, FISIP UI, 2006.



ruksi Pfesideri No : 6 TAHUN 19i9 

Untuk keterbukaan dan penyampaian laporan keu(Jngan yang benar tersebut ayat (1) kepada 
badan-badan usaha diberikan keringanan perpajakan. 

Laporan keuangan tersebut harus didasarkan atas pemcriksaan seorang Akuntan Publik yang harus 
mengikuti prinsip-prinsip akuntansi Indonesia. . 

Hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas laporan keuangan badan usaha yang telah diberi pernyataan 
wajar tanpa syarat, pada dasarnya diterima oleh Inspeksi Pajak sebagai benar. , 

Pasal 4 

19anan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 3 meliputi: 

Penilaian kembali aktiva tetap badan-badan usaha pada tanggal 1 Januari 1979; 

Pemberian keringanan tarip pajak perseroan dan penetapan dasar pengenaan pajak mulai tahun 
buku 1979; 

Pemberian keringanan tarip pajak perseroan bagi bCldan-badan usaha yang berbentuk Koperasi; 

Pemberian keringanan perpajakan bagi penambailan modal saham badan-badan usaha yang 
modalnya terbagi atas saham-saham yang berasal dari laba yang belum dibagikan; 

Pemberian keringanan perpajakan bagi Perusahaan Perseroan Terbatas yang menjual 
saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Pasar Modal; 

Pemberian kesempatan kepada badan-badan usaha untuk menerapkan sistim penilaian persediaan 
barang dan perhitungan harga pokok penjualan barang yang lebih menguntungkan ditinjau dari 
sudut perhitungan pajak yang terhutang; 

Pemberian keringanan da -:1 pengampunan pajak bagi badan usaha yang menggunakan jasa Akuntan 
Publik; ! 

Perpanjanga'1 jangka waktu berfakunya ketentuan tentang fasilitas pemutihan modal; 

Pemberian keringanan tarip cukai hasil tembakau dan keserasian antara harga pita cukai dengan 
harga eceran hasil tembakau. 

Pasal5 

menyelenggarakan administrasi perusahaan yang lebih baik dan lebih terbuka, Menteri Keuangan 
pkan pedoman tentang pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh Akuntan Publik guna 
pan pajak perseroan. 

Pasal6 

n Publik yang membuat laporan Pemeriksaan dan laporan lainnya yang tidak benar atau 
bunyikan keterangan yang penting atau yang menyesatkan dan merugikan perpajakan, serta tidak 

ti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam norma-norma Pemeriksaan Akuntan dan Kode Etik yang 
n oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dikenakan sanksi berupa larangan menjalankan praktek untuk 

ra waktu maupun untuk selama-Iamanya . 

. Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Jakarta 
26 Maret 1979 

EN REPUBUK INDONESIA, 
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It Dirjeil Pajak No: S-S43/PJ.311/2003 

PENJELA5AN TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK -
Ibungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 9 Juli 2003, peri hal Mohon Penjelasan tentang 
Ik~an Terhadap Permohonan Pengampunan Pajak, dengc.n ini disampalkan hal-hal sebagai berikut; 

Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa: 

a. Wajib Pajak Yayasan ABC telah diperiksa oleh Tim"pemeriksa KPP Jakarta Pulogadung dan 
telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak dan 5urat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak 2000 
dan 2001 dengan keseluruhan jumlah ketetapan sebesar Rp.657.433.388,-

b. Pada prinsipnya Yayasan ABC menerima ketetapan pajak tersebut, namun Wajib Pajak 
beralasan karena ketidaktahuannya akan kewajlban perpajakannya telah mengaklbatkan 
diterbitkan ketetapan pajak tersebut. 

~. Atas ketidaktahuan atau kealpaannya tersebut dan karena kondlsl keuangan yang tidat< 
memungkinkan untuk membayar utang pajak tersebut, Yayasan ABC menemui kesulitan 
memungut pajak atas gaji para guru/karyawan yang sudah d!bayarkan pada tahun 2000 
dan 2001. Oleh karena itu Yayasan AOC mengajukan permohonan pengampufl"an pajak 
atas seluruh ketetapan pajak tersebut (baik pokok pajak maupun sanksir.ya). 

d. Berdasarkan permohonan Yayasan ABC di atas, Saudara minta penjelasan mengenal tindak 
lanjut untuk memproses permohonan penrampunan pajak tersebut. 

Berdasarkan ketentuan formal perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang NomOI' 
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-und,mg Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP), antara lain diatllr 
tata cara perpajakan sebagai berikut: 

a. Pasal9 ayat (4), Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajlb Pajak dapat memt"lerikan 
persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak paling lama 12 (dua 
belas) bulan. 

b. Pasal 13 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Paja/;. Kurang 
Bayar antara lain apabila berdasarkan hasil pemeriks"an atau keterang;lO lain pajak yang 
terutang tidak atau kurang dibayar. 

c. Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c, Direktur :enderal Pajak dapat menerbitkan Surat 
Tagihan Pajak antara lain apabila Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau 
kurang dibayar dan apabila Wajib Pajak dikenakan :;an'<si administrasi berupa denda atau 
bunga. 

d. Pasal16 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib 
Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak atau Surat Taglhan Pajak yang dalam 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hiturg, dan atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undallgan perpajakan. 

e. Penjelasan Pasal 24, penghapusan piutang pajak dapat dilakukan antara lain karen"J Wajib 
Pajak telah meninggal du~ia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib 
Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, Wajlb Pajak yang tidak memenuhi syarat 
lagi sebagai Subjek Pajak dan hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa. 

f. Pasal 25 ayat (1):'. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanva kepada Direktur 
Jenderal Pajak an ~ ara lain atas suatu 5urat Ketetapan Pajak Kurcmg Bayar. 

g. Pas<.1 27 ayat (1), Waji'J Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada 
badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan 
Direktur Jenderal Pajak. 

h. Pas'.11 36 ayat (1) huruf a dan huruf b, Direk~ur Jenderal Pajakdapat : (a) rnengurangkan 
atau menghapuskan sank5i administrasi berJpa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang 
menu rut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan dalar.1 hal sanksi tersebut 
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f 

urat Dirjeh Pajak No : $-543/PJ,311/2003 
~~~-----"I-----------------~~~~----~~ 

i 
Kctcntuan rormal tcrscbut rncrupilklill IJIO!icdlll dilll 1.lld t.II.1 lllllllk IlICIICI Jpk.1I1 \"CICllludll 
material sebagaimana diatur "alam Undany·~n~ang Nomor ? Tahun 1983 tcntang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telah beberapa ~ah . dlubah te~akhlr .dengan Un~ang-undang I Jomor 
17 Tahun 2000. Mengingat bahwa pada pnnslpnya ~ubJek P.aJak hanya dlkenakan pajak apabila 
Subjek Po:Jak tersebut menerima atau memperoleh penghasllan y~ng berdasarkan ketentuan 
perundan~-undangan terutang pajak, dan bahwa ~ . c~b~yaran. pajak yang teru~ng dalam tahun 
berj~ ian selaln melalul pemungutan/pemotongan pajak Juga dllakukan olell WaJlb Pajak sendlri 
LaIK dengan angsuran bulanan PPh Pasal 25 maupun setoran akhir tahun PPh Pasal 29 berdasarkan 
SPT Tahunan, maka dalam mempertimbangkan permohonan Wajlb Pajak Yayasan ABC yang telah 
terlanjur lalai tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji yang telah dibayarkan kepada 
para guru dan karyawan Yayasan ABC dalam tahun 2000 dan 2001, perlu dilihat kenyataannya 
dengan melalui suatu pemeriksaan yang seksama, yaitu apakah: 

a. penghasilan para guru dan karyawan Yayasan ABC dari gaji dan penghasilan lainnya yang 
merupakan Objek Pajak berjumlah melebihi PTKP dan pengurang lainnya atau tidak; 

b. dalam hal jumlah penghasilannya melebihi PTKP dan pengurang lainnya, para guru dan 
karyawan yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan sudah 
menyampaikan SPT Tahunan serta melTlbayar Pajak Penghasilan yang terutang atau belum ~ 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan hal-hal tersebut di atas, dengan ini dapat disampClikan 
pendapat kami bahwa: 

a. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Sayar (SKPKS) PPh Pasal 21 oleh KPP yang 
bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan c'ernikian pcrmohonan 
pengampunan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak menurut hernat kami tidak dapat 
dikabulkan; 

b. Atas SKPKB tersebut di atas, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

c. Apabila kondisi tersebut pada huruf b tidal< dipenuhi, maka keringanan yang dapat dibcrikan 
kepada Wajib Pajak hanyalah berupa pemberian persetujuan angsuran atau penundaan 
pembayaran pajak paling lama 1 (satu) tahun. 

lbemikian pendapat kami agar menjadi maklum. 

~n. DIREKTUR JENDERAL 
PIREKTUR, 

ttd 
N MAYUN WINANGUN 
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Edaran Dlrien Pajak No : SE-18/PJ.4S/1990 ... 
;NYELE5AlAN PENETAPAN DAN KEBERATAN TAHUN PAJAK 1983 DAN SEBElUMNYA 

5ebagaimana diketahui Pasal 45 KUP telah menentukan jangka waktu berlakunya peraturan 
perundang-undangan perpajakan lama ya,tu sampai deng:1n tanggal 31 Desember 1988. 
Meskipun demikian selama Ini masih ter?apat keragu-raguan dalam pelaksanaannya, sehlngga 
setelah tanggal 31 Desember 1988 maslh terdapat kegiatan penyelesaian penetapan dan 
keberatan tahun pajak 1983 dan sebelumnya. Kegiatan penetapilO baru terhenti sama sekali 
setelah surat kawat : No. KWT-07/P]'1/1989 tanggal13 Juni 19139 diterbltkan. lain halnya dengan 
kegiatan penyelesaian keberatan tahun pajak 1983 dan sebelumnytl tetap dilaksanakan sampai 
dengan tanggal 31 Desember 1989 (5E-66/PJ./1989 tanggal4 Agustus 1989), tetapi produk 
hukumnya berupa keputusan Direktur Jenderal Pajak ditangguhkan sambi! menunggu penegasan 
lebih lanjut dari Bapak Menteri Keuangan. 

Dengan Nota Dinas Menteri Keuangan Nomor : ND-722/MK/1989 tanggal 30 Oesember 1989. 
Bapak Menteri Keuangan menegaskan bahwa penyelesaian penetapan dan keberatan tahun 
pajak 1983 dan sebelumnya menurut prosedur yang lazim hanya dapat dllakukan sampal dengan 
tanggal 31 Oesember 1988. Apabila Wajib Pajak merasa telah membayar pajak-pajak 1983 dan 
sebelumnya jauh lebih besar dari pada paiak yang sebenarnya terhutang, sedangkan terhadap 
hutang pajak tersebut bell',m dilakukan penetapannya, atau Wajib Pajak telah dikenakan 
ketetapan pajak tahun paji !k 1983 dan s.!belumnya jauh lebih besar dart pada pajak yang 
sebenarnya terhutang sedill \gkan keberatannya belum diputuskan, sehingga dirasakan tidak adil, 
maka Wajib Pajak yang dernikian dapat menggunakan Ordonansi Keadllan dengan cara 
mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Oirektur Jenderal Pajak. 
Penyelesaian keberatan atau penetapan dengan prosedur ini dilakukan berdasarkan hasil 
pemeriksaan yang dilakukan secara khusus. 

Berdasilrkan "petunjuk Bapak Menteri Keuangan terse')ut diatas 5audara Kepala Kantor 
Pelaya';an Pajak diinstruksikan untuk : 

a. Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak yang bermaksud menggunakan 
Ordonansi kead ilan berdasarkan STBl 1929 No. 187 dan STBl 1940 No. 226 agar 
mengajukan permohonannya kepada Menteri Keuangan melalui Oirektur Jellderal Pajak 
dalam hal ini ke Kakanwil dengan tembusan kepada KPP yang bers(lngkutan. 
Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak dan surat permohonan menggunakan 
Ordonansi Keadilan adalah seperti bentuk teriampir, Wajio Pajak yang diberi 
pemberitahuan tertulis adalah Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan untuk 
ditetapkan pajaknya tahun 1983 dan sebelumnya berupa SPT lebih bayar atau SPT rugi 
dan Wajib Pajak yang mengajukan keberatan pajaknya tahun 1983 dan sebelumnya 
sebagaimana dimaksud butir 2 di atas, sepanjang ia tidak mengajukan permohonan 
pengampunan pajak berdasarkan Keppres no. 26 tahun 1984. 

b. Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut pada huruf 
a wajib Pajak tidak menaroggapinya maka dianggap tidak bermaksud menggunakan 
Ordonansi Keadilan, sehingga permohonan Wajib Pajak tidal< perlu dikerj~kan lagi . 

c. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan menggunakan Ordon~nsi Keadilan. 
KPP meneliti kembali untuk memastikan apakah ia tidak mengampunkan pajaknya. 
Setelah pasti bahwa Wajib Pajak tidak mengajukan pengampunan, KPP supaya meneliti 
dan merapikan berkas Wajib Pajak untuk dikirimkan kepada KakanwiJ selanjutnya berkas 
tersebut oleh kakanwil diteruskan kepada UPP. 

1. Hasil pemeriksaan UPP supaya diteruskan ke Kantor Pusat untuk diproses lebih lanjut. 

_ untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. 

t JENDERAl PAJAK 
-td 
[E MUHAMMAD 

28/06/1990 

. -----------------------------------------------------_. --------------------------------------------------------------_. ------------------
lamp'ran SE No. SE-18/PJ.45/1990 
Tgi 28 Juni 1990 
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t 

1 (satu) lembar 
Pemberitahuan 

Sdr. 

No: SE-lG/Pj,'15/1990 

Kepada Yth : 

Di 

n dengan surat Saudara no ....................... tanggal ... .... .......... .. .. .. . perihal 
_nlnnn", penetapan Rampung/Keberatan PPs/PBDR/MPO/PPd/PPd 17(1/PKk (*) tahun .............. .. 

Ini diberitahukan bahwa sesuai dengan Pasal45 Undang-undang nll . 6 Tahun 1983 tidak 
lagi dikerjakan dengan prosedur yang lazim setelah tanggal 31 Desember 1988. Apabila Saudara 
menghendaki keputusan atas permohonan Saudara tersebut Saudara dapat me;,ggunakan 

Keadilan Stbl. 1928 No. 187 dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan R.I. 
Ka Kanwil DJP dengan tindasan kepada KPP yang bersangkutan sesuai bentuk teriampir dengan 

sebagai berikut : 

TIdak mengajukan Pengampunan Pajak berdasarkan Keppres no. 26 Tahun 1984 mengenai 
tahun pajak tersebut dalam permohonan Saudara. 

Menteri Keuangan mengambil keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan khusus yang akan 
dilakukan berkenaan dengan permohonan Saudara . 

Permohonan diajukan selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pernberitahuan ini. 
Apabila dalam waktu satu bulan di lampaui maka surat permohonan penetapan 
Rampung/Keberatan tersebut di atas tidak dapllt lagi dikerjakan. 

ikian untuk diketahui. 

...... .... .... .... . I· ···· ··· ·············· ··· 
Kepala KPP ............................... .. 

( ........................... .. ... ) 

Coret yang tidak perlu 

1Il-- ---- -------- ---------- ----------- --------- ----------- ----- -- ----- --------- ----------- ---- --------- ------ -- --- ------- -- ------ --- --- -- ----

Permohonan penerapan 
Ordonansi Keadilan 

Kepada Yth : 
Bapak Menteri Keuangan R.I 
melalui Ka Kanwi . ... . DJP 
di 

Sesuai surat pemberitahuan Kepala Kantor Pelayanan Pajak .. ............. .. ........ nomor 
............. tanggal ........ _ .... bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak sudi 

menerangkan kewenangan berdasarkan Ordonansi Keadilan Stbl. 1928 nomor 187 untuk 
!JI1P,nvplpc'''''n permohonan kami mengenai : 

Surat permohonan perampungan pajak ..... _ ........ tahun .. .... nornor ......... Tanggal 

Surat permohonan keberatan atas SKP .. ...... .. .. .. .. Tahun ..... ...... nomor .. ........ . 
tanggal ............... . 

Surat permohonan pembayaran kembali kelebihan pajak .................... tahun ... .... , 
nom or .. _ .... ...... ..... tangQal ........ ............. . 

lah dan sambil menUnggu ~keputusan kami mengucapkan terima kasih . 

..... .. .. ............ , .................... 1990 
kepada: 
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Perihal Pernyata'ln Penfampunan 
Pajak Orani Pribadi 

Lembar ke·1 : untuk Inspekai Pajak 
Lembar ke·2 : untuk Wajib Paj:tk 

Lampiran 
Kepad~ 

Yth. Kepala Inlpekai Pajak 

di 

SURATPERNYATAAN PENGAMPUNAN PAJAK 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama 
Alamat tempat tinual : 
N P W P : OITIJa::DOrn 
dengan ini menyampaikan pernyataan untuk mendapatkan r.engam· 
punan pajak. aebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No· 
mor 26 Tahun 1984 menienai .emua jenis pajak yani terhut:lni, me· 
Iiputi tahun/mua pajak sebelum 1 Januari 1985 untuk Paj,,!( Keka· 
yaan lerta lebelum 1 .lanuari 1984 untuk je',lis pajak lainnya dan me· 
nyatakan , bahwa mlll'li tahun 1984 dan t:)lun·tahUI' berikutnya a· 
kan membayer dan "tau menyetorkan seiala jenis pajak yallg terhu · 
tang menurut ketentuan peraturan perundani·undangan p'!rpajakan 
yang berlaku lerta mengisi dengan benar dan lengkap Surat Pemberi· 
tahuan yang berkenaan dengan itu. 

Sehubunian oenisn itu : *) 

1. 0 Daftar Kekayaan Orani Pribadi 
per 1 Januari 1984, 

2. 0 Neraca per 1 Januari 1984, 
3. 0 Tanda bukti Seturan Uani 

Tembuaan Pfongampullan Pajak, 

1. 0 dilampirkan. 
o disusulkan ke:nudian, 

2. 0 dilampirkan. 
o disululkan kemudian, 

3. 0 dilampirkan, 
o dilusulkan.kcmudian, 

Demiklan pernyataan aaya dalam ranika memenuhl KEP· 
PRES No. 26 Th. 1984. 

. .... . . .. , .. .. ..... 1984 

Yang memberi pemyataan, 

.) Berl tanda Iilan, (X) pada 
kotak yan, dikehendaki. ( . .. ... . ... . ...... . ) 

KP .P.2 

J 3 
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perihal 

Lembar \ce-l 
Lembarke-2 

Pernyatun Pen~ampunan 
Pajak Badan Uaaha 

untuk Illlpek.1 Pajak 
untuk Wajib Pajak 

Lampiran 

14 

Kepadu 
Yth. Kepala IllIpek.i Pajak 

... . .. . . ... ... . .. ' . .. . . 
di 

. .. ... . . .. . : . .. . . ", , 

SURAT PERNYATAAN PENGAMPUNAN PAJAK 

Yanl bertanda tllllian di bawah ini : 
Nam. 
Kedudukan dalam pcruiahaan 

d.lam hal ini bertindak untuk 

dan atu nama 

Nama Badan Usaha 

Alarnat Kantor Pusat 

NPWP C OIJ a:o 0 CIJ 

dengan ini menyampaikan pernyataai1 untuk mendapatkan pen lam· 
punan pajak, sebagaimana dimaksud dalam Keputulan Preliden 
Nomor 26 TahuJ11984 mengenai jeni3 pajak dan tahun pajllk lebaiai 
berikut : -) 

No. JENIS PAJAK TAHUNPAJAK 
Urut 

l. o pp, 01983 berurutan mulai denran 19 

2. o PBDR 01983 berurutan mulai den"an 19 

3. D MPOWapu 01983 berurutan mulai den"an 19 
4. I CJ PPd Burnh 01983 berurut.an mulai denien 19 
5. o PPn 01983 berurutan mulai dengan 19 

dan menyatakan . bal. ~" l terhit·.' ng mulai tahun 1984 dan tahun·ta· 
hun berikutnya akan membayar dan atau menyetorkan Miala jenia 
pajak yang terhutang menu rut ketentuan peraturan perundan,' 
undangan perpajakan yang berlaku lertlt mengisi den,an benar dan 
lengkap Surat Pemberitahuan yane berkenan dlmgan itu . 
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KP.P .3. 

Sehubunean denean itu : ') 

1. 0 Neraea per 1 Januari 1984 

2. 0 Tanda !jukU Setoran U~n' 
Tebuaan Peneampl.lnan Paj,k, 

o dUamplrkan 
1.0 diauaulkan lemu· 

dian. 

2. 0 dllamplrkan 
. Cl dilululkan kemu

dian. 

Demikian pernyataan kami dalam ran," memenuhi KEp· 
PRES No. 26 Th. 1984. 

') Ser! tandaailanl{ (X) 
pada kotak yan\( 
dikehendaki. 

•• , • • t .1984 

Yan, memberi pemyataan, 

(. . . . . . . .. ... . ... ) 

15 

Analisis kebijakan ..., Diah Novita, FISIP UI, 2006.



.1 

, 

-----..... 

Lembar ke 1 : 
Lembar ke II : 

Untuk lnlPekl1 Pajak 
Un\uk W&.Ilb P.J.k 

DAFTAR KEKA Y AAN ORANG PRlBADI 
PER 1 JANUARI1814 

~ ......... -................•................. •...............•....... 
NILAI KEKAYAAN (Rp) 

No. 
Kode V R ~.\. I A t: SPT PKk Kepprel No. 26 

Tahun 1814 Tahun 1111. 

1 2 3 4 

1. Mod.1 dal.m Perusallaan alaU pekerl •• n bebu 

(Perlnel.n 1111&1 .... mplran I). 

2 . Bar.n, Talt Geralt 

(Perlneian IIllat .... mplran II). 

3. Hana G trait 

(Perlnelan IIh.t .... mplran 111). 

•• Laln·l..!n 

(Pertneian IIhnt .... mplr.n IV). 

6. Jumlah NUaI Seluruh Kek.ya.n 
(Kode-kode 1 +2+3+4). 

6. Dlkuran,l: Ba,lan Kek.yaan yan, \I. 
:1&1< Dlkenaltan P.laIt . 

,. Dlkuzan,l : Hulane yane .d. p.d. 1 J •• 
nuui 11114 (Pel lnclan IIh.t 
.... mplr.n V). 

I. Dlkuran,l : Ba,lan Kekayaan yan, telah 
OI&.1ukan Penumpunan 

9. Juml.h NIlai Kek.YAan Benlh 
(Kode-kode 6·6·'-1) . 

10. . Sellalh NIlai Kek.YAan Benlh 
(Kolom 4-3). 

1L Jumlah V.n, 'l'ebuun 
1"- /10"- X Rp . .. .. ..... .... .... ...... ... .. 

12. Jumtah V.n, Tebuaan yanK dlb.yar. ..... . •••..•••••...... -.....•..••.••• ~ ..... ~ .. -.........•.......•.. 
.. .............. .... ...... .... 19 ........ .. 

Say. bemama: •. • . •• .••• .•• •• • • •• • •••• . • •• .••• ...•• •• • .•• • •• 
Itlaku Waltb palalt benam. In! meny.takan. bahwa denlan lep.ncetahuan clan k ... daran 
aay. Itpenuhnya atu altlb.,.altlb.':lY •• aPa Yan, t.1ab dlb.rltahukan dl.tu .dalah b.nar. 
lenck.p dan Udalt berayar.t. 

T.n:la tan,an ...... ..... ........................... .. 

KP.P.4. 
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LAMPIRAN KE I 

KP.P.4 

. / 

MOfJAL DALAM PERUSAHAAN SENDIRI DAN PEKERJAAN BEBAS 
(TERMASUK·MILlK, ISTRI, ANAK DAN ATAU ANAK ANGKAT 

YANG MASIH D1BAWAH UMUR) DAN PERUSAHAAN LAIN 
(TERMASUK F1R~rlA DAN CV) . 

..... ........ __ ••••••••••••••••••• 11 ••••••• · ....................... 

No. Nama/Merek/Jonl. dan Ala mal 
Peruoahaan/Prakuk/Tempal Usah. 

1 2 

•.... -_ ........•.••..•.............. 

Calatan : 

Blla naanlan tldak mencWtupl 
dapat dlbuat daftar yanl ... ud 

Oel&rnya nll.1 darl Mod.1 
nlrnurUl 

SPT PKk 1984 K£PPRES No.2 &11984 

3 4 

4 

_.a_ ....•..... ~ .•..... ~ ... · . 
........................ .................. ; .... ,' .... . 19 ... : ... , 

Yan, menllJukan pen,ampWlIn oaJak 

( ......................................... , 
\ !" ... 

.. : . .. ;. ' ' . '>-

17 
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I ' 

--------,---------

LAMPIRAN KE II 
---l<r.P:T---

BARANG TAK GERAK (TERMASUK MILIK ISTRI, 
ANAK ,DAN AT AU ANAK ANGKA r YANG,. ' . " ; 

DIBAWAH UMUR) : ' 

a. BANGUNAN:" rumait, bunialow', pabrlk, eudlUlid.b. 

No. LeUkn"a banlunan 
Pcrolchan NUaJ Kekan.an menu rut 

Urut Tahun Harca SPT PKk 1984 KEPPRES 
No. 26/'4 

1 2 3 " f> 6 

b. T\NAH : tanah darat/baneunan, lawah, kebun, I.dang, empani <Ub. 
- ' -

No .1 
Letakn"a tanah Luun"a 

Perolehan NUaJ Kek."aan mcnurut 
Uru\ Tahun HarIA SP1" PKk lllU ICEPPRES 

No . 20/84 

1 2 3 4 6 6 'J 

Co TAGlHAN-TAGIHANtpltn'ANGPItn'ANG YANG DIJAMIN DENGAN BARANG 
TAKGERAK DALA.\iTAHUN 1983. 

r--' 
No. 

Nama Yanl Btrhut.n. Ulut 

1 2 

£!.!.~~; 

BU. ruanaan tldak mencukupl 
dafoal dibua' daftar "anl se.ual. 

18 

Jarnlna" NUal Keka" .. n mcnuru\ 
Janh 

3 

Lelak- SPT PKk 111,114 KEI'PRES 
n:/. No . ·26f8~ 

4 6 6 

, 19 

Yan, meneajukan pcnc.ampunl\n pajak, 
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LAMPI RAN KE III 
--- KP. P.-4---

HART A GERAK (TERMASUK MILIK 1STRl, 
ANAK DAN ATAU ANAK ANGKATYANG 

. .; :'DlBAWAH UMUR) . ~ 
::' .. 

a. EFFEK·EFFEK,: Saham , obJigui, aertiftkat dan lain .ebacainya. 

No. Nama dan a1amat 'Badan ' Tahull NII&I Keltanan menunat' 
Urut yan, men,eluuka" eUek Perolehan SPT PIG. KEPPRES 

1884 No. 26{14 

1 2 3 4 & 
'. 

b. BARANG·BARANG MEWAH SEPERTI : Mobil, .opeda motor, bpal pe· 
aiar, kuda pacu, lemari e., air condition, tape recorder, proyektor, alat·a)at 
mu.ik,lukiaan.lukiian dan aebagainya. 

No . Jen .. buan,-buana mewah • TabWl N1I&l KtkaylUl llitnunat 
UNt Peroleh&al SPT PKlc i(EPPRES 

1 2 ;, 

c. HARTA GERAK LAINNYA. 

No . Jenls harU Icral< 
Urut 

1 2 

1. Slmpanan dl Bank dalam /lUll nelerl, 
berupa : dcpoalto b~rlan~ka dan lalnnya 

2. Uanl Tunal 

3. Vall,lla A&In, 

4. Ta,ihan/Plutanl 

O. Perhlas&n·perhlasan 

f!.'!!.!!W 
sUa rU8nlan Udal< mencukupl 
dapa' dlbua' daftu yan, ICtual. 

: 

1814 No. 26/84 

, 4 & 

Nllal Kekanan menwut 
SPT PKlc KEPPRES 

1814 No. 26/84 

3 4 

.' 

18 •.. . 

Van, men&aJukan pencampunan pajak : 

( ........... -.. ........................ .................... ) 
19 
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LAMPIRAN KE IV 
----KP-:-p.-,r--

!. LAIN·LAIN: Harta/Kekayun yang beluin tennasuk 
I pada Lampiran I, U, dan IiI. 

No. 'U r a ian 
Urut 

1 2 

Catatan : 

Bila ruanean tidalt mencukupi 
dapat dibuat daftar yane .uuai. 

20 

Nilai Kekayaan menurut 
SPT PKk 1984 KEPPRES NO. 26/84 

3 4 

19 . . 

Yan, men,ajukan pen,ampunan pajak 

( .......... ...... .. ...... .............. .. .. .. ) 
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LAMPIRAN KE V 
KP. P. 4 

HUTANG 

No. Nama yang berpiutang 
Urut 

1 2 

Catatan : 

Bila ruangait tidak mencukupi 
dapat dibuat dartar yang Ie.uai. 

I 

I 

JumJah Hutana menurul 
SPT PKk 1984 KEPPRES NO. 26/84 

3 4 
--

• 

~ ... . . . 19 .... . 

Yan!! men!!ajul<an pengQJYlpunan pajak 

( ............ .... ............ .. .. .. ......... ... .. ) 

21 
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, ,J :" N'ERACA 

PER 1 JANUARI 1984 

CONTOH: 

AKTIV~, 

'~.~: .. ·····;···:;··~······~r·······~;:~~·;;Z;;:;~·~~;~······· 
. • r r a a n 

Urut I SP!' Tahun ~ q83 Keppre. No. 26 
Tahun 1984 

oJUMLAH AKTIVA 
•••••• ••••••••••••••••••• a ••••• c •• Ga~._ ••••• . .............. 

CONTOH : 

PASIVA 

~·~:~lc .. &.;::.:;::.:: ..... ~ .. c .... ~;.~~~.;~~~~~~;) ••••.•. 
Urut i Menurut SPT 1983 Koppro. No. 2li 

Tahun 198~ 
I 

~ 

JUMLAH PASIVA 
~== ••••••••••••• = •••••• =2D • •• a ••••• u __ .= ••• :;:z. ____ ••••••••• 

Catatan : 
P , 

Perincian muing·muing AktivD dan Pa.iva ,upRya dijc\a.kan pada Lo.mpiran: 

KP. P. b. 

22 
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SURAT SETORAN UANG TEBUSAN 
PENGAMPUNAN PAJAK 

LSMBAR 1 
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. (KEPPRES NO. 26 TAHUN 198.) 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK o WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Un,\&k bupeka ~ak mclalloli 

o WAJIB PAJAK BADAN 
Kantor ?nerim. 'emb.,._ 

B.rUr. ... tancia alanl (X) pad. kotak ,.anl 
tIned". 

NA~fA WAJIB PAJAK : .... .. .................. .. .......................... 0 · .. .. .. .......... ...... .... .. .... .. ................ .. ............ 

ALAMAT : .......................................................................... .. .. .. .............................. - ...... 
NPWP : o CIlJ CIlJ 0 CD 
Ii-iSPEKSI PAJAK : .................... .. ........ .... .................... .. ............... .... .... .... .................. .. ........ .. ...... 

miAla k. cia Kepala Kantor K.u Ne~ 
PI' Bank Penepd/KaDtor Po. d_nlro apr menerima pemba,. ...... 

TERAAN KAS REGISTER 

.tu Rekeninl Kepala lnapekli Pajak • • • • • •• . • •• • •••• • ••• • •• • • • • 

c:q. Kepala Kantor IUs Nccara dl . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . • . . . • . . . . 

jumlah ,eloran uanl lew .... penpmpunan p.Jak ,.anl buu. dlba,.u lebeau : 

.. X Rp. - RP·I I 
deDcan buruf : 

Dilsi Oleh Kantor Penerima Pembayuan 

TANGGAL D1TERIII1A 

WWI I I I I 

Hanp dimuukkar . ~;wi;. pen.rimaan Lain-lain Pajak Lanesunl : [ili) 

. .•... . " td • .. .. .. . . 19 .•. 

Tanda taJlp!> penyetor/Waiib Paiak 

.. .. ................ .......................... J 

KP. P. 6 

t"l 
N 
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.. _-_._-------_....-_----
I SURAT SETCRAN UANG TEBUSAN 

PENGAMPUNAN PAJAK 
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. .(KEPPRES NO. 26 'i'AHUN 1984) LEMBAR 1 

OIREKTORAT JENDERAL PAJAK o WAJIB PAJAK ORANG PRIBAOI 

o WAJIB PA.lAK BADAN. 
Untult WaJlb Pajak 

BerilLan ~d.a 'il&nC (X) pada kotak ya.ac 
tenedia. 

~AMA WA.lIB PAJAK : · ................ . ... , .. ... .... ... . . ..... . ............ '" .......... .... .. .. 
ALAIoIAT : · .... , . . .. .... . . ... .. . .. ........... . . "" .. , .. .. .... '" . . .. .... .. ..... 
NPWP : o rrn aD 0 [[] 
INSPEKSI PAJAK : · .. . ... " ....... . .. , ............................. . . . . . .... . . . ... . .. 

miDta kepada KepaJa Kan.tor Ku Nec.an 
B;...u 7=.:wps!lKaator Po. dan Gizo apr mn>nima pembayaran 

TERAAN KAS REGISTER 

.tu Rekenla. J( ~"la InspekJi Pajak • . • . • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • . 

CCl. Kepala Kantor Ku N~a dl • • . . . • • • . . . • • • . • • • . . . • • • . • • . • 
jumlah ICtonn uaa. tebuan pen",mpun&ft pajalt Y&nC buua dlbayar Mbesar : 

.. X Rp. - Rp. I I 
denc_ hurut : 0 

DWi Oleh Kantor Penerima Pembayar_ 
TANGGAL DlTERIMA 

WWI I I I , 

Harap dlmalultkan dalam pener;maan Laln·laia. i'aiak Lanpunc : am 
••••••••• 1&1 • • • • ••••• 19 •.•.• 

1'IIDda ......... penyctor/wajlb Pajak . . 

....... __ .. _ .......................... - ............................................. K,.." .• 

I 

...,. 
N 

.t 
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SURAT SETORAN UANG TSBUSAN 
PENGAMPUNAN PAJAK 

LEMB~R 3 
DEPARTEMEN KEUANGAN R.1. (KEPPRES NO. 26 TAHUN 1984) 

UntWl cWamPirttan pada Dllftar 
UIREK','OitAT J~:N;)F; !\/'L P.UAK 10 WAJIB PAJAK OR "l~C PR!ilADI Kek .. y~ <bD atall S'ftllca ,MIl' lU WAJIB PAJAK BADAN. 1 Jan...n 198. 

, Berikan tantia .ilanl (X) pada !total< yanl 
t~nedla. 

NAMA WAJID PAJAK : ~ . . . . .. . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. ... . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .... 
ALAMAT : ........... , .......................................................................... - ........ 
NPWP : o ITIJ ITIJ 0 m .. 
INSPEKSI PAJAK . . - .... '" ............. .... ............ "" .................... ..... ............... . . 

I 
Kepala Kantor Ku NeC&n 

aIM menerima pembayuan mlnta kepada Bank PenepIlIK ... ;:or POI daD Giro 
TERAAN KAS REGISTER 

ata. Rekenln, Kepala Inlpekll Pajak . • . . . . . . . . . . . . . . . • " • • • • • •• • 

eQ. KepaJa Kantor Ka. Ne,.... dl ...•• ••...••.•. • " •••.•.•.••. 

jumlah .. &oren uanl tebuMn penpmpunan pajak yan, harua dlbayu .ebeau : 

'" X Rp. - RP.' I 
dencan huru! : 

DUll Oleb Kantor Penedma Pembayaran 

TANGGAL D1TERlMA 

WWI I II I 
Harap dimuukkan dalam penerim .... Lain-lain Pajak I.anpunl : [ill] 

. ' . • W ... .... . 19 . 

finda tanpn penye&orfWallb Pajak 

................................ _ .......... 
•••••••• ••• • •••••••••••• •• u .................. 

KP. P.6 

VI 
N 
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SURAT SETORAN Ulu'lG TEBUSAN 
PENGAMPUNANPAJAK 

DEPARTEMEN KEUANGAN Ll (KEPPRES NO. 26 TAHUN 1984) LEMDAR 4 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK o WA.JI!' PAJAK ORANG PRIBADI Untulr. Arsip Kantor Penerima 

o WAJIB PA.JAK BADAN. Pembayaran Pajak 

Berikan tanda s ilan, (X) pada kotalt yan, 
tenedla. 

NAMA WAJIB PAJAK : .. .... ... ... .. .... ...... .... .... .. .... .. .................... ...... .... .... .. .. .... .. .. .... .... .. .. .... .. .............. 
ALAMAT : ...... .... .... .... .. .................. .. ...... .... .... ........ ... ........ .. .. .... .... .... .... .. .... .. .... .... ........ 
NPWP : o 0::0 ITO 0 CD 
INSPEKSI PA.JAK : .... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. ........ .. .... .. .. ........ '" .... .. .. .................. .. .. . ...... .. ...... .. 

Kepala Kantor Ku Nc&ara acar menerima pembayaran rnlnta kep.da Bank Perwpli/Kantor Pos aan Giro TERAAN KAS REGISTER 
atas Rekenln, Kepala lnspeksl Pajak . . . . . . . . • . • • . . . . • • . • . • . . . 

cq. Kep.1a Kantor Ku Nepra dl . . • . . . • • . • • • • • • . . • . . • • . . . . . 

jumlah aetoran ... n, tebusan penpmpunan pajak yanl h.nu dlbayar sebesar : 

'" X Rp. - RP . \ I 
de_~uruf : 

Dlisi Oleh Kantor Penerim. Pemb.y .... n 
.. 

TANG GAL DITERIMA 

WLUUW 
HaraP dimuulr.kan dalaro penerim .... LaIn-IaiA Pajak Lanpun& : urn 

I 
. . . • til .. • . . 19 .. .. ... 

T.nda tanPG penyetor/Wallb Pajak 

........................................... . .......................................... ... 
KP. p . 6 

I 

\D 
N 
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Peri hal 

Lampiran 

o 

Lembar ke·1 : untulr. lnapekai Pajak. 
Lembar ke·2 : untuk Wajib Pajak. 

Pene~tar Lampiran 
Pernyataan Peneam· 
punan Pajak. 

Kepada Yth. 

Kepala lnapekai I'ajak 

di 

Menunjuk pada Surat Pernyataan Ponllampunan Pajak yane 
telah kami aampaikan tanlflfal . . . .. . " 1984 atu 

Nama 

NPWP : OCDJOIlOm 
bel'lama ini di.usulkan : .) 

1. 0 DaCtar Kekayaan Oran, Pribadi per 1 Januari 1984. 

2 . 0 Neraca per 1 Januari 1984. 

3. fJ Tanda bukti Setoran Uan~ Tebusan Pcne"mpunan Pajak. 

4.0. . . ... . ........ . . . 

Harap diterima denean baik . 

.1984 

Yane menlfajukan Peneampunan Pajak 

.) Beri tanda silanlf (X) pad a 
k"tak yang dikehendaki. 

( ........ .... ........... .. .......... ) 

KP . P. 7. 

27 

Analisis kebijakan ..., Diah Novita, FISIP UI, 2006.



DEPARTEMEN KEUANGAN R. I; 
DlREKTORAT JENDERAL PAJAK 
---------------------

PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PSRNYATAAN PENGAMPUNAN PAJAK (KP. P. 2) 

(UNTUK ORANG PRIDADJ) 

I. UM UM. 
Sur'at Pcrny2taan Pcngalllpunan Pajak adalah surat yang harus diisi dan 
disampaikan olch Wajib Pajak Orang Pribadi kcpada Kepala Inspe\;si 
Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertclllpat tinggal ataJ terdaftar. guna 
memenuhi pcrsyaratan unluk menriapatkan pengampunan pajak sebagai. 
mana dimaksud dalalll KEPPRES No . 26 Tahun 1984 tentang Pengam· 
punan Pajak. 
Sebelum mengisi Surat Pernyataan hcndaknya ditelitl tcrlebih dahulu 
apakah Wajib Pajak (Wi» telah mempunyai NOlllor Pokok Wajlb Pajak 
(NPWP) yang terdiri dan 10 angka. Bilamana Wajib Paj3k belulll mem· 
punyai NPWP atau merilpunyai NPWP yang masih terdlri dari 6 angka . 
hcndaknya segera mcndaftarkan diri terlcbih dahulu at au menghubungi 
Kantor Inspeksi Pajak dalam wilayah tempal tinggal Wajib Pajak. 

·.Masalah NPWP ini hendaknya mendapatkan perhatian · agar Wajib Pajak 
mendapatkan kemudahan dalam penyclesaian administratip dan tidak 
mendapatkan kesukaran pada saat melaksanakan pembayaran. 

2. CARA PENGISIAN SURAT PERNYATAAN. 

28 

2.1. Surat Pemyataan diisi dalam rangkap 2 (dua) : 
- lembllr ke-l ·: untuk Kepala Inspeks! Pajak . 
- lcmbar ke-2 : untuk arsip Wajib Pa.1ak. . 

2.2. Lampiran : 
Diisi dengan juml$ dokulllen yang discrtakan pada Surat Pcrnya
taan. Sclanjutnya perhatikan ketcrangar. pada angka 2.7 '-

2.3. Alamat Surat : 
Diisi dengan nama dan a1amat Kepala lnspeksi Pajak dalam wilayah 
tempat tinggal Wajib Pajak. 
Contoh : Kepala Inspcksi Pajak £logor di Bogor . 

2.4. Na m a : 
Diisi dentan nama Wajib Pajak sesuai dengan yang tcrcantum dalam 
Kartu NPWP atau Tanda Bukti Pcndaftaran Wajib Pajak (KP. U. 6). 
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. 2.5. Alamat tempat tinggal : 
Dils! dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan Kartu NPWP atau 
Tanda Sukl! Pendaftaran Wajib Pajak (KP. U. 6). 

2.6 . N P W P : 
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak , sesuai deng3n Kartu 
NPWP atau Tanda Bukti Pendaftaran Wajib Pajak (KIl . U. 6). 

2.7 . Dokumen yang harus dilampiri<an : • 
Surat Pernyataan harus dileflgkapi dengan Daftar Kp.kayaan Orang 
Pribadi per 1 Januari 1984 (KP. P. 4) dan Tanda Buk\i Sctoran 
Uang Tebuun Pengampunan Pajak (KP. P. 6). 
Dalam hal Wajib Pajak rnempunyai usaha yang menyel~nggarakan 
Pembukuan, maka di samping Daftar Kekayaan dan Tanda Sukt! 
Setoran Uang Tebusan harus pula dilampirkan Neraca per 1 Januari 
1984 (KP. P. S). 
Apablla Daftar Kekayaan, Neraca dan Tanda Bukti SetlJran Uang 
Tebusan belum sial' ur.tuk dilamp~kan, mw dokumen tersebut 

. dapat disusulkan kemudian selambat-lambatnya tanggal ~1 Desem· 
. ber 1984. 
Dalam hal Daftar Kckayaan, Neraca dan· Tanda Suktl Setor3n 
Uang Tebusan -lilampirkan, maka- pengisian . Surat Pernyataan 
dilakukan sebagal berikut : 

1. I8l Daftar. Kekayaan O· 
rang Pribadl per 1 
Januari 1984, 

2. ~ Neraca per 1 Januari 
1984, . . 

3. I8l Tanda Sukti Setoran . 
Tebusan Pengampunan 
Pajak, 

1. ~ dilamplrkan, 

o disusulkan kemudiAn, 

2. 181, dUamplrk;an, . . 
--' o dlsusulkan kemudian, 

3. 181 dilampirklin, 

o disusulkan kemudian. 

Dalam hal Daftar Kekayaan, Neraca dan Tanda Suktl Setoran 
Uang Tebusan belum dapat dllamplrkan, maka pengisiannya di· 
lakukan sebagal berikut : 

1. ~ Daftar Kekayaan Orang 1. 0 dilamplrkan, 
Pribadl per 1 Januar! 
1984, ~ disusulkan kemudbn, 

2. ~ Neraca per 1 JanuaI'I1984, 2. 0 dilampirkan, 

~ dlsusulr.an kemudian. 

29 
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3. ~ Tanda Bukti Setoran 3. :.p dUamplrkanj:I.:,··. " 
,,:_ ::';r/i! "lI .. UanaJebusan Pcng~pun~ .. j ;:, . 'I' ', 1',.':' ... . J .~:. i : 

. an Pajak, ' ~ , i } : ~ , .~.' l : Ij ~; :'{i ( ,.:~ : . : ~ dlsusulkan ,kemudian. 

2.S. Tempat, taniial clan Surat PemyatlWl : :\ ; 1 ' ; I 

. . DiW 'dengan nama kota' dan tanggal Surat Pernyataan dibuat . 
, ~ r: . . ' . .. : . . : . I' ., • ~ 

2.9. Yan& memberl pemyataan' :'-: ..- ;: r 
. Ditanda tarigaN oleh \Vajlb Pajak yang mengajukan pengampunan 
" :,ajak . DI bawah tanda tangan supayll uicantumkan nama je1as 

~ Vajib Pajak. " 
I ". 

3. L A IN· L A IN. 
,3.1. Dalam hal Wajlb Pajak yang mengajukan pengampunan pajak tuna 

.ksara, Surat Pernyataan inl dapat dllsl dcngan bantuan oran31ain, 
Wajlb Pajak CI,I~Up 1,lcncantulllkan tanda tangan atau cap jcmpol, 

3.2. ' Jenls dan Tahun Pajak ymS dlmintakan Pcngampunan ialah semua 
jClus pajak yang terhutang, meUputi tahun/Illua pajak sebelum 1 
Januarl1985 untuk Pajak Kckayaan serta scbelum 1 Januari 1984 
ulltuk jenis pajak lmnya. ' 

" Jenis Pajak yang dapat dimintakan pengampunan oleh Wajib Pajak 
Orang Pribadi sesuai Keppres No. 26 rahun 1984 adalah : 
(I) , Pajak Pendapatan. 
(2) Pajak Kekayaan. . 

, (3) Pajak Atas Bunga, Dividen dan Royalty " 
(4) MPO Wapu. 
(5) ' Pajak Pendapatan Buruh (PPd , 17a), ' 
(6) Pajak Penjualan, 

• 
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. " 
DIREKTORAT JENDERAL . PAJAK 
-----------------------

PETUNJUK PENGlSIAN 
SURAT PERNYATAAN PENGAMPUNAN PAJAK "(KP.P.3) 

(UNTUK BAD AN USAHA) 

1. U MUM. 
Surat Pernyataan Pengampunan Pajak adalah surat yang harus diisi dan 
diSlllllpaikan olch Wajib Pajak Badan kepada Kepala Inspeksi Pajak dalam 
wUayah Kantor Pusat Badan tersebut berkedudukan atau terdaftar , guna 
lIlemenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengampun:1O pajak sebagai· 
mana dilllaksud dalam KEPPRES No. 26 Tahun 1984 tentang Pengam· 
punan Pajak . Pengajuan Surat Pernyat. an Pengampunan dUakukan oleh 
Kantor Pusat. " 
Sebelulll mcngisi surat pernyataan hendaknya ditelitl terlebih dahulu apa· 
kah Wajib Pajak (WP) telah mempunyai Nomor Pokok \Vajib PajaJc 
(NPWP) yang terdirl dari 10 angka. BUamana Wajib Pajak belum memo 
punyai NPWP atau illempunyai NPWP yang masih terdiri 6 angka, hen· 
daknya segera mendaftarkan diri terlebih dahulu atau menghubungi 
Kantor Inspeksi Pajak dalam wUayah tempat kedudukan Wajlb t>ajaJc. 
Masalah NPWP ini hendaknya mendapatkan perhatian agar Wajib PajaJc 
mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan administratip dan tidak 
mendapatkan xesukaran pada saat melaksanakan pembayaran. 

2. CARA PENGISIAN SURAT PERNY ATAAN. 
o 

2.1. Surat Pemyataan diisi dalam rangkap 2 (dua) : 
- lembar ke·l : untuk Kepa\a Inspeksi Pajak . 
- lembar ke·2 : untuk arsip \Vajib Pajak. 

2.2. Lampiran: 
Diisi dengan jumlah dokumen yang disertakan p;da Surat Pernya· 
taan . Selanjutnya perhatikan keterangan pad a angla 2.11 . . 

2.3 . Alamat Surat : 
Oiisi dengan nama dan a1amat Kepala Inspeksi Plljak dab.m wUayilh 
tempat kedudukan Badan Usaha. 
Contoh : Kepala Inspeksi Pajak Bogor di 8ogor. 

2.4. N a m 8 : 

Oiisi dengan nama pengurus atau wakU Badan Usaha yang berwe· 
nang untuk menandatangani Surat Pernyataan Pengampunan 
Pajak. 

31 
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2.5. Kedudukan dalam perusahaan : 
Diisi dengan jabatan pcngurus atau wakU Badan Usaha yang ber· 
we nang untuk menandatanganl Surat Pernyataan Pengampunan 
Pajak. 

2.6. Nama Badan Usaha: 
Oiisl t1engan nama Kantor Pusat Badan Usaha sesuai dengan yang 
tercantum dalam Kartu NPWP atau Tanda Bukti Pendaftaran Wajib 
Pajak (KP:U. 6). 

2.7. Alamat Kantor Pusat : 
Diisl d:ngan alamat Kantor Pusat Wajib Pajak Badan, sesuai dcngan 
alamat yang tercantum dalam Kartu NPWP atau Tanda Buktl Pen· 
daftaran Wajlb Pajak (KP. U. 6). 

2.8. N PWP: 
Diisl dengan Nomor Pokok Wajio Pajak Badan sesuai dcngan Kartu 
NPWP atau Tanda Bukti Pendaft~r~n Wajil:, !>ajak (KP. U. 6). 

2.9. leniJ Pajak : 
Untuk menyatakan jenis pajak yang dimlntakan pengampunan suo 
paya diberi tanda silang (X) pada kotak·kotak jenis pajak yang 
tersedia. 
Contoh : WP. A mempunyal usaha dan terhutang pajak yang terdirl 

dart : Pajak Perseroan. PBOR, MPO Wapu. Pajak Pendapatan 
Buruh dan Pajak Penjualan . 
Wajib Pajak ingin mengajukan pengampunan pajak mengenai 
jenis-jenl~ pajak tersebut dl atas. 
TandJ silang (X) harus dibubuhkan pada kotak·kotak jenis 
pajak : 

------------ -----------------~---
No. 
Urut 

lENIS PAJAK TAHUN PAJAK 

------------ ---------------------
1. D PPs o 1983 berurutan mulai dengan 19 

2. D PBOR D 1983 berurutan mulai d~ngan 19 

3. D MPOWapu D 1983 berurutan mulai dengan 19 
4. D PPd Buruh D 198.3 berurutan mulai dengan 19 
S. D PPn D 1983 berurutan mulal dengan 19 

--------- ------------------
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2.10. Tahun f1ajak : 
Oleh karena terdapat saling hubung:m antara dasar pengidtungan 
beberapa jenis pajak dan tahun pajak, maka se~uai ketentcan Pasal 
1 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No:' 345/KMK. 04/1984 ten. 
tang Pelaksanaan Pengampunan Pajak, pernyataan tertuJis yang 
disampaikar. Wajib Pajak harus memuat tahun 1983 at3u tahun. 
tahun sebelumnya yang berurutan sampai dengan taltun 1983. 
Tahun pajak yang dimintakan pengampunan harus meliputi 
tahun·tahun yang bcrurutan untuk masing.masing jenis pajak. 

Contoh 1: 
WP. A baru berusaha dalam tahun 1983 yang berkewajiban alas 
jenis p,~jak PPs, PBDR, MPO Wapu, PPd Buruh dan nn. Pengam· 
punan Jiajukan meliputi semul jenis pajak tahun 1983. P~ngisian 
jenis dan tahun pajak dilakukan sbh.: 

-- -----------T----------------------
No. JENIS PAJAK TAHUN PAJAK 

Urut . 
-- ---....;.------ ----.-.----------------
I. ~ prs ~ 1983 berurutan mulal dengan 1983 
2. ~ PBDR ~ 1983 berurutan mulai dengan 1983 
3. ~ MPO Wapu ~ 1983 berurutan mulai dengan 1983 
4. ~ PPd Buruh l~ 1983 berurutan mulai dengar. 1983 
5. ~ PPn ~ 1983 berurutan mulal dengan 1983 

--------- --.---------------.----
Contoh 2: 
WP. B telah berusaha sejak tahun 1960 dan berkewajlban atas jenis 

_ pajak PPs, PBDR, MPO Wapu, dan PPd Buruh tahun 1960. Pe,ngam' 
punan yang diajuhn meliputl 7 tahun sejak tahun 1977 Pengisian 
jenis pajak dan tahun pajak dihkukan sbb. : 

No . 
Urut 

JENIS PAJAK 

1. ~ PPs 
2. ~ PBDR 
3. 
4. 
5. 

MPOWapu 
PPd Buruh 
PPn 

TAHUN PAJAK 

~ 1983 berurutan mulal dengan 1977 
~ 1983 berurutan mulai dengan 1977 
~ 1983 berurutan mulai dengan 1977 
C!SI 1983 berurutan mulai dengan 1977 
o 1983 berurutan mulai dengan 19 
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Contoh 3: 
WP. C tdab berusaha sejak tahun 1970 dan berkewajiban atas PPs 
dan PPd Buruh. Baru dalam tahun 1982 ia terhutang jenis pajak 
PBDR dan Pajak penjualan. WP. C ingin mcngajukan pengampunan 
meUplAti 3 tabun. Pengisian jenis pajak dan tahun pajak dUakukan 
sbb. : 

No. JENIS PAJAK TAHUN PAJAK 
Urut 

-------- -----------------------
l. 181 PPs 181 1983 berurutar. mulai dengan 1981 

2. 181 PBDR 181 1983 berurutan mulai dengan 1982 
3. D MPOWapu D 1983 berurutan mulai dengan 19 
4. 181 PPd Buruh 181 1983 berurutan mulai dengan 1981 
5. I8IPPn 181 1983 berurutan mulai dengan 1982 

.... -- ------- ------_._----------------
2.11. Dokumen yang harus dilai'npirkon : 

Sural Pemyataan harus dilengkapi uengan Neraea per ) Januari 
1984 (KP. P. 5) dan Tanda Bukti Selonr. vang Tebusan Penglllll' 
punan Pajak (KP. P. 6). 
ApabiJa Neraea dan Tanda Buktl Setoran Uanl:; Tebusan belum siap 
untuk dilampirkan, maka dokumcn telSebut dapat disusulkan 
kemudian selambat.lambatnya tanggal3) Dlsember 1984. 
Dalam hal ' Neraca dan Tanda Bukti Seto:an Uang Tebusan dilam· 
pirkan maka pengisian surat PernyataaCl dilakukan sebagai berikut : 
1. ~ Neraea per 1 Januari IS1 dilampirkan . 

1984, 

2. ~ Tanda Bukti Setoran 
: Uang Tebusan Pengam . 

) . D disusulkan kemudian . 
2. 181 dilampirkan 

. punan Pajak, D disusulkan kel)lUdian . 
Dlllam hal Daftar Kekayaan, Nerac.a dan Tanda 13ukti Setoran 
Uang T:busan belum dapat dilalllpirkan , maka pengisiannya di· 
lakukan sebagai berikut : 
1. 18! Neraea per 1 Januari 

1984, 

2. ~ Tanda Bukti Setoran 
Uang Tebusan Pengam· 
punan Pajak, 

o 

1. D dilampirkan 

l'iSI disusulkan kellludian . 
2. 0 dilampirkan. 

~ disusulkan kemudian . 
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2.12. Tempit, tanggal dan Surat Pemyataan : 
Diisl dengan nama kota dan tanggal Surat Pernyataan dibuat . 

2.13. Yang memberi pemyataan : 
Ditanda tangani ol,eh pengurus at au wakil Badan Vsalla yang me. 
ngajukan pengampunan pajak . 'Di bawah tanda tangan supaya di· 
cantumkan nama jelas pengurus atau wakil Badan Usaha . 

3. LAIN·LAIN. 
3.1. Tahun pajak yang dimintakan pengampunan pajak tidak dibatasi 

awal tahun urutannya. 

3.2. Pengertian Badan Usaha meliputi : 
1. Perseroan Terbatas 
2. Perseroan Komanditer 
'3. PT. Negara 
4. Pcrjan 
5. PT.Persero 
6. Perulll 
1.. PT. Daer..h 
8. Perusahaan Daerah 

9. Persekutu:ln, Perseroan atau 
Perkumpulan lainnya . 

10. Firma 
11. Kongsi 
12, Perku01pulan Koperasf 
13. Yayasan atau Le01baga 
14 . Bentuk Usaha Tetap 
15. BaIJ~.bank F, 'nerintah dan 

Bentuk Badan L.N. 

Termasuk dalam pengertian Kongsie, Persckutuan atau Perkumpul. 
an lainnya . Kantor Akuntan, Konsulen Pajak; Pengaci.ra, Dokler, 
Notaris dan Konsulen yang bekerja dalam gabungan (Partnership) 

, termasuk dalam pengertian Persekutuan, Perkumpulan atau Kong· 
sie yang termasuk dalam pengertian Badan Usaha yang dikenakan 
Pajak Perseroan. 
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DEPARTEMEN KEUANGAN R: I. 
DlREKTOllA T JENDERAL PAJAK 
----------------------

PETIJNJUK PENGISIAN DAFT AR KEKA Y AAN 
(;RANG PRIBADI 

(KP.P.4) 

I. UM UM. 
Daftar Kckatyaan Orang Prlbadi (KP. P. 4) merupakan kelengkapan darl 
Surat Pemyataan Pengampunan Pajak (KP. P. 2) dan wajib dUd olch 
Wajib pajak, balk yang menyelenggarakan pembukuan maupun yang 
tldak. 
Dalam Oaf tar Kckayaan dicantumkan nilai harga maupun huiang wajib 
pajak secanl lengkap, balk yang tclah dilaporkan dalam SUfat Pemberl· I 
tahuan (SPT), maupun yang belum atau belum sepenuhnya dfiaporkan. . 
Pcrincian daripada harta maupun hutang wajlb paja~ dibcrltahukan da· 
lam daftar lampifiln y.mg dlsediakan. Wajib Pajak yang menyclenggara· 
kan pcmbukuan hendlaknya memperhatikan bahwa dl aamping Oaf tar 
Kekayaan Orang Pribadi (KP. P. 4) harus pula melampirkan Neraca per I 
lanuari 1984 (KP. P. 5) menurut keadaan yang sebenarnya . 
Khusus mengenai kekayaan yang telah diputihkan, hcndaknya menjadi 
perhatian bahwa sekaJ1pun modal at au uang yanp, bersangkutan telah 
memperoleh fasUitas pemutlhan namun tetap harus dUaporkan dalam 
Daftar Kekayaan pcr 1 lanuari 1984. Kealpaan tidak memasukkannya 
kc' dalam Daftar Kckayaan dapat mengaklbatkan keruglan bagi wajlb 
pajak di kcmudian hari. 
Di bawah ini diuralkan cara pcngisian kolom 4 (Nilai Kckayaan Keppres 
No. 26 Th. 1984) dari Daftar Kckayaan per 1 Januarl1984. 

II. CARA PENGISIAN. 
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NOMOR KODE (1) 
MODAL DALAM PERUSAHAAN DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS 

Vang harus dlmasukkan d~lam kode inl ialah semua jumlah nfial penyer· 
taan modal dalam rupiah sesual KepPfcs No. 26 Tahun 1984 yang dl· 
tanam pada : 
a. Perusahaan $Cndlrl, apabia menyelenggarakan pembu!cuan. DUll 

berdasarkan Neraca yang sebenarnya per 1 lanuari 1984. 
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b. Perusahaan lain. • 4 

Oilsl berdasarkan modal yang sesungguhnya ditanam menurut keada. 
an per I Januarl 1984. 

Catatan : 
Perlnciannya supaya dijelrsskan pada Jampiran I. 

NOMOR KODE (2) 

BARANG T AK GERAK 

Yang dlmasukkan dalam kode ini ialah semua barang talc gerak, haik yang 
berwujud maupun tak bcrwujud, yang dirniliki per 1 lanuari 19f\4, tldak 
termasuk barang tak gel'ak darl perusahaan sendiri yang rneny,.lenggara
kan pembukuan. 
NUal barang tak gerak menurut KEPPRES No. 26 Tahun 1984 dldasar
kan pada niIal parolehan dikalikan dengan faktor penyeruaian menurut 
Keputusan Menteri Keua!lgan No. 966/KMK. 04/1983. 
Faktor Penyesuaian seperti ditentukan daJam Pasal2 Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 966/KMK. 04/1983, dapat digamb:lrkan sebagal 
berlkut : 

Tahull Perolehan Faktor Penyesuaian 
1970 dan sebelumnya 6,37 
1971 5,92 
1972 5,87 
J.973 4,R6 
i974 3,30 
1975 2,75 
1976 2,29 
1977 2,04 
1978 1,86 
1979 1,66 
1~80 1)9 
1981 1,20 
1982 1,10 
1983 1,05 
1984 1,00 

Catatan: 
- Suatu harta yang nilainya menurllt ,SPT PKk telah melampaui niIai 

perolehan berdasarkan Keppres Nomor 26 Tahun 1984, OIaka niIai 
menurut SPT tersebut itulah yang benal , 

- Karena nilai menurut SPT itu sudah benar, maka Nilai Keppres Nomor 
26 Tahun 1984 sarna dengan nilai Surat Pemberitahuan Pajak Kckaya
anny'a (SPT PKk). 
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KETENTUAN KHUSUS UNTUK RUMAH TINGGAL :' 
•. Bagi wajib Pajak yang memiliki rumah tinggal, untu~ satu atau salah 

~tu . rumah tinggal diyerkenankan penllaian menu rut cara sebagai 
berikut: 
- Rp. 10.000.000,00 pertama dinilal: 10 % 
- Rp. 10.000.000,00 berikutnya dinilai : 20 % . 
- 'Selebihnya dinilai : SO %. 

Contoh: 
Tan3h uibeli tahun 1970 di Jalan B No . 2 Kebayoran Lama Jakarta, selu. 
u 600 m2 dengan harga Rp. 1.800.000,00. 
Dj atas tanah tersebut d1bangun rumah paUll tahun 1975 dengan luas 
bangunan 400 m2 dengan biaya Rp. 20.000.000,00 . 
Kartna baik tanah maupun rumah tersebut dibeli dari pendapatan yang 
pajak·pajaknya belum . pernah atau belum sepenuhnya dikenakan sesuai 
dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku, maka penllalan 
atas tanah dan bangunan mcnurut Keppres No. 26 tahun 1984, adalah 
seb.gaf berikut : 

Perhltungan : 
Tanlh 
Bangunan : 

Rp. 1.800.000,00 X 6,37 = Rp. 11.466 .000,00. 
Rp. 20.000.000,00 X 2,75;-; Rp. 55.000.000,00. 

J u m I a h '= Rp . 66.466 .000,00 

Nilal dari rumah tinggai untuk satu atau salah satu rumah t1nggal per 
1 Januari 1984 menurut KEPPRES No . 26 tahun 1984 dihitung s!bagal 
beri.1<ut : 
- 10 % X Rp. 10.000.000,00 
- 20~) X Rp.l0.000.oo0,00 
- SO % X Rp.46.466.000,00 

J u m I a:\ 

= 
= 
:: 

Rp. ) .000.000,00 
Rp. 2.000.OCO,00 
JW.23.233.000,00 
Rp.26.233.000,00 

b. Dalam hal wajib pajak dapat menunjukkan, bahwa ia tidaJc sepenuh· 
nya menguuai sebagian kekayaan yang dimilikinya, misalnya karena 
harga sewa rumahnya ditetapkan oleh yang berwajib atau rumahnya 
dikuasai oleh yang, berwajib, sehingga harga sewanya terkekang, 
lTIan untuk menghitung nilai kekayaan menurut KEPPRES No. 26 
tt&hun 1984 dari barang tak geral< tersebut adalah 10 % X nilal per· 
olehan X tiktor penyesuaian. Pl!nghltungan nilai kekayaan ini berlaku 
pula bagi mereka yang memiliki hanya satu rurnah tetapi tidak sepe· 
nUhnya dikulsai. 
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'Contoh: 
Andaileata rumah yang :tersebut dalam contoh pad a ad. a tcrsebut dl atas 
tidak sepcnuhnya dileuasai, maka nilai kekayaan ' dari rumah tersebut 
menjadi = 10 % X Rp. 66.466.000,00 = Rp. 6.646.600,00. 

Catatan: . 
Perincill · harta tak gerak yang meliputi bangunan dan tanab -,paya di. 
jel..sIcan pada lampiran II . Dalam hal tanah da .l bangunan yana ada di 
alasnya tidak bersamaan tahun perolehannya, maka rumah dan banaunan 
tersebut dicantumkan masing.masing pada lampiran lIa lint uk Bangunan 
dan lampiran lIb untuk Tanah. 

NOMOR KODE (3) 
HARTA GERAK 

Yang harus dimasukkan dalam kode lni ialah semua jumlah nilai peroleh· 
an dari harta gerak yang dimililei pada 1 Januarl 1984. Harta gerak yang 
berdasarkan suatu peraturan dibebaskan darl Pajak Kekayaan harus 
juga dimasukkan, misalnya : 
a. Tabungan berhadiah 1969 menurut Keputusan M~nteri Keuangan 

R.1. Nomor KEP-69/MK/II/2/1969 tanggall7 Pebruari 1969. 

b. Tabungan Pembangunan Nasional (T ABANAS) dan Tabungan Asuran· 
si Berjangka (T ASKA) menurut Keputusan Menteri Keuangan R.I. 
Nomor KEP-61S/MK/II/8/1971 tanggal12 Agustus 1971. 

c. Saham·saham yang dimiliki darl badan-badan yang Illemperoleh masa 
bebas pajak (tak holiday) berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang.un· 
dang No.6 tahun 1968 (PMDN). 

d. Deposito dan tabungan yang disimpan dalam Bank sekurang.xurang· 
nya satu tahun berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.6 ._ 
tahun 1968 (PMDN). 

e. Deposito berjangka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RJ. 
No. ~EP.210/MK/ll/4/1973 tanggal 12 April 1973, yo. Surat Edaran 
Direktur Jenderal Pajak No . SE.Q6/PJ.62/1983 tanggal 8 Juni 1983 
mengenai deposito berjangka yang dinyatakan dalam mata uarig 
rupiah at au valuta asing. 

f. Saham/bukti penyertaan modal yang dirniliki btrdasar Keputusan 
Menteri Keuangan R.T. Nomor KEP.1676/MK/1I/12/1976 tangal 
28 Desember 1976. 

Catatan: 
Apabila nilai perolehan lebih rendall dari pada nilai jual menurut SPT 
PKk 1984, maka nild yang dipakai sebagai dasar perhitungan adalah 
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nilai SPT PKJc. Perlneian harta gerale tersebut di atas supaya dljelas .. 
kan dalam Lampiran 111. 

NOMOR KODE (4) 

LAIN - LAIN 

Yang dimlAsukkan dalam kode In! ialah ~emua kekayaan lain yang belum 
disebutJcan dl It as yang dimDikl 1 Janllari 1984, dinilai menurut nilai 
perolehlnnY"I. 
'Kekayaan ylng Udale perlu diberitahukan dan karenanya tidak pcrlu 
dimintakln pengampunan, ialah : 
I. I. Blrang logam mulia, mutiara dan batu pennata seluruhnya barang. 

barang tersebut nilai uangnya tidale lebih dari Rp. 2.000.000,00. 
Perhltian : 
Jib nilal uang (huga pasaran) perhiasan tersebut pada I Januari 
1984, meleblhi Rp. 2.000.000,00 malea seluruh perhlasan tersebut 
dimasukkan dalam penghitungan pengampunan dan pcnilalannya 
menurut harga/nilai perolehan. . 

2. P:.rlengkapan rumah tinggal misalnya : tempat tidur , meja/kursl 
m" Jean, meja/kursi tamu, almari pakaian dan sebagainya. 

3. Barang budaya dan keDmuan. ' 

4. Pakaian dan bahan makanan . 
I sId 4 sepanjang barang-barang tersebut bukan merupakan per· 
sediaan barang dagangan dan tidak digunakan untuk Il1clakukan 
suatu perusahaan atau pekerjaan . 

b. Polis bunga seumur hldup. 

e. Hak atas lunjangan seumur hldup, jika hak itu diperoleh dcngan jalan 
pembayaran preml yang berjumlah paling Hnggi Rp. 75 .000,00 se· 
tahun . 

d. Hak atas pensiun dan tunjangan, yang diberikan oleh Pemerintah atau 
yang terhutang oleh majikan karena kelja yang telah dllakukan . 

Catatan: " 
Perineian lain-iain kekayaan supaya dijelaskan dalam Lampiran IV. 

NOMOR KODE (5) 

JUMLAH NILAI SELURUH KEKA Y AAN 

Diisi dengan jumlah Ingka dar! nomor kode (I) sampai dengan (4). 
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NOMOR KODE (6) 

DIKURANGI : 8AGIAN KEKA Y AAN YANG TlDAK 
DIKENAKAN PAJAK 

Diisi dengan basian kekayaaJl yang tidak dikenakan pajak yang sudah 
dimasukkan pada nomor kode (3), seperti" : 
a. Tabungan berhadiah 1969 menun,t Keputusan M~nterH(euangan 

R.I. Nomor KEP-69/MK/II/2/1969 tanggal17 Pebruari 1969; 
b. Tabungan Pembangunan Nasional (T ABANAS) dan Tabungan Asuran· 

sl Berjangka (T ASKA) menurut Keputusan Menter! Keuangan R.I. 
Nomor KEP.61S/MK/II/8/1971 tanggal12 Agustus 1971; 

e. Saham·saharn yang dimillki darl Badan-badan yang memperoleh masa 
bebas pajak (tak holiday) berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Ulldang·un· 
dang No . 6 Tahun 1968 (PMDN); 

d . Deposito dan tabun3an yang dislmpan untuk sekurang.)(urangnya satu 
tahun berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang.undang No.6 tahun 1968 
(PMDN); 

e. Deposito berjangka berdasarkan Keputusan Menteri Keuang1J\ R.I. 
No . KEP.210/MK/ll/4/1973 tanggal 12 Aprll1973, yo. Surat Edarar. 
Direktur Jenderal Pajak No . SE.Q6/pJ. 62/1983 tanggal8 Juni 1983 
mengenai deposito berjangka yang dinyatakan dalam mata \!.lng rupi· 
ah atau valuta asing, dengan eatatan d~posito berjangkl dl&lam mati 
uang rupiah yang dimUikl oleh bukan penduduk Indonesia tetap Udale 
dapat dlkurangkan; 

f. Saham/bukti penyertaan modal yang dimBIki berdasarkan kcputusan 
Menteri Kcuangan R.I. Nomor KEP.1676/MK/II/12/1975 tlnggal 
28 Dcsember 1976. 

NOMOR KODE (7) 

DlKURANGI : HUTANG YANG ADA PADA 
1 JANUARl1984 

Diisi dengan jumlah huta=tg yang masih 3da pada .l Januari 1984. Hutang 
yang tclah tereantum dalam neraea perusahaan dan atau hutang yang 
dipergunakan untuk kekayaan yang termasuk ~omor Kode (6) yang ti
dak dikenakan pajak, tidak termasuk dalam nomor kode (7) mi. 

Catatan : 
Perineian hutang yang ada pada 1 Januari 1984 dijel:ukan dalam Larnpir· 
an V. 
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NOMOR KODE (8) 

DIKURANGI : BAGIAN KEKA Y AAN YANG TELAH 
DIAJUKAN PENGAMPUNAN 

Yang dimasukkan dalam kcde ini adalah jumlah modal yang ditanam 
pad a perusahaan lain yang telah mengajukan pengampunan sesuai KEp. 
PRES No. 26 tahun 1984 dan tclah tercantum dalam Nomor Kode (1). 

NOMOR KODE (9) 

JUMLAH NILAI KEKAY AAN BERSIH 

Cukup jelas. 

NOMOR KODE (10) 

SELISm NILAI KEKA Y AAN BERSlH 

Cukup jelas. 

NOMOR KODE (11) 

JUMLAH UANG TEBUSAN 

Cukup jelas. 

NOMOk ,CODE ti l) 

JUMLAH UANG TEBUSAN YANG DIBA Y AR 

Cukup jelas. 
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PETUNJUK 
PENGISIAN NERACA PER 1 JANUARI 1984 

(KP. P. 5) 

A. UM UM. 
1. Neraca per 1 Januari 1984 (KP. P. 5) merupakan kelengkapan dari 

Surat Pernyataan Pengampunan Pajak dan wajib dllsi oleh Wajib 
Pajak yar g menyelenggarakan pembukuan, yaitu : 
1.1. Wajib Pajak Badan, 
1.2. Wajib Pajak Orang Pribadi, apabUa selain melllpunyai kekayaan 

pribadi juga mempunyai kegiatan usaha yang diselenggarakan 
dengan pembukuan. 

2. Dasar penilaian aktiva dan pasiva adalah nilai perolehan. 
Dasar penilaian bagi Wajib Pajak yang telah mengadakan penilaian 
kClIlbali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah nilai 
lIlenurut Surat Pelllberitahuan (SPT). 

3 . Khusus mengenai aktiva yang tdah diputihkan, hendaknya menjadi 
pert.atian bahwa sekalipun aktiva yang bersangkutan telah melllper· 
oleh fasilitas pemutihan narnun harus dilaporkan ke dal3J\1 neraca 
per 1 Janu. ri 1984 . 
Kealpaan t: 1ak rnemasukkannya dalam Neraca per I Ja.luari 1984 
dapat mengakibat.kan kerugian bagi Wajib Pajak di kemudian hari. 

4. Tujuan dari pengisian Neraca per 1 Januari 1984 adalah untuk me· 
nentukao besarnya modal bersih (owners eqUity), baik modal ber
sih menurut SPT maupun mOLal bersih menurut Keppres No. 26 
Tahun 1984. 
Yang dimaksud dengan modal ber;ill di sini adalah selisill jumlah 
Harta dan Hutang yang tercantulll dalam Neraca. 

B. CARA PENGISIAN. 
I. CARA PENGISIAN BAGIAN AKTIV A. 

I . Nomor Urut. 
Diisi dengan nomor urut perk iraan sesuai dengan sistim perkiraan 
yang dipergunakan dalam pembukuan/Ncraca Waj:b Pajak . . 
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2. Perkiraan. 
Oiisi dengan nama perkiraan aktlva sesuai dengan 1I1stlm perklrun 
yang dipergunakan dalam Pembukuan/Neraca '~'ajlb Pajak yang 
meliouti : 
a. Aktiva tetap berwujud seperti Tanah, Bangunan, Mesin. 
b. Aktlva tetap t1dak berwujud scpcrti Goodwill, Hak Patent dan 

sebagainya . . . 
c. Aktiva lanear seperti Kas/Bank, Piutang Dagang, Plutang lain. 

nya, biaya dibayar di ll1uka dan sebagalnya . 
d. Aktiva lalnnya sepertl Prabot Kantor, Kendaraan Motor dan 

sebagainya. 
3. Nilai Aktiva menurut SPT. 

Oilsl sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT). 
Oalalll hal tallun buku tldak sarna dengan tahun takwlm, dim 
deng~.n nilai aktiva per 1 hnuarl 1984 menurut pembukuan 
Wajib Pajak sebelum dimlntakan pengampunan. 

4. Nilai Aktiva menurut KEPPRES No. 26 Tahun 1984. 
Oasar penilaian aktiva adalah nilal perolehan, tanpa dikalikan 
dengan faktor penyesuaian . 
Oasar pennaian bagi Wajib Pajak yang telah Illengadakan penilai. 
an kelllbali berdasarkan Surat Keputusan Menterl Keuangan 
adalah nilai Illenurut Surat Pelllberitahuan (SPT). 

II. CARA PENGISIAN BAGIAN PASIV A. 
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1. Nom,)r UNto 
Periksa angka 1.1 . di ataS. 

2. Perkiraan. 
Diisi dengan nama perkiraan Pasiva yapj meliputi : 
a. Hutang jangka pendek seperti Hutang Oagang, Bank, Blaya 

yang Illasih harus dibayar. 
b. Hutang jangka !,~njang sepertl Hipotek, Pinjaman ObUgul din 

Pinjaman Janglea Panjang Lainnya. 
C. Modal terdiri dari Modal Saham, Cadangan, Laba ylng belum 

dibagi dan Laba Rugl Tahun Berjalan atau seJlslh Intara 
harta dan hutang. 

3. Nilai Pasiva menurut Surat Pemberifahuan (SPT) .. 
Oiisi sesuai dengan SPT. 
Oalam hal tahun buku tidak sama dengan tahun takwlm, dils! 
dengan nilai· pasiva per I lanuari 1984 menurut pembllkuan 
Wajib Pajak scbelum dimintakan pengampunan . 
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4. NUai Pasiva menurut KEPPRES No'. 26 Tahun 1984. 
Dasar penilalan pasiva adalah nnai perolehan. 
Dasar penDalan bagi Wajib Pajak yang telah mengadakan penilaian 
kemball berdasarkan Sural Keputusan Menteri Keuang&i\ adalah 
nilal menurut Surat Pelllbcritahuan (SPT). 

C. IKHTISAR NERACA PER 1 JANUARl1984 DAN PENGHITUNGAN 
VANG TEBVSAN. , 
Neraca per 1 Januari 1984 (KP. P. 5) supaya, disampaikan I:erikut lkhti. 
sar Neraca per 1 Januari 1984 dan Penghitungan Uang Tebus.n disertai 
pernyataan Wajlb Pajak atau KUas.1nya sebagai contoh bterlkut : 

IKHTISAR NERACA PER 1 JANUARI1984 ' 
DAN 

, PENGHlTUNGAN VANG TEBUSAN . 
(HANYA UNTUK W.P. BADAN) 

.=~2-=========== =======~===~=====-=~==~===-.c=~.S:C2~ 
No. NilaJ Menurut 

Kode V r a I a n 1----- ---' --------- Sellsih 
SPT ' KEPPRES No. 16/84 

-- --------------- ~-'~-' ---------------
I , 2 3 ' 4 S -------- _._-- -------------- -------
I. A k t i v a Rp. Rp. ~. 

II. Pas I v a 

1. 
2. 

Hutang 
Modal 

Rp. Rp. Rp. 
Rp. Rp. Rp. 

1-----------------------------
==== ====z======-=======~==============:2 -1 - -, 
III. Vang Tebusan 
I. Selisih Modal Rp. (x) 
2. Dikurangi : Aktiva yang'dimunculkan yang men-

dapat fasilitas pembcbasan dan,atau 
aktiva yang telah diajukan pengam-
punOlJl pajak. " , 

3. Dasar Perhitungan Uang Tebusan Rp. 
(1 ·2) 

4. Jumlah Uang Tebusan Rp. 
I % /10 % X , Rp. : .............. . 

S. ' Uang Tebusan ,yang telah disetor ,:' Rp. 
====_==========================================z~~~ 
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Ikhtisar Neraca Per I Januari 1984 dan Penghitungan Uang Te· 
~usan tersebut di at as, dibuat berdasarkan Neeaca per 1 Januari 
1984 (KP. !'. 5), yang 'telah disusu~ dengan benae dan lengkap 
dengan sepengetahuan d~n kesadaran sepenuhnya atas akibat. 
akibatnya. . ' 

..................... .. , . ............... , 19 ....... 

Wajib Pajak/Kuasa, 

c ... · ..... · ... ·· .. ·········· ... · .. .) ': 
Catatan : 
Karena dasal perhitungan uang tebusan adalah selhih nilai modal, maka 
aktjva yang diperkenankan untuk dikurangk:!n pada Kode 1II .2. ini ter· 
batas pada aktiva yang sumber pembiayaannya berasal dari modal sendiri. 
Aktiva yang berasal dari pinjaman tidak d ikurangkan, karena dalam 
menghitung seUsih nilai modal sebagai aasar perhitungan uang tebusan, 
telah dillitung sebagai pengueangan. 
Aktiva yang mendapat fasUitas perpajakan . antara lain: 

Deposito berjangka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. 
Nomor KEP.210/MK/Il/4/1973 tanggal 12 April 1973, yo . Sural 
Edaran Direktur lenderal Pajak No. SE.(l6/Pl. 62/1983 tanggal 
8 l:mi 1983. 

- Saharri/Bukti penyertnn modal yang dimiliki berdasarkan Keputus· 
an Menteri Keuangan R.I . NOlllor KEP·1676/MK/12/1976 tanggal 
28 Desember 1976. 

Bagian aktiva berupa salum atau bukti penyertaan modal yang ditanam 
dalam perusahaan lain yang dapal dikurangka" ;ldalah sal).am atau bukti 
penyerlaan modal yang telah diajukan pengampunan 'sesuai Keppres 
Nomor 26 Tahun 1984 dan telah tercantum dalam Kode 1 (kolom 5). 

D. SELISrn JUMLAH KEKA Y AAN BERSIH. 
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I. Sel:sih jUIJ'Jah kekayaan bersih/modal yang dimintakan pengam· 
pU!lan, sebagaimana lercantum dalalll Olomor Kode 11 .2. kolom 5 
dari lkhtisar Neraca per 1 lanuari 1984 (di bawah uraian huruf C), 
sesuai Ketentuan Pasa! 4 Keppres Nomor 26 Tahun 1984 dapat 
dimasukkan dalam modal perusahaan. 

2. Peningkatan modal saham sebagai akibat pertamballan modal perusa· 
haan dibebaskan dari Bea Meterai Modal. 

3. Penambahan nilai saham atau pember ian saham baru kepada peme· 
gan~ saham sebagai akibat pertambahan modal pcrusahaan dibebas· 
kan dart pengenaan Pajak P(;nghasilan. 
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PETUNJUK 
PENGISIAN SURAT SETORAN UANG TEBUSAN PENGAMPUNAN 

PAJAK . 
(KP. P. 6) 

I. PENGGUNAAN SURA T SETORAN UANG TEBUSAN PENGAMPUN. 
AN PAJAK (KP. P. 6) 
Surat Setoran Uang Tebusan Pengampunan Pajak (KP. P. 6), khusus di • 
. gunakan untuk melakukan pembayaran/penyctoran Uang Tcbusall Pc. 
ngampunan pajak berdasarkan Kcppres No . 26 Tahun 1984,o1eh : 
a. Wajib Paja:~ Orang Pribadi; 
b. Wajib Pajak Badan. 

2. PENGISIAN RUANG SURA T SETORAN UANG TEBUSAN PENGAM· 
PUNAN PAJAK. 
2.1. Membubuhkan tanda silang (X) pada kotak-kotak yan& tcrsedia : 

2.1.1. Bubuhkan tanda sUang (X) pada kotak Wajib Pajak Orang 
Prlbadi!Perseorangan, apabila yang meminta pengampunan 
pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi/Perseorangan. 

2.1.2 . Bubuhkan tanda sUang (X) pada kotak Wajib Pajak Badan. 
apabUa yang meminta pengampunan pajak adalah Wajib 
Pajak Badan. 

2.2. Pengisian Nama Wajib Pajak : 
Oiisi dengan nama terang dari \Vajib Pajak yang meminta pengam· 
punan paj~: 
a. Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai 

dengan kartu NPWP. 
b. Wajib Pajak Badan diisi dengan nama Badan sesuai d~ngan Kartu 

NPWP. 

2.3. Pengisian NPWa': 
Otisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang bcrsanglcutan, sesuai 
dengan yang tercantum dalam Kartu NPVlP atau Tanda Bukti 
Pendaftaran Wajib Pajak (KP. U. 6). 

2.4. Pengisian alamat : 
Otisi dengan al~at Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam 
Kartu NPWP atau Tanda Bukti Pendaftaran Wajib Pajak (KP. U. 6). 
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2.5. Pengisian lnspeksi Pajak : 
Otisi dellgan namn Kantorlnspeksi Pajak dimana Waj!b Pajak Ter. 
daftar. ' 

2.6. Pengisian Ruang Pembayaran : 
2.6.1. Yang dUsi oleh Wajib Pajak : 

- Nama temp at Kantor Penerima Pembayaran. 
Oilsi nama Kantor lnspeksi Pajak dimana Wajlb, Pajak 
terdanar dan Kantor Kas Negara di tempat pcmbayaran 
akan dilakukan. 

- Jumlah setoran ullng tcbusan pengampunan pajak yang 
harus dibayar : 
a. Oils! dengan tarip I % atau 10 %. 
b, Oils! anglca jUllliah kckayaan yang dljadlkan dllar 

untuk menghltung jumlah pajak yang dlmlntakan pe
ngampunsn. 

c. HasU perkallan tersebl.;t dlcantumkan pad a kotak yang 
disediakan, ~.isertai pengisian jumlah setoran Vang 
Tebusan Penr,ampunan Pajak yang akan d!bayar dalam 
huruf. 

- Ternpat dan tanggal dL.akukan pembayaran. 
Oiisi nama kota da.l tanggai dilakukan pembayaran. 

- Tanda tangan dan nama terang, 
Otisi tanda tangan dan nama terang penyetor/Wajlb Pajak . 

2.6.2 . Yang diisi oleh Kantor Penerlma Pembayaran. 
- Ruang teraan Kas Register. 

Cukup jelas. 
Catatan: Untuk pembayaran/penyetoran melalui Kantor 

Pos dan Giro serta melalul Bank Persepsl, sepan· 
jang Kantor tersebut tidaj menggunakan mesln 
Kas Register, ruang teraan Kas q,egister In! supa-
ya dikosongi<an. .' 

- Tanggal diterima. 
Pada baglln bawah sudut kanan, dlisi dengan tanggal , 
bulan dan tahun dilakukan pembay'aran. 
Sclanjutrya bubuhkan tanda tangan (cap tanda tangan), 
nama terang petugas dan' cap dlnas Kantor Peneriml 
Pembayaran Pajak . 
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I. PEMBAGIAN LEMBAR SURA T SETORAN UANG TEBUSAN PE
NGAMPUNAN PAJAK KP. P. 6 OLEH KANTOR PENERIMA PEM
BAYARAN PAJAK. 
Satu set Surat Setoran Uang Tebusan Pengampunan Pajak (KP. P. 6) 
terdiri dari 4 (empat) lembar, dibagikan rnasing-masing sebagai berikut : 
_ l..embar 1 : W ARNA KUNING MUDA 

Untuk Inspeksi Pajak melalui Kantor Penerima Pem
bayaran. 

l..embar 2 WARNA PUTIH 
Untuk Wajib Pajak. sebagal bukti penyetoran. 

l..embar 3 WARNA MERAH MUDA 
Untuk Wajib Pajak guna dilampirkan pada Daftar Ke
kayaan dan atau Neraca per 1 lanuarl1984. 

_ l..embar 4 WARN A HIJAU MUDA 
Untllk Arsip Kantor Penerima Pembayaran Pajak. 
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DEP ARTEMEN KEUANGAN R.I. 
DIREKTORAT JENOER.~LPAJAY.. 
----._-----------------

PETUNJUK. PENGlSIAN 
SURA T PENGANTAR LAMPI RAN l'ERNY AT AAN 

PENGAMPUNAN PAJAK 
(KP. P. 7) 

1. UM U M. 
SURA'C PENGANTAR LAMPlRAN PERNYATAAN PENGAMPUNAN 
PAJAK (KP. P. 7) 
Adalah Nfat yang digunakan untuk menyarnp:likan Larnpiran berupa : 
a. D:lftar Kekayaan Orang Pribadi per 1 Januari 'I984, 
b. Neraea per I Januarl1984. 
c. Tanda Buktl Setoran Uang Tebusan Pengnmpunar. Pajak dan 
d. Lain·lain dokumen. yang belulll dUampirkoll pada venyampaian 

Surat Pernyataan Pengampunan Pajak (Kl'. P. 2/KP. P. 3). 

2. CARA PENGISIAN. 

so 

2.1. SUC3t Pengantar Lampiran Pernya~aall Pengampunan Paja'< dibuat 
rang)cap 2 (dua) : 
- f..embar ke 1 : untuk Kepala Inspeksi Pajak. 
- Lembar ke 2 : untuk arsip Wajlb Pajak . 

2.2. lA1npiran SUrat : . 
Dilsi dengan jumlah dokumen yang dikirimkan oleh WajilJ Pajak. 

2.3. Alamat Surat : 
Dii~ dengan nama dan alamat Kepala Insp(!ksi Pajak. sesuai dengan 
yang tereantum pada Surat Pernyataan Pengampunan Pajak (KP. 
P. 2/KP. P. 3). 

2.4. Tar.ggal : 
Diisi dengan tanggal Surat Pernyatil'.n Pengampunan Pajak (KP. P .2/ 
KP. P .3). 

2.S . Nama : 
Diisi dengan nama Wajib Pajak Orang Prlbadi/Badan. sesuai dengan 
nama yang tercantulll pad::. 3u =:1t Pernyataan Pengampunan Pajak 
(KY. P. 2/KP. P. 3). 
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2.6. N P W P: 
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak , sesuai dengan yang tercan· 
tum pada Surat Pernyataan Pengampunan Pajak' (KP. P. 2/KP. P. 3). 

2.7. Dokumen yang disusulkan : 
Diisi tanda silang (X) pada kotik masing·masing dokumen yang 
d isusulkan. 

2.8. Tempat dan tangga!' Surat Pernyataan : 
Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Pengantar dibual. 

2.9. Tanda tangan : 
DUsi dengan tanda tangan dan nama terang dari Wajib Pajak atau 
Kuasa yang mengirimkan dokulllen Pengampunan Pajak. 
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